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KATA PENGANTAR
“Hak Perempuan adalah Hak Asasi 
Manusia” ȋWomen’s Rights are Hu-
man RightsȌ bukan sekedar sebuah 
slogan yang dihasilkan oleh konfe-
rensi dunia tentang Hak Asasi 
Manusia di Wina pada tahun 1993Ǣ 
pada pernyataan ini terkandung 
�apaian berbagai kemajuan tentang 
pengakuan, pemenuhan, dan per-
lindungan hak asasi manusia yang 
bersifat universalǤ Pada konferensi 
Wina 1993 itu, persoalan-perso-
alan pelanggaran hak asasi manu-
sia yang dialami oleh perempuan 
karena keperempuanannyaȄbaik 

di dalam lingkup kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan 
publikȄ terartikulasi, diakui, dan diagendakanǤ Komitmen nasional dan 
internasional untuk pengakuan, penegakan dan perlindungan hak asasi 
perempuan semakin mengedepan, lebih rin�i, dan lebih luas1 dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya2Ǥ

Namun demikian, menurut  Cook ȋ1994Ȍ hukum internasional tentang hak asasi 
manusia belum diaplikasikan se�ara efektif dalam penanganan ketidakadilan 

yang dialami oleh perempuan hanya karena mereka ȋkorbannyaȌ adalah perem-
puanǤ Hal ini menunjukkan bah�a universalitas HAM belum ma�ujud, masih gagal 
dalam melingkupi keberadaan perempuanǤ Ada banyak hal yang melatarbelakangi 
ke gagalan ini, sebab-sebab yang kompleks dan berbeda antara satu negara dengan 
negara lainnyaǤ Beberapa di antara sebab itu adalah: ȋ1Ȍ kurangnya pemahaman 

1 �ihat antara lain Deklarasi Wina dan Program Aksi, 22 uni, 1993: terutama di bagian Status Sedera-
jat dan Hak Asasi Perempuan atau butir 36 hingga 44,

2  Perjuangan tentang hak-hak perempuan telah lama berlangsung, antara lain telah dikemukan oleh 
Mary Wollstone�raft di Inggris le�at bukunya The Vindication of the Rights of Women pada abad 
ke 17Ǣ oleh RA Kartini dari epara a�a Timur pada akhir abad ke 19 dan a�al abad ke 20 seba-
gaimana yang terlihat antara lain dalam tulisan-tulisannya yang dibukukan oleh Abendanon Habis 
Gelap Terbitlah Terang, juga oleh beberapa �akil negara dalam sidang-sidang pertama PBB pada 
tahun-tahun akhir paruh pertama abad 20Ǥ
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vi Pendidikan HAM Berperspektif Gendervi Pendidikan HAM Berperspektif Gender

ten tang akar subordinasi perempuan yang sistemik, ȋ2Ȍ 
subordinasi perempuan tidak diakui sebagai pelang-

garan HAM, dan ȋ3Ȍ sangat sedikit negara yang meng-
utuk praktik diskriminasi terhadap perempuanǤ �eb-
ih jauh lagi, masih banyak kelompok pembela HAM 
tradisional yang enggan memberi perhatian pada 
masalah pelenggaran hak perempuan, sementara 

kelompok-kelompok perempuan kurang memahami 
potensi hukum internasional bagi pemulihan hak-hak 

perempuan3Ǥ
Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993, bagi penegakan hak 

asasi perempuan adalah tonggak yang menandai perjalanan 
perjuangan panjang di belakang dan perjalanan perjuangan 
panjang di mukaǤ Tonggak ini menegaskan prinsip-prinsip kun-
�i yang teramat penting bagi penegakan hak asasi perempuan, 
yaitu: �NI�ERSA�IT�, E��A�IT�, dan NON DISCRIMINATIONǤ 
Dengan tiga kun�i ini konsep HAM dan instrumen-instrumen 
penegakan atau perlindungan HAM tidak dapat tidak harus 
memiliki kepekaan persoalan yang dihadapi oleh laki-laki dan 
perempuan tanpa ke�uali, harus memberi tempat yang setara 
pada laki-laki dan perempuan, harus menghapuskan dikoto-
misasi jenis kelamin yang bersifat merendahkan ȋsubordinasiȌ 
dan membedakan se�ara negatif ȋdiskriminatifȌǤ Dengan kata 
lain HAM harus berperspektif genderǤ
Modul pelatihan yang ada di hadapan Anda ini adalah Manual 
Pelatihan HAM Berperspektif Gender ȋHAM-BGȌǤ Manual ini 
tidak disebut sebagai Modul Hak Asasi Perempuan karena pada 
dasarnya hak perempuan adalah hak asasi manusiaǤ Dengan 
kata lain, manual pelatihan ini ingin ikut menegaskan bah�a 
pembahasan hak perempuan adalah pembahasan tentang hak 
asasi manusiaǤ
Perlu disampaikan pula bah�a Modul pelatihan ini bukan ga-
bung an dari dua modul pelatihan yang terpisah antara pelatihan 
HAM di satu sisi dan pelatihan gender di sisi lain, sebagaimana 
yang banyak terjadi di sekitar kita dan hal itu sah-sah saja ter-
jadiǤ Pelatihan HAM dan pelatihan gender biasanya dilakukan 
se�ara terpisah, baik karena pilihan strategi seperti spesialisasi 
perspektifȀtopikȀisu, karena kebutuhan peserta, maupun kare-

3 Cook, , Rebe��a, “Womenǯs International Human Rights �a�: The �ay For-
�ard” dalam Human Rights of Women, National and International Perspec-
tive, edited by Rebe��a  Cook, �niversity of Pennysylvania Press, Philadel-
phia, 1994Ǥ
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na hal-hal teknis tentang keterbatasan �aktu, narasumber, dan 
perangkat pelatihan yang tidak memadaiǤ Ada sebagian orang 
yang memilah pelatihan HAM dan pelatihan gender sebagai dua 
hal yang tidak mempunyai keterkaitan eratǤ
Modul ini adalah satu kesatuan dari konsep pelatihan HAM yang 
berperspektif genderǤ Dasar pemikirannya adalah, sebagaima-
na telah disebutkan di muka bah�a konsekuensi logis dari tiga 
kun�i utama hak asasi manusia ȋ�NI�ERSA�IT�, E��A�IT�, dan 
NON DISCRIMINATIONȌ mengharuskan konsep dan instrumen 
HAM berlaku bagi semua manusia, perempuan dan laki-laki, 
atau bagi bukan perempuan dan bukan laki-laki, tanpa ke�ualiǤ 
�ntuk itu, konsep dan instrumen HAM harus berperspektif gen-
der atau harus memiliki kepekaan pada persoalan gender: per-
soalan konstruksi sosial tentang peran, nilai, norma, dan prak-
tik yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki4 agar 
HAM dapat diterapkan se�ara universal, menjamin kesetaraan 
dan tidak diskriminatifǤ
Sebagai satu konsep pelatihan HAM-BG, setiap elemen dalam 
modul ini ȋmulai dari perumusan tujuan, kepesertaan, fasilita-
tor, narasumber, suasana pelatihan, hingga materi-materi yang 
ada di dalamnyaȌ disusun dengan perspektif gender, dalam arti 
peka terhadap persoalan genderǤ Bagian Pendahuluan dari 
modul ini akan memberikan uraian yang lebih rin�i tentang 
bagiamana perumusan tujuan, kepesertaan, fasilitator, nara 
sumber yang dianggap berperspektif genderǤ Modul Bagian 
Satu menguraikan prinsip dan upaya yang dibutuhkan agar sua-
sana pelatihan berperspektif gender dalam arti peka terhadap 
kesetaraan, tidak membuka ruang bagi terjadinya praktik sub-
ordinasi, diskriminasi dan pele�ehan atas dasar jenis kelaminǤ
Modul Bagian Dua, Tiga, Empat dan Lima berisi materi-ma-
teri pelatihanȄmasing-masing tentang peta kekerasan dan 
diskri minasi terhadap perempuan, sejarah HAM, instrumen 
HAM, dan kasus-kasus pelanggaran HAMȄkeseluruhannya 
disusun dengan perspektif gender yang langsung me-
lekat pada materi-materi tersebutǤ Dalam pelatihan ini 
perjalanan kopseptualisasi HAM, instrumen-instrumen 
HAM, dan kasus-kasus pelanggar an HAM akan dilihat de-
ngan menggunakan perspektif genderǤ Kami berpandangan 
bah�a pelatihan HAM-BG adalah pelatihan HAM yang se�ara 

4 Konstruksi sosial ini dibentuk, dilanggengkan, atau dikuatkan oleh ber-
bagai institusi sosial seperti agama, pendidikan, tempat kerja, komunitas, 
dan keluarga
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langsung menerapkan analisis gender ke dalam setiap se-
si pelatihan itu, baik dalam sesi penelusuran sejarah 

perkembangan konsep HAM, dalam sesi pengenalan 
instrumen-instrumen HAM maupun dalam sesi anali-
sis kasus-kasus pelanggaran HAMǤ Pelatihan HAM-
BG tidak memilah analisis HAM dan analisa gender 
sebagai dua hal yang berdiri sendiri-sendiriǤ

Kepekaan terhadap persoalan gender pada akhirnya 
sering mengantarkan kita pada persoalan ketidaka-

dilan yang diha dapi oleh perempuanǤ Konstruksi sosial 
tentang peran, nilai, norma, dan praktik yang berhubungan 

dengan perempuan dan laki-laki di berbagai tempat sering di-
gunakan sebagai pembenaran ȋjustiϐikasiȌ atas tindakkan dis-
kriminasi dan subordinasi terhadap perempuanǤ Dalam manual 
ini pun perhatian terhadap ketidak adilan yang dialami oleh 
perempuan ȋseperti subordinasi, diskriminasi, stereotipe, ek-
sploitasi, dan kekerasanȌ diberi perhatian se�ara seksama teru-
tama karena persoalan itu mun�ul berkaitan dengan identitas 
genderȄbukan karena kelas sosialnya, �arna kulitnya, rasnya, 
atau lainnya, meskipun dalam kenyataan persoalan perempuan 
karena gender dan karena sebab lainnya sering bertumpang 
tindihǤ Di samping itu, persoalan ketidakadilan yang dialami 
perempuan karena keperempuanannya ini dapat dilihat seba-
gai persoalan pelanggaran HAM dilihat dari tiga kun�i prinsip 
HAM: universalitas, kesetaraan dan non diskriminasiǤ
Komnas Perempuan melihat bah�a HAM sebagai perspektif 
ȋsebagai hak yang melekat dalam keberadaan kemanusiaan 
seseorangȌ akan membantu kita untuk lebih memahami per-
soalan gender atau persoalan konstruksi sosial yang mendeϐi-
nisikan peran ȋtermasuk membedakan, mendiskriminasikan, 
mendominasiȀmensubordinasiȌ jenis kelamin perempuan dan 
laki-lakiǤ Sebaliknya HAM sebagai isu dan sebagai bagian dari 
instrumen hukum internasional juga penting memilki perspek-
tif gender agar makna universalitas dan invisibilitas hak asasi 
manusia juga terla�ak lebih rin�i pada keberadaan manusiaȄ
perempuan dan laki-lakiǤ
Dalam modul ini, kami berposisi bah�a analisis gender tidak 
ditempelkan pada satu sisi dari seluruh bangunan pelatihan 
HAM, tetapi berada di keseluruhan kerangka dan ruang ba ng-
un an pelatihan tersebutǤ Kami juga ingin menegaskan bah�a 
perspektif gender hadir sejak a�al dalam meran�ang perogram 
pendidikan HAM, yaitu sejak menetapkan tujuan, meran�ang 
kurikulum, menetapkan kelompok sasaran dan �alon peserta, 
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dalam menyusun agenda, memilih fasilitator dan narasumber, 
dan menetapkan kebijakan kesetaraan gender termasuk anti 
pele�ehan berbasis gender selama proses pelatihan berlang-
sungǤ
Semoga modul ini ikut memperkaya metode pelatihan HAM dan 
pelatihan gender se�ara umum, dan se�ara khusus dapat men-
jadi salah satu alat yang efektif bagi Komnas Perempuan dalam 
mengaktualisisakan mandatnya men�iptakan kondisi yang kon-
dusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan 
penegakan hak asasi perempuanǤ
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Pendahuluan

Seluruh pengalaman tersebut di atas menjadi 
sumber dan inspirasi utama bagi penulisan 

Modul Pendidikan Hak Asasi Manusia Berper-
spektif Gender (HAM-BG) yang ada di tangan 
anda sekarangǤ Di balik pengalaman itu, Komnas 
Perempuan menggarisba�ahi kenyataan bah�a 
ada banyak program pendidikan HAM yang “me-
lupakan” masalah perempu an dalam keseluruhan 
prosesnyaǤ Hal ini terjadi karena asumsi bah�a 
pemba hasan HAM se�ara global sudah serta mer-
ta mengikutsertakan masalah perempuanǢ proses 
pendidikan sema�am ini menge�ilkan substansi 
permasalahan yang dihadapi perempuanǤ Di sisi 
lain ada kenyataan ten tang banyaknya pendidikan 
gender yang memperlihatkan persoalan perem-
puan akibat dari berbagai kons truksi sosial, tetapi 

pendidikan ini tidak menyertakan pers pektif HAMǤ
Sebagai mekanisme nasional untuk Penegakan Hak Asasi Perem-
puan, Komnas Perempuan menghadapi kenyataan peningkatan 
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai kon-
teks yang rumitǤ Komnas Perempuan pun menemukan kelemahan 
perangkat pe negakan hukum yang tidak peka terhadap kebutuh-
an perempuan korban untuk mendapatkan keadilanǤ
Modul yang tersaji saat ini me rupakan penyempurnaan dari 
modul yang telah digunakan pada tahun 2001, 2004, dan 2006Ǥ 

PENDAHULUAN
Pada tahun 2000-2001 dan 2003-2006, Komnas Perempuan bekerja sama 
dengan Raoul Wallenberg Institute ȋRWIȌ yang berkedudukan di �uhn, 
S�edia, dengan dukungan dana SIDA S�edia, menyelenggarakan program 
“Engendering Human Rights Edu�ation” melalui rangkaian Pendidikan 
Dasar HAM Berperspektif Gender ȋBasic Human Rights with Gender Perspec-
tiveȌǤ Program ini men�akup kegiatan Training of Trainer ȋTOTȌ di tingkat 
nasional dan praktik pendidikan di tingkat propinsiǤ TOT diikuti oleh 72 
orang dari 24 Provinsi yang me�akili unsur pemerintah, akademisi dan 
�SM PerempuanȀHAMǤ 
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xii Pendidikan HAM Berperspektif Gender

Komnas Perempuan beranggapan bah�a pengintegrasian HAM 
dan perspeksif gender merupakan kebutuh an dan sekaligus 
langkah stra tegis baik bagi peningkat an pengetahuan dan 
pemahaman, maupun dalam memperjuangkan hak-hak asasi 
manusia perempuan dan laki-laki se�ara utuh dan menyeluruhǢ 
uni versal dan imparsial dalam arti yang seluas-luasnyaǤ

Metode pendidikan orang de�asa berangkat dari sikap 
dasar menghargai pengetahu an, penga laman, dan aspi-

Dari sisi keberadaan instru-
men pendidikan HAM, 

modul ini disusun seba gai 
se bu ah pedoman bagi pe nye-
leng garaan pendidikan HAM 
yang sensitif terhadap persoal-
an genderǤ Modul pendidik-
an HAM ini peka terhadap 
per soalan diskriminasi dan 
ke kerasan yang diakibatkan 
oleh konstruksi sosial tentang 
perempuan dan laki-laki, dan 
memberi perhatian khusus 
pada kebutuhan-kebutuhan 
spe  siϐik perempuan yang 
mun  �ul akibat dari konstruksi 
sosialǤ
Tujuan jangka panjang dari 
pe nyelenggaraan pendidikan 
HAM-BG adalah untuk

Menyebarluaskan informa-Ȉ 
siȀpengetahuan tentang hak 
asasi manusia dari pers-
pektif gender kepada para 
pesertaǤ
Menguatkan pemahaman Ȉ 
peserta tentang tiga prinsip 
kun�i hak asasi manusia 
ȋyaitu: universalitas, keseta-

raan, dan non diskriminasiȌ 
dari perspektif genderȌǤ
Memperluas dan memper-Ȉ 
kaya perspektif peserta 
dalam melihat persoalan 
pe langgaran HAM yang 
dialami oleh perempuan 
karena keperempuanannyaǤ

Dari sisi kepesertaan, modul 
ini ditujukan terutama pada 
mereka yang:

memegang tugasȀtanggung Ȉ 
ja�ab menyebarluaskan pe-
mahaman tentang HAM,
menggunakan perspektif Ȉ 
HAM dalam kegiatannya
memenuhi, melindungi, Ȉ 
mem  bela, atau memperju-
ang  kan HAM

Dengan kata lain, modul ini 
ditujukan kepada mereka 
yang tidak sepenuhnya a�am 
terhadap masalah HAM, mere-
ka yang telah mengenal HAM 
tetapi mungkin memerlukan 
penajaman, penguatan, dan 
pen�erahan pemahamannya 
tentang HAM dari perspektif 
genderǤ

Modul di su-
sun sebagai 

pedoman bagi 
penyelenggaraan 
pendidikan HAM 
yang sensitif ter-
hadap persoalan 
genderǤ
YZ

Tujuan & Sasaran
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Tujuan penyelenggaraan pelatihan HAM berperspek-
tif gender adalah untuk memberikan kontribusi bagi 
penyempurnaan proses penegakan, pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan 
adanya perhatian pada masalah-masalah yang mun�ul 
karena konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-
lakiǤ
Tujuan tersebut diharapkan terukur dengan adanya “pe-
rubahan” dalam diri peserta, antara lain perubahan dari:

TidakȀkurang memandang masalah gender sebagai Ȉ 
masalah HAM menjadi punya pandangan yang jelas 
bah�a persoalan gender adalah persoalan HAM
TidakȀkurang menghargai pengalamannya yang Ȉ 
ber kaitan dengan masalah konstruksi sosial ȋseperti 
mensubordinasikan perempuan, atau menganggap 
diskri minasi terhadap perempuan adalah hal yang 
�ajarȌ, menjadi pelajaran berharga dalam konteks 
menegakkan HAM
TidakȀkurang informasi atau pengetahuan tentang Ȉ 
perspektif gender dalam HAM menjadi mempunyai 
informasi-informasi kun�i tentang HAM berperspektif 
gender
TidakȀkurang keterampilan menangani kasus dengan Ȉ 
perspektif gender menjadi punya ketrampilan me-
nangani kasus-kasus ketidak adilan gender dengan 
memperhatikan sisi-sisi kesetaraan, non diskriminasi, 
dan universalitas HAMǤ
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Alur Pendidikan

MENDALAMI  KONSEP DAN SEJARAH

MEMAHAMI FAKTA-FAKTA KEKERASAN DAN 

DISKRIMINASI BERBASIS GENDER

MENDALAMI KONSEP DAN SEJARAH

MENGENALI MEKANISME 

HAK ASASI MANUSIA

MENGENALI LEBIH JAUH

PELANGGARAN HAM PEREMPUAN

EVALUASI, PENUTUP

PEMBUKAAN, PERKENALAN, ORIENTASI

1

6

2

4

5

3

Alur Pendidikan

Modul ini diran�ang untuk pe-
latihan yang berlangsung sela-

ma sekitar 4 hari atau 4 � 8 jam ȋ32 
jamȌǤ Terdiri dari 6 modul, modul 
pertama dan terakhir adalah kegiatan 
pembuka dan penutupǤ Empat lainnya 
adalah bagian inti dari pelatihan ini:
Ȉ  Memahami Fakta-fakta Kekerasan 

dan Diskriminasi berbasis gen der
Ȉ  Mendalami Konsep Hak Asasi Ma-

nusia dari Perspektif Gender
Ȉ  Mengenali Mekanisme Hak Asasi 

Manusia
Ȉ  Mengenal lebih jauh Pelanggar an 

HAM PerempuanǤ

Modul Pelatihan

Pendidikan HAM Berperspektif Gender
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Pendahuluan

rasi pesertaǤ Peserta ti dak 
dianggap sebagai “bo tol 
kosong” yang perlu diisi, 
dan bersikap pasifǤ De-
ngan metode pendidikan 
orang de�asa, pengeta-
huan dan pe ngalaman 
pe serta dijadikan sebagai 
bagian dari sumber bela-
jar, bagian dari referensi 
dan alat untuk reϐleksi 
atau sebagai alat pengga-
lian pemahaman lebih da-
lamǤ
Dalam pendidikan ini, ba-
ik penyelenggara, peserta, 
fasi litator, dan na rasumber 
diharapkan ber  sikap ter-
buka dan re   ϐlektif demi 
pen�apai an pemahaman 
yang mung  kin sebelum-
nya ti  dak ter bayangkanǤ 
�ntuk menja lankan me-
tode pen  didikan orang 
de�asa dalam pendidikan 
HAM-BG ini, ada 4 prinsip 
yang perlu dipegang, yaitu 
ȋ1Ȍ pertisipatoris, ȋ2Ȍ em-
piris, ȋ3Ȍ kritis, dan ȋ4Ȍ in-
tegratifǤ
Hal-hal yang perlu diper-
hatikan antara lain ada-
lah:
1. Narasumber: Sebai-
knya individu yang ahli 

4 Prinsip Utama
dalam Pendidikan HAM-BG
Berdasarkan tujuan dan sasaran kepesertaan yang hendak 
di�apai oleh pendidikan ini maka metode yang dianggap 
paling tepat digunakan adalah metode pendidikan orang 
de�asa ȋandragogyȌ, bukan metode teaching and preach-
ing ȋmenggurui dan men�eramahiȌǤ

PartisipatorisǤ Semua peserta memiliki ruang yang 
sama untuk mengekspresikan dan memperoleh apre-
siasi atas pemikirannyaǤ

Empirik. Berbasis pada pengalaman dan kebutuhan 
perempuanǤ Pemahaman dan pengalaman peserta atas 
kasus pelanggaran hak asasi perempuan dijadikan 
sebagai sumber utama bagi pendalaman materiǤ Dalam 
pelatihan ini pemahaman peserta tentang HAM dikem-
bangkan dan dikuatkan dengan pendalaman kasus 
perlanggaran hak asasi perempuan dan studi bandingǤ

KritisǤ Peserta mempunyai kesempatan dan di-
dorong untuk mempertanyakan kesenjangan antara 
kebutuhan, instrumen dan mekanisme yang terse-
dia, serta realita pemenuhan hak asasi perempuanǤ 
Peserta termotivasi untuk mampu membuat pilihan 
kreatif yang menemukan terobosan-terobosan dan 
ikut serta dalam upaya pemenuhan ham perempuan 
dalam kapasitas dan komunitasnyaǤ

IntegratifǤ Di samping penggalian pemahaman 
tentang konsep, prinsip dan sejarah HAM, peserta 
mendapat pemahaman mengenai keterkaitan antara 
gender dan HAM, yaitu bah�a permasalahan yang di-
hadapi perempuan akibat konstruksi sosial merupa-
kan bagian tak terpisahkan dari proses pemahaman 
hak asasi manusia dan upaya pemenuhannyaǤ Peserta 
dilatih untuk sensitif terhadap konstruksi-konstruksi 
sosial tersebut untuk mendorong upaya pemenuhan 
hak asasi perempuan dalam berbagai kesempatanǤ 
Penguatan dan pemantapan kerangka analisis peser-
ta ȋpembahasan integratif melalui isu-isu krusialȌǤ
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Institusionalisasi & Strategi Pendidikan HAM-BG

Pendidikan HAM berperspektif gender ini ȋseba-
iknyaȌ dilaksanakan dalam bentuk kerjasama 

kelembagaanǤ Proses persiapan, pelaksanaan, dan 
tindak lanjut dari hasil pendidikan ini dilakukan 

dalam rangka pengu atan kinerja institusi dalam 
ȋberkontribusi pada upayaȌ pemenuhan dan per-

lindungan HAMǤ

Dalam konteks ini pendidikan HAM berper s-
pektif gender ȋHAM-BGȌ ditujukan untuk:
iȌ Menguatkan nilai-nilai kesetaraan dan 

keadilan genderǢ
iiȌ Mengutamakan pemahaman tentang 

pe langgar an HAM berbasis gender ȋse-
perti kekerasan dan diskriminasiȌǢ dan

iiiȌ Menguatkan penguasaan instrumen pe-
menuhan dan atau perlindungan HAM 
se�ara menyeluruh bagi perempuan dan 
laki-laki tanpa ke�ualiǤ Dengan kata lain, 
le�at pendidikan HAM berperspekif gen-
der diharapkan terbangun proses ins -
titusionalisasi perspektif gender ke dalam 
lembaga-lembaga yang berperan da lam 
proses penegakan, pemenuhan, dan per-
lindungan HAMǤ

�ntuk kebutuhan itu maka pelaksanaan pendidikan HAM berperspektif gender ini 
perlu diorganisir dengan langkah-langkah sbb:

Persiapan dengan membentuk Tim IntiȀ PelaksanaȈ 
Pelaksanaan TOT untuk para Ȉ trainerȀfasilitator
Pelaksanaan pendidikanȈ 
Monitoring•  dan evaluasi
Evaluasi menyeluruhȈ 

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan selama ini, peran utama Tim IntiȀ
Tim Pelaksana adalah menyiapkan kerangka pelaksanaan pendidikanȀpelatihan se-
suai dengan kebutuhan dan ketersediaan alat pendukung, seperti fasilitator, nara 
sumber, bahan belajar, kits dan perangkat training lain termasuk ruang, akomodasi, 
dan keuanganǤ
Tugas yang diemban oleh tim inti antara lain:

Membuat kerangka a�uan dan undangan baik untuk peserta, narasumber, fasili-Ȉ 
tator, dsb
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Pendahuluan
Mengelola kegiatan persiapan ȋmenyusun alurȀja-Ȉ 
d�al pendidikan, memilih dan memastikan kehadir an 
peserta, mengundang dan memberi orientasi kepada 
fasilitator dan nara sumber, memastikan adanya ru-
ang pelatihan yang nyaman dan sehat dari sisi udara, 
�ahaya, dll yang relevan, juga me-
mastikan tersedianya perangkat 
pelatihan termasuk kits serta ba-
han ba�aan bagi peserta
Menga�al jalannya pelatihan dan Ȉ 
tindak lanjutnya

Modul ini disusun untuk pendidikan 
yang bersifat umum, bukan untuk TOT 
ȋTraining of TrainerȌ, meskipun san-
gat disadari bah�a untuk kepentin-
gan ketersediaan fasilitator, TOT atau 
pendidik an untuk pelatih sangat perlu 
diselenggarakanǤ ika hendak menye-
lenggarakan TOT, modul ini dapat di-
gunakan sebagai bahan utama, dan 
sangat disarankan untuk menambah se�ara khusus sesi 
metode menjadi fasilitator pendidikan HAM-BGǤ
Metode menjadi fasilitator pendidikan HAM-BG pada 
da sarnya sama dengan metode menjadi fasilitator pen-
didikan orang de�asa, terutama dalam soal: kemampuan 
mendengar dengan sabar dan aktif, kemampuan berta-
nya yang men�erahkan bukan interogasi yang menyudut-
kan, kemampuan memetakan dan me nge lola perbedaan, 
dan kemampuan menstimulasi peserta untuk menggali 
pengalaman dan pengetahuannya sendiri untuk men�a-
pai pemahaman atau pengetahuan baruǤ
�ntuk menjadi fasilitator pendidikan HAM-BG dibutuh-
kan tambahan ȋkedalamanȌ pengetahuan tentang analisa 
gender, tentang sejarah HAM dan sejarah instrumen HAM, 
tentang gerakan perempuan, dan gerak an perjuangan 
hak asasi perempuanǢ Modul ini dapat dijadikan inspirasi 
atau bahan dasar bagi fasilitator pendidikan HAM-BGǤ

Modul ini 
di susun 

untuk pen-
didikan yang 
bersifat umum, 
bukan untuk 
TOT (Training of 
Trainer)Ǥ
YZ
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Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ada-
lah:
1. Narasumber: Sebaiknya individu yang ahli dan 
menguasai setiap pokok bahasan sesuai yang ter-
�antum dalam modul iniǤ
Paling tidak dibutuhkan sejumlah narasumber 
yang mempunyai kedalaman pengetahuan atau 
ke  ahlian dalam:
ȋiȌ Isu kekerasan dan diskriminasi terhadap pe-

rem   puan
ȋiiȌ Hak Asasi Manusia
ȋiiiȌ Hukum internasional
ȋivȌ Mekanisme HAM PBBǤ
2. Fasilitator: Terdiri dari fasilitator utama ȋmas-
ter trainerȌ dan fasilitator kedua atau pendamping 
dengan keahlian mengunakan metode pendidikan 
orang de�asa, ber�a�asan HAM dan keadilan 
gen derǤ Fasilitator utama adalah individu yang te-
lah mengikuti TOT dengan menggunakan modul 
ini, sehingga mampu memfasilitasi dan menjaga 
proses belajar dengan baik sesuai prinsip, konsep 
dan alur pendidikan HAM-BGǤ
Fasilitator pendamping harus memenuhi persya-
ratan yang sama seperti fasilitator utamaǤ Tugas 
dan perannya memberi asistensi saat fasilitator 
utama bertugas dan dapat menggantikan fasilita-
tor utama bila diperlukanǤ Selain persyaratan di 
atas, fasilitator hendaknya telah memiliki penga-
laman memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan 
HAM dan genderǤ

Cara Menggunakan

MODUL
�ntuk menjaga kualitas pelatihan HAM-BG, maka pengguna modul 
ini perlu mempertimbangkan dengan baik pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses belajarǤ

xviii Pendidikan HAM Berperspektif Gender
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Pendahuluan3. Peserta: Wajib mengikuti seluruh proses pen-
didikan sesuai jad�al yang telah disepakati, tan-
pa ada penge�ualian karena modul ini diran�ang 
dalam suatu keutuhan pendekat an, konsep, dan 
metodologi se�ara terintegrasiǤ Modul ini diran-
�ang untuk peserta orang de�asa dengan berba-
gai latar belakang, terutama institusi peme rintah, 
perguruan tinggi, dan �SMȀNGOǤ
Peserta pelatihan dapat bersifat ho-
mogen ȋberlatar belakang samaȌ, atau 
heterogen ȋberlatar bela kang bera-
gamȌ karena dalam modul pelatihan 
ini semua pihak diletakkan sebagai 
orang-orang yang harus mengetahui 
hak dan ke�ajiban semua pihakǤ Pe-
nyelenggara negara seperti pemerintah 
bukan hanya harus tahu ke�ajibannya 
sebagai pihak yang bertanggung ja�ab 
bagi pemenuhan HAM �arga negara, 
tetapi juga harus tahu hak dan ke�a-
jiban �arga negara dalam penegakan 
HAMǤ Sebaliknya mereka yang me-
�akili masyarakat sipil, selain harus 
memahami hak-hak asasi manusia yang univer-
sal dan �ara-�ara menuntut pemenuhan hak-hak 
tersebut, juga harus tahu tentang kekuatan dan 
keterbatasan penyelenggara negaraǤ
Tentu saja dalam pelaksanaan pelatihan akan se-
lalu ada modiϐikasi modul sesuai dengan kebutuh-
an di lapangan, baik untuk kepesertaan yang ho-
mogen maupun yang heterogenǤ Dalam konteks 
ini, penyelenggara pelatihan dan fasilitator adalah 
pihak yang paling tahu apa kondisi yang ada dan 
kebutuhan yang menyertainyaǤ
Oleh karena itu, akan lebih kaya dan bermakna 
ba gi pen�apaian tujuan jika penyusun menetap-
kan siapa kelompok sasaran yang idealnya dapat 
menggunakan modul iniǤ Apakah dari kalangan 
pemerintah atau kelompok masyarakat sipilǫ 
Atau, jika memilih kedua kelompok sasaran, beri-
kan opsi bagi kelompok sasaran yang berbeda 
untuk memodiϐikasi modul ini sehingga lebih te-
pat sasaranǤ Opsi tersebut dapat disebutkan pada 
�atatan untuk fasilitatorǤ

Peserta �ajib 
mengikuti 

seluruh proses 
pendidikan se-
suai jad�al yang 
telah disepakatiǤ

YZ
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Modul ini merupakan 
pegangan fasilitator 

dan penyelenggra pen-
didikanǤ Bukan pegangan 
pesertaǤ
Â Bahan yang diberikan 
kepada peserta hanya 
bagian-bagian dari modul 
ini yaitu:
aȌ alur pelatihan ȋdi-
lengkapi dengan jad�al 
yang disepakatiȀdimodi-
ϐikasi sesuai kebutuhanȌ
bȌ semua lembar kunci
�Ȍ semua makalah nara 
sumber dan makalah pe-
serta jika mereka mem-
buatnya
Â Ada baiknya juga jika 
peserta mendapatkan 
buku-buku ba�aan yang 
berhubungan dengan 
materi pelatihan se�uku-
pnyaǤ Bahan yang ber-
lebihan yang diberikan 
di tengah a�ara pelatihan 
dapat mengganggu kon-
sentrasi pesertaǤ Bahan-
bahan ba�aan yang tidak 
berhubungan langsung 
dengan sesi pelatihan 
sebaiknya diberikan pada 

penutup 
a�araǤ
Â Modul 
ini terdiri 
dari 6 
bagian 
yang 

harus disampaikan 
se�ara utuh, mulai dari 
fakta kekerasan hingga 
pendalaman kasusǤ Tidak 
boleh ada bagian yang 
tertinggalȀditinggalǤ ika 
ada keterbatasan �aktu, 
keenam modul itu tetap 
disampaikan hanya 
dipersingkat �aktu-
nya dengan membatasi 
elemen-elemen yang ada 
dalam modul tersebutǤ 
Eleme-elemen yang dapat 
dibatasi �aktunya antara 
lain:

Kegiatan Diorama Ȉ 
Kreatif pada Modul 3 
Kegiatan 3BǤ
Kegiatan Diskusi Me-Ȉ 
kanisme HAM Interna-
sionalǤ
Kegiatan Pendalaman Ȉ 
Kasus, hanya pilih satu 
atau dua kasusǤ Tidak 
empat kasusǤ
Â Sangat disarankan 
agar alur modul ini tidak 
diubah, karena pemaha-
man dari sesi sebelumnya 
akan menjadi dasar bagi 
sesi berikutnyaǤ Peserta 

harus mengikuti semua 
sesiǤ �payakan agar 
�aktu �ukup memadai 
untuk pembahasan setiap 
sesiǤ
Â Fasilitator dapat 
memodi ϐikasi kegiatan 
evaluasi, yang dapat di-
lakukan setiap hari, atau 
setelah setiap sesi, atau 
setelah beberapa hariȀ
beberapa sesiǤ Evaluasi 
akhir harus dilakukan, 
meskipun telah ada 
evaluasi harian atau 
per sesiǤ Apalagi jika itu 
merupakan satu-satunya 
bentuk evaluasiǤ
Â Keberadaan narasum-
ber yang tepat sangat 
penting dalam pelatihan 
iniǤ Disarankan untuk 
memastikan adanya 
narasumber di samping 
fasilitatorǤ
Â Penggunaan modul 
ini mensyaratkan adanya 
proses seleksi pesertaǤ 
Peserta harus memi-
liki pengetahuan dasar 
tentang HAM dan Gen-
derǤ Proses seleksi harus 
mempu memastikan 
adanya penguasaan dasar 
HAM dan gender, antara 
lain dengan �ara mem-
buat tulisan atau pre testǤ

d l i i k

p
a
Â
i
d
b
y

Cara Penggunaan Modul
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Pendahuluan4. Tempat Kegiatan: Diupayakan agar ruang tem-
pat penyelenggaraan pendidikan memperhatikan 
tata letak, sirkulasi udara, �ahaya dan fasilitas lain 
yang men�iptakan kenyamanan aktivitas belajarǤ
5. Kits Informasi: Peserta sebaiknya dilengkapi 
dengan
aȌ Deklarasi HAM
bȌ Naskah CEDAW dan laporan-laporan terkini 

yang relevan
�Ȍ Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan
dȌ Struktur dan Mekanisme HAM Internasional
eȌ Mekanisme HAM regional dan nasional
fȌ ��D 1945 yang telah diamandemen
gȌ Kasus-kasus
hȌ Kumpulan Makalah dari narasumber
iȌ Bahan-bahan ba�aan, di antaranya adalah

Marylin Fren�h, Ȉ The War Against Women
Ram Ahuja, Ȉ Violence Against Women
Taisha Abraham, Ȉ Women and The Politics of 
Violence
Publikasi Komnas Perempuan, Ȉ Disangkal, 
Tra gedi Mei 1998 dalam Perjalanan BangsaǤ
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Kegiatan 1A
70-90 Menit

PEMBUKAAN &
PERKENALAN

Kegiatan 1A

A�ara pembukaan dan perkenalan pelatihan ini ada-
lah bagian penting dalam membangun suasana a�al 
pelatih an yang menyenangkanǤ

Membangun 
suasana pelatihan 
yang kondusif, 
menyenangkan, 
dan memberikan 
semangat kepada 
semua pesertaǤ

Tujuan

Metode

� Sambutan For-
mal dari penye-
lenggaraǤ
� Perkenalan 
Informal se�ara 
kreatifǤ Banyak 
metode untuk 
�ara berkenalan 
yang kreatif, misal 
dengan Permainan 
bola, Keliling 
dunia, atau Men-
cari teman yang 
memiliki pecahan/
potongan pu��le 
senada, Meng-
gambar sungai 
kehidupan, atau 
Menggambar pola 
mandalaǤ Pilih 
salah satu metodeǤ

Langkah-Langkah

1 5ǯ
Fasilitator membuka a�ara dengan salam dan sikap 
hangat, memperkenalkan nama dan nama anggota tim 
kerjanya beserta tugas yang akan diba�akanǤ Fasilitator 
mempersilakan penyelenggara menyampaikan sambutan 
dan membuka a�ara se�ara resmiǤ
      
Penyelenggara menyampaikan sambutanǤ
        
ika memilih metode perkenalan dengan Bola Keli ling 
DuniaǤ Peserta diminta berdiri melingkarǤ Setiap peserta 
yang mendapatkan bola, diminta menyebutkan: nama 
kota tempat asal, nama panggilan, apa yang paling disu-
kai, dan apa harapannya dengan pelatihan iniǤ Setelah 
menyebutkan 4 hal tersebut, peserta harus melemparkan 
bola pada orang lain yang belum pernah mendapatkan 
bola sambil menyebut kata, “Keliling duniaǨ” ȋA�ara 
perkenalan dengan metode permainan Keliling Dunia 
berlangsung sekitar 30-45 menitǤ umlah peserta sekitar 
20-30 orangǤ

Di akhir a�ara, fasilitator mengajak peserta membe rikan 
applaus untuk semua dan mempersilakan peserta kem-
bali ke tempat duduk masing-masingǤ

3    45ǯ

2    15ǯ

4    5ǯ



4 Modul 1: Pembukaan, Perkenalan & Orientasi

Fasilitator perlu mengendalikan penggunaan �aktu se�ara optimalǤ Ǥ Kombi-Ȉ 
nasikan dengan baik antara ϐleksibilitas dan efektivitas penggunaan �aktu 
dengan berpegang pada prinsip menghargai peserta, membangun proses 
yang partisipatoris dan hasil yang terukurǤ
Boleh bermain-main tetapi jangan main-mainǤ Pertimbangkan semua pilihan Ȉ 
kata, istilah, �ontoh, dan tindakanǤ Hindari kemungkinan salah interpretasi 
atau multi interpretasiǤ Kesan pertama sering menentukan hubungan lanju-
tanǤ Hindari ha-hal yang membuat peserta merasa tidak nyamanǤ Perhatikan 
dengan seksama setiap peserta yang sedang mendapat giliran berbi�araǤ
Pilihlah metode perkenalan yang dapat men�airkan suasana, membuat pe-Ȉ 
serta nyaman dan merasa diterima keberadaannya dengan rasa hormatǤ
�payakan untuk santai, tetapi tidak bertele-teleǤȈ 

Tips
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Kegiatan 1B
60 Menit

ORIENTASI
PELATIHAN

Kegiatan 1B

Orientasi pelatihan adalah penjelasan ringkas tentang 
alur dan metode pelatihanǤ

Menyamakan Ȉ 
persepsiǤ
Memahami alur Ȉ 
a�ara dan me-
tode pelatihanǤ
Membuat kese-Ȉ 
pakatan aturan 
pelatihanǤ

Tujuan

Metode

� Presentasi
� Diskusi terbuka

� Alat tulis
� Flip�hart yang 
telah diberi skema 
alur a�ara
� TOR

Langkah-Langkah

Fasilitator memba�akan se�ara ringkas alur a�ara yang 
disusun lalu memberi kesempatan kepada peserta untuk 
bertanya atau memberi komentarǤ
Setelah pertanyaan-pertanyaan terja�ab dan usulan 
mendapatkan tempat yang disepakati bersama, maka 
fasilitator meminta konϐirmasi atau kesepakatan peserta 
tentang alur a�araǤ

MerumuskanȀmenegaskan harapan bersamaǤ

Membangun kesepakatan Tata Tertib Pelatihan
WaktuȈ 
DisiplinȈ 
Pembagian Kerja Kelompok ȋȈ bell person, review groupȌ
Papan demokrasiȈ 
Kebutuhan pesertaȈ 

1    

2    

3    

Alat yang 
Dibutuhkan
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Kegiatan 2A
120 Menit

MENGGAMBAR
FAKTA-FAKTA KEKERASAN
& DISKRIMINASI TERHADAP
PEREMPUAN

Kegiatan 2A

Perjuangan untuk penegakan dan pemenuhan hak asasi perem-
puan berpijak pada pengalaman empirik ȋrealitaȌ kekerasan dan 
diskriminasi yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-
hariǤ Kepekaan, kesadaran dan pemahaman terhadap realita ini 
adalah kun�i keberpihakan, solidaritas dan dukungan bagi upaya 
pemenuhan hak asasi perempuanǤ

Membangun Ȉ 
kepekaan peserta 
tentang realita 
kekerasan dan dis-
kriminasi terhadap 
perempuanǤ
Membangun Ȉ 
pemahaman dasar 
tentang bentuk-
bentuk dan pola 
terjadinya kekeras-
an dan diskrimina-
si terhadap perem-
puan kekerasan 
dan diskriminasi 
terhadap perem-
puan
Mengidentiϐikasi Ȉ 
dampak kekerasan 
dan diskriminasi 
bagi perempuan 
korbanǤ

Tujuan

� �embar kun�i 1, 2 dan 3Ǥ
� Makalah narasumberǤ
� Di samping itu disarankan 
untuk mengakses bahan ba-
�aan: Marylin Fren�h, The War 
Against WomenǢ Ram Ahuja, 
Violence Against WomenǢ 
Taisha Abraham, Women and 
The Politics of Violence, Pub-
likasi Komnas Perempuan, 
Disangkal, Tragedi Mei 1998 
dalam Perjalanan BangsaǤ

� Alat tulis, termasuk kertas 
ϔlip chart, kertas H�S, kertas 
karton besar untuk gambar, 
kertas plano ber�arna, spi-
dol berbagai ukuran ȋbesar, 
sedang, ke�ilȌǤ
� Alat gambar ȋpensil gambar, 
pensil �arna untuk kelompokȌǤ
� PerekatǤ

Alat yang Dibutuhkan

Bahan BelajarMetode

GAMBAR 
KOLEKTIFǤ 
Metode ini tidak 
terpisahkan 
dengan kegiatan 
berikutnya yaitu 
diskusi dengan 
narasumberǤ

Topik

Identiϐikasi ben-Ȉ 
tuk serta dampak 
keke ras an dan 
diskriminasi 
terhadap perem-
puan dalam realita 
kehidupan sehari-
hariǤ
Kategorisasi pola Ȉ 
kekerasan dan dis-
kriminasi terhadap 
perempuanǤ
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Langkah-Langkah

1 10ǯ
Pengantar Fasilitator
Mari kita a�ali pelatihan ini dengan kegiatan diskusi kelompokǤ Peserta dibagi 
menjadi 4 kelompok yang beranggotakan antara 4-6 orangǤ Di dalam kelompok, 
peserta diharapkan melakukan tiga langkah kegiatan yaitu setiap anggota ke-
lompok diminta untuk menginformasikan fakta seputar kekerasan dan dis-
kriminasi terhadap perempuan yang diketahuinya atau yang terjadi di seki-
tarnyaǤ Buatlah daftar tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan 
yang ditemukan di sekeliling AndaǤ
Setelah memiliki �ukup informasi, kelompok mendiskusikan dua pertanyaan:

Mengapa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadiǫȈ 
Mengapa tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut dianggap sebagai Ȉ 
pelanggaran HAMǫ

KelompokȄse�ara kolektiȄmembuat sebuah gambar untuk mengekspresikan 
informasi dan hasil diskusi yang didapat pada kerja kelompok masing-masingǤ

Kerja KelompokǤ ȋlihat tiga langkah tersebut di atasȌ

Presentasi Pameran Gambar
Wakil kelompok mempresentasikan gambar, seluruh peserta mengikuti pen-
jelasan dari �akil kelompok ̷ 5-7 menitǤ

Rangkuman sementara atau �atatan fasilitator untuk bahan diskusi dengan 
narasumberǤ

3    30ǯ

4    10ǯ

2    70ǯ
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Matriks 1: Pola Kekerasan terhadap Perempuan

Matriks 2: Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Contoh pengisian matriks

enis RanahȀ
Wilayah

Bentuk 
Tindakan

Korban Pelaku

enis RanahȀ
Wilayah

Bentuk 
Tindakan

Korban Pelaku

Seksual Personal, pub-
lik atau negara

Perkosaan, 
aborsi

Anak perem-
puan, istri

Polisi, tentara, 
suami

Bentuk Tindakan Dampak Penanganan yang 
Tersedia

Bentuk Tindakan Dampak Penanganan yang 
Tersedia

Perkosaan Fisik: memar
Psikis: malu, takut, trauma
Seksual: infeksi pada vagina
Sosial: stigma tidak pera�an lagi
Ekonomi: keluar dari tempat kerja

Penyelesaian dengan meng-Ȉ 
gunakan mekanisme adatǤ
Pendampingan oleh Pusat Ȉ 
�ayanan TerpaduǤ

Contoh pengisian matriks
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DISKUSI DENGAN
NARASUMBER TENTANG
KEKERASAN & DISKRIMINASI
TERHADAP PEREMPUAN
DARI PERSPEKTIF HAM

Kegiatan 2B

Narasumber diharapkan telah hadir saat peserta mem   presentasikan 
gambar tentang fakta-fakta kekerasan terhadap perempuanǤ

Memberikan Ȉ 
informasi tambah-
an yang relevan, 
terutama perspek-
tif HAM dalam isu 
kekerasan dan dis-
kriminasi terhadap 
perempuanǤ
Men�erahkan, Ȉ 
menjernihkan ȋjika 
ada �ilayah yang 
belum jelasȌ dan 
memperdalam pe-
mahaman peserta 
tentang kekerasan 
dan diskriminasi 
terhadap perem-
puanǤ 

Tujuan

� Alat presentasi

Alat yang 
Dibutuhkan

� �embar kun�i 2 
dan 3Ǥ
� Makalah nara-
sumberǤ

Bahan Belajar

Metode

CERAMAH dan 
TANYA JAWABǤ 
Metode ini tidak 
terpisahkan dengan 
kegiatan berikutnya 
yaitu menggambar 
peta kekerasan dan 
diskrimasi terhadap 
perempuanǤ

Topik

Kekerasan dan 
diskriminasi dari 
perspektif HAMǤ

Langkah-Langkah

1 5ǯ
Pengantar Fasilitator:
Fasilitator bertindak sebagai 
moderator, memperkenalkan 
narasumber kepada peserta 
se�ara ringkas dan mengelola 
jalannya diskusiǤ
2    30ǯ

Presentasi nara sumber 
dikaitkan dengan gambar-
gambar pesertaǤ
3    45ǯ

Tanya jawab

Peserta diminta membuat 
�atatan: Apa pembelajaran 
yang diperoleh dari topik iniǫ 
Dan apa saja yang masih butuh 
penjelasanǫ

12 Modul 2: Pemetaan Fakta-Fakta Kekerasan dan Diskriminasi

4    10ǯ
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90 MenitLembar Kunci 2:

Gender & Kekerasan
terhadap Perempuan

Akibat konstruksi 
ini, perempuan 

me   nempati posisi sub -
or dinatȄposisi le bih 
ba �ah dan le mah di-
ban dingkan laki-lakiǤ 
Konstruksi ini dikukuh-
kan le�at praktik-prak-
tik sosial, agama, bu-
daya dan politik serta 
tak ja rang pula le�at 
hukum dan kebijakan 
ne garaǤ
Kekerasan terhadap 
pe rempuan adalah se -
tiap perbuat an berda-
sarkan pembedaan ber-

basis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 
atau penderitaan perempuan se�ara ϐisik, seksual atau psikologis, 
termasuk an�aman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan 
atau perampasan kebebasan se�ara se�enang-�enang, baik yang 
terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi ȋDe-
klarasi Penghapusan Kekerasan terha dap Perempuan, PsǤ 1ȌǤ
Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, 
pengu�ilanȀpengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas 
dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang ber-
pengaruh atau menyebabkan perempuan tidak menikmati se�ara 
utuh pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia 
dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 
sipil atau apa pun lainnyaǤ Posisi perempuan dalam keluarga dan 

Gender adalah konstruksi sosialȀmasyarakat tentang harapan 
atas sifat, peran dan posisi yang berbeda antara laki-laki dan 
perempuanǤ Konstruksi ini meletakkan nilai lebih pada sifat, 
peran dan posisi laki-laki di dalam keluarga dan masyarakatǤ
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Kekerasan 
Fisik
P e r b u a t a n 
yang meng a-
kibatkan rasa 
sakit, lu ka, 
me  mar atau 
�a �at pada tu-

buh atau anggota tubuh, atau bahkan 
ke hilang an nya�a, �ontohnya adalah 
meninju, menendang, memukul, me-
nikam, menampar, membunuh dan 
juga eksploitasi tenaga kerjaǤ

Kekerasan Psikologis/
Emosional
Perbuatan yang mengakibatkan rasa 
takut, malu, hilangnya rasa per�aya 
diri, rasa tidak berdaya, danȀatau pen-
deritaan psikis berat pada seseorang, 
misalnya �a�i-maki dengan sebutan 
ǯbodoh, idiot, tolol, binatangǯ, tindakan 
an�aman, penyekapan atau pengu�il-
an, dan larangan untuk beraktivitas 
sosialǤ

Kekerasan Seksual
Perbuatan yang menyasar pada alat 
atau fungsi reproduksi, alat kelamin, 
dan seksualitas atau tindakan yang 
mengandung unsur seksual, termasuk 
le�at kata-kata atau mempertonton-
kan alat kelamin yang menimbulkan 

rasa malu atau takut pada korbanǤ 
Tin dak kekerasan seksual antara lain 
per kosaan, perbudakan seksual, per-
dagangan orang untuk tujugan eks-
ploitasi seksual, pele�ehan seksual, 
sterilisasi dan aborsi paksa, pengha-
milan paksa dan prostitusi paksaǤ
Kekerasan Ekonomi
Sejumlah organisasi perempuan me-
maknai ǯkekerasan ekonomiǯ, seba-
gai perbuatan yang mengakibatkan 
penelantaran atau akses seseorang 
terhadap perekonomian menjadi ter-
batas atau hilang, termasuk juga tin-
dakan yang membuat orang tergan-
tung se�ara ekonomi dengan �ara 
membatasi dan atau melarang orang 
un tuk bekerjaǤ Pendapat ini diadopsi 
dalam �ndang-undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga ȋ�� 
NoǤ 23Ȁ2004Ȍ, yang disebut sebagai 
“penelantaran rumah tanggaǤ”
Sejumlah lainnya melihat penelan-
taran bukan sebagai bentuk kekeras-
an, tetapi jenis kasus kekerasanǤ Di 
dalamnya, dapat saja mengandung 
bentuk kekerasan ϐisik ȋtidak mem-
peroleh naϐkah sehingga kelaparanȌ, 
psikologis ȋ�erai gantung sehingga 
kor ban merasa disiasiakanȌ dan sek-
sual ȋ�erai gantung sehingga korban 
tidak dapat menikah dengan orang 
lainȌǤ

Kekerasan Terhadap Perempuan
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status perka�inan seringkali dijadikan alasan untuk tindak-
an-tindakan tersebut, di samping juga usia dan atribut sosial 
lain yang dimiliki oleh perempuan tersebutǤ
Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di 
tiga ranah, yaitu:
a. Ranah dometik/privat
Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan 
yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan per-
sonal dengan korban, baik itu karena perka�inan, karena 
merupakan anggota keluarga batih atau anggota keluarga 
yang tinggal satu rumah dan juga karena pa�aranǤ Kasus ke-
ke rasan terhadap istri, anak perempuan, sepupuȀ�u�uȀkepo-
nakan perempuan yang tinggal serumah dengan pelaku atau 
terhadap pa�arǤ
b. Ranah publik
Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan 
yang dilakukan oleh pelaku yang bukan aparat negara dan 
tidak mempunyai hubungan personal dengan korban, misal 
oleh orang yang tidak dikenal, oleh majikan, oleh temanȀko-
le ga dan tetangga
c. Ranah negara
Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan 
yang ȋiȌ dilakukan langsung atau ȋiiȌ atas pengetahuan atau 
persetujuan oleh aparat negara dalam kapasitasnya sebagai 
sebagai pejabat publik atau penegak hukum, atau ȋiiiȌ karena 
diberlakukannya hukum atau kebijakan yang diskriminatif 
atau membuka peluang kekerasan terhadap perempuanǤ 

Menghormati•  ȋto respectȌ: Negara harus menahan diri dari tindakan-tindakan 
yang akan melanggar atau membatasi HAMǤ
Melindungi•  ȋto protectȌ: Negara harus mengambil langkah-langkah untuk 
menjamin HAM agar tidak dilanggar oleh orangȀpihak lainǤ
Membantu, mempromosikan dan memenuhi•  ȋto assist, promote and fulϔillȌ: 
Negara �ajib menyediakan sumber daya bagi mereka yang tidak dapat menye-
diakan untuk dirinya sendiri, meningkatkan kesadaran akan HAM dan mengam-
bil langkah-langkah untuk menjamin realisasi dan penikmatan akan HAMǤ

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM
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Lembar Kunci 3:

Keterkaitan Kekerasan & Diskriminasi

Pada tahun 1967 Majelis �mum PBB 
mengadopsi Deklarasi Penghapusan 

Diskriminasi terhadap PerempuanǤ Dua 
belas tahun kemudian, deklarasi ini di-
lengkapi dengan Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan yang dikenal dengan nama 
CEDAW (The Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination 
against Women)Ǥ Konvensi ini mulai ber-
laku pada tahun 1981Ǥ Indonesia telah 
meratiϐikasi CEDAW, le�at Undang-un-
dang Republik Indonesia No 7 tahun 
1984 tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Ben-
tuk Diskriminasi terhadap Perem-
puanǤ Pada tahun 1992 Komite CEDAW 
menerbitkan Rekomendasi �mum No 19 
tentang kekerasan terha dap perempuanǤ 
Dalam Rekomendasi �mum ini antara 
lain ditentukan bah�a

Deϐinisi diskriminasi diperluas 
mencakup kekerasan
Butir 6: Konvensi ȋCEDAWȌ pasal 1 me-
netapkan deϐinisi tentang diskriminasi 
terhadap perempuanǤ Deϐinisi itu ter-

masuk keke rasan berbasis 
gen der, yaitu kekerasan yang 
langsung ditujukan terhadap 
perempuan karena dia ada-
lah perempuan atau hal-hal 
yang memberi akibat pada 
perempuan se�ara tidak pro-
porsionalǤ HalȂhal tersebut 
termasuk tindakan-tindakan 
yang mengakibatkan keru-
gian atau penderitaan ϐisik, 
mental, dan seksual atau an-
�aman-an�aman seperti itu, 

paksaan, dan perampasan kebebasan 
lainnyaǤ

Kekerasan berbasis gender
Butir 7: Kekerasan berbasis gender yang 
merusak, menghalangi atau meniadakan 
penikmatan oleh perempuan atas hak 
asasinya dan kebebasan fundamental 
berdasarkan hukum internasional atau 
berdasar konvensi hak asasi manusia 
adalah diskriminasi dalam pengertian 
pasal 1 konvensi iniǤ Hak-hak dan kebe-
basan itu termasuk:
- Hak untuk hidupǤ Hak untuk tidak 

mengalami penganiayan, kekejaman, 
perbuatan atau hukuman yang menu-
runkan martabat dan tidak berperi-
kemanusiaan

-  Hak untuk mendapat perlindungan 
yang sama sesuai dengan norma-nor-
ma kemanusiaan pada saat berlang-
sungnya konϐlik bersenjata interna-
sional maupun domestikǤ

- Hak atas kebebasan dan keamanan 
seseorang
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- Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum
- Hak atas persamaan dalam keluarga
- Hak atas kesehatan mental dan ϐisik yang sesuai de-

ngan standar tertinggi yang dapat di�apai
- Hak atas kondisi kerja yang adil dan baikǤ

Subordinasi dan stereotyping perempuan
Butir 11: Sikap-sikap tradisional adalah sikap 
yang menganggap perempuan sebagai subordinasi 
laki-laki atau seperti juga pembakuan peran-peran 
stereotipe yang mengekal kan praktik kekerasan 
atau paksaan yang meluas, seperti kekerasan dan 
penganiayaan dalam keluarga, ka�in paksa, mas ka�in, 
kematian, penyerangan de ngan air raksa dan penyunatan 
perempuanǤ Prasangka-pra sangka dan praktik-praktik 
seperti itu ȋdapatȌ dijadikan pembenaran bagi kekerasan 
berbasis gender sebagai perlindungan dan kontrol terha-
dap perempuanǤ Hal ini memberi akibat pada integritas 
ϐisik dan mental perempuan, menghilangkan persamaan 
penikmatan, pelaksanaan dan pengetahuan akan hak 
asasi manusia, serta kebebasan fundamentalǤ Konsekuen-
si mendasar dari dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis 
gender adalah pelestarian subordinasi perempuan serta 
rendahnya partisipasi mereka dalam politik dan rendah-
nya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesempatan 
kerjaǤ
Pada tahun 1993 Majelis �mum PBB mengadopsi De-
klarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perem-
puanǤ Pasal 1 Deklarasi ini menentukan deϐinisi kekerasan 
terhadap perempuanǤ Pasal 2 menentukan rin�ian men-
genai tindak kekerasan se�ara ϐisik, seksual dan psikolo-
gis yang terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas, 
dan yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara dimana 
pun terjadinyaǤ Pada tahun 1999 Majelis �mum PBB 
mengadopsi Optional Protocol CEDAW.

ai de

an 
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DISKUSI DENGAN
NARASUMBER TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN PERSPEKTIF GENDER

Kegiatan 3A

Sejarah Hak Asasi Manusia ȋHAMȌ adalah sejarah perjuangan 
manusia yang panjang dan berkesinambungan untuk menjaga, 
melindungi, dan memuliakan kemanusiaan manusiaǤ Tonggak-
tonggak sejarah perjuangan HAM yang universal memiliki �ajah 
perempuan, baik dari sisi masalah yang diperjuangkan maupun 
dari para pejuangnyaǤ

Membangun pema-
haman sejarah HAM 
dengan memperhatikan 
elemen-elemen per-
juangan HAM perem-
puan di dalamnyaǤ

Tujuan

� Kartu Tonggak-Tong-
gak Sejarah HAM 
� Flip�hart panjang
� Alat Tulis
� �embar Kun�i 3 dan 4
� PaperȀmakalah nara 
sumber
� Alat presentasi
� Alat tulis

Alat yang 
Dibutuhkan

� �embar Kun�i 4: 
Selintas Sejarah Hak 
Asasi Manusia dan Hak 
Asasi PerempuanǤ
� �embar Kun�i 5: 
Poin-Poin �tama Pasal-
Pasal D�HAMǤ
� �embar Kun�i 6: 
Prinsip-prinsip HAMǤ
� �embar Kun�i 7: Hak 
Asasi Manusia
� �embar Kun�i 8: 
Batang Tubuh CEDAWǤ
� �embar Kun�i 9: 
Pilar-Pilar Perjuangan 
HAM 

Bahan Belajar

Metode

Kerja kolektif: Me-Ȉ 
nyusuri jejak sejarah 
HAMǤ
Penjelasan dari nara Ȉ 
sumberǤ
Diskusi dengan nara Ȉ 
sumberǤ

Topik

Pilar-pilar sejarah HAM 
dari a�al peradaban 
hingga dekade pertama 
abad 21 ȋ2000-2010Ȍ
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Langkah-langkah

1 2ǯ
Pengantar Fasilitator
“HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusiaǢ melekat dalam kemanu-
siaan itu sendiri, tidak diberikan dan tidak dapat diambil oleh siapa pun, bersi-
fat universal, semua manusia tanpa ke�uali memilikinyaǤ Kapan kesadaran akan 
HAM mulai dikonsepkan, bagaimana perkembangannya, apakah perempuan 
menjadi bagian yang memperjuangkan dan diperjuangkanǫ Bagaimana pula 
perkembangan konsep HAM di Indonesiaǫ Pertanyaan-pertanyaan ini akan 
memandu kita menyusuri jejak sejarah HAMǤ �ntuk memudahkan perjalanan 
penyusuran jejak ini, kita akan mendapatkan bantuan dari kartu informasi 
yang akan saya bagikan kepada AndaǤ Silakan pelajari dan letakkanlah kartu-
kartu Anda membentuk satu garis sejarahǤ”

Fasilitator membagikan kartu yang berisi Tonggak-tonggak Peristi�a, Doku-
men, dan Institusi HAM ȋkartu tersediaȌǤ Setiap peserta menerima sekitar 3-5 
kartuǤ Sementara peserta memba�a kartunya masing-masing, fasilitator menyi-
apkan GARIS SEARAH dengan kerangka �aktu sbb: ȋ1Ȍ sebelum dan sampai 
abad ke 17, ȋ2Ȍ selama abad 18 dan 19 ȋ1700-1899ȌǢ ȋ3Ȍ selama paruh pertama 
abad 20 ȋ1900-1950ȌǢ ȋ4Ȍ masa selama paruh kedua abad ke 20 ȋ1951-1999ȌǢ 
dan ȋ5Ȍ dekade pertama abad ke 21 ȋ 2000-2010ȌǤ

Peserta diminta meletakkan kartu-kartu mereka dalam rentang garis sejarah 
ȋdi dinding atau di lantaiȌǤ

Setelah garis sejarah dilengkapi dengan kartu-kartu dari peserta, Fasilitator 
mengajak Peserta menikmati dan mengoreksi ȋjika perluȌ posisi kartu dalam 
garis sejarahǤ Fasilitator mempersilakan peserta menambahkan atau memberi 
komentarǢ dan mempersilakan narasumber menyampaikan pandangannyaǤ

Penjelasan dari Narasumber tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dan Perjuan-
gan Hak Asasi Perempuan, Nilai-nilai dasar HAM, Prinsip-Prinsip HAM, dan 
Pengelompokan Bidang-Bidang HAMǤ

Diskusi dengan Narasumber ȋ 45ǯȌ
Rangkuman dan Catatan Fasilitator untuk persiapan sesi berikutnyaǤ ȋ15ǯȌ

3    10ǯ

2    8ǯ

4 15ǯ

5 25ǯ

6 60ǯ
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Hak Asasi Manusia &Hak Asasi Manusia &
Hak Asasi Perempuan

Selintas Sejarah

Konseptualisasi HAM yang kita kenal 
sekarang dapat dirunut jauh ke bela-

kang pada kelahiran konsep Magna Char-
ta pada tahun 1215 dan konsep Natural 
Rights oleh ohn �o�ke pada tahun 1690, 
juga pada peristi�a Revolusi Peran�is di 
penghujung abad 18 dan Revolusi Indus-
tri pada paruh kedua abad ke 19, serta 
tuntutan-tuntutan kelas menegah baruǤ 
�ahirnya Magna Carta pada tahun 1215 
di Inggris sering dianggap sebagai tong-
gak a�al konseptualisasi HAMǤ Dalam 
Magna Carta termuat persamaan kedu-
dukan semua orang di muka hukumǤ Raja, 
yang sebelumnya memiliki kekuatan ab-
solut, dibatasi kekuasaannya dan mulai 
dapat dimintai pertanggungja�abannya 
di muka umum, semantara dalam Natu-
ral Rights of Man yang dikembangkan 
ohn �o�ke pada tahun 1690 ditegaskan 
bah�a kita punya hak yang ada sejak lahirǤ
Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep 
HAM ȋbaik pada Magna Carta, Natural Rights, maupun dalam 
pesan-pesan kemanusiaan yang lahir bersamaan dengan Revo-

Hak-hak Asasi Manusia ȋHAMȌ adalah hak yang bersifat kodrati, 
melekat dalam diri manusia karena dia adalah manusiaǤ HAM 
berkaitan dengan martabat kemanusiaanǤ Setiap orang, tanpa 
ke�uali, memiliki HAM sebagai per�ujudan dari martabat kema-
nusiannya, seperti hak hidup, hak sipil dan politik, hak atas peker-
jaan, hak atas upah, dan lain-lain hak termasuk bebas dari segala 
bentuk diskriminasi yang men�iderai martabat kemanusiaannyaǤ
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lusi Inggris dan Revolusi Peran�is di 
benua EropaȌ sebenar nya dapat di-
temukan juga pada ajaran-ajaran ke-
agamaan dari Timur, jauh sebelum 
hitungan abad pertama, seperti pada 
kitab �eda, Taurat, dan Perjanjian 
�amaǢ juga pada �uran di abad ke �IǤ
Dalam kaitannya dengan hak perem-
puan, buku Mary Wollstone�raft yang 
diterbitkan pada tahun 1792 berjudul 
Vindication of the Rights of Women 

sering dianggap sebagai tonggak pertamanyaǤ Buku ini 
merupakan tanggapan atas konsep Natural Rights of ManǤ 

Tetapi, perdebatan tentang hak-hak perempuanȄmenurut 
ahli sejarahȄtelah dimulai jauh sebelum ohn �o�ke menulis 
Natural Rights of Man, yaitu pada tahun 1405 ketika Chris-
tine de Pi�an menerbitkan buku KOTA KA�M PEREMP�AN 
ȋLe livre de la cite’ des damesȌǤ Praktik diskriminasi ter-
hadap perempuan, institusionalisasi diskri minasi melalui 
pendidikan, kekerasan dalam perka�inan, tidak ada hak pilih 
perempuan adalah beberapa bagian isu yang mun�ul dalam 
perdebatanǤ Christine de Pi�an, perempuan kepala keluarga 
yang men�ari naϐkah untuk menghi dupi anaknya dengan 
menulis, mendorong kaum perempuan untuk mela�an pem-
batasan dan “pele�ehan eksistensi” pe rempuan yang dilaku-
kan oleh laki-lakiǤ Ia pun membela hak-hak perempuan un-
tuk mendapatkan pendidikan, untuk bisa hidup dan bekerja 
se�ara independen, untuk berpartisipasi dalam kehidupan 
publik, dan untuk menjadi tuan bagi jalan hidupnya sendiriǤ 
Hampir empat abad kemudian, sejak de Pi�an menyuarakan 
hak-hak perempuan, tepatnya pada tahun 1791 Olympe de 
Gauge menerbitkan pamϐlet dengan judul Declaration of 
the Rights of Women and CitizenǤ
Kelahiran PBB setelah perang dunia kedua pada 1945 mem-
beri arti penting bagi kelanjutan konseptualisasi HAM dan 
kerjasama internasional untuk pengakuan, pemenuhan, dan 
perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perem-
puanǤ
Sejak PBB berdiri, perempuan telah terlibat se�ara intens 
dalam berbagai perumusan instrumen HAMǤ Eleanor De Ro-
sevelt, salah satu tokoh yang yang gigih memperjuangkan 
hak-hak perempuan menjabat ketua Komisi Tinggi HAM 
PBBǤ Pada tahun 1946 berdiri Komisi Status Perempuan atas 

se
me
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desakan kaum perempuan baik atas nama utusan pemerin-
tah maupun utusan organisasi non-pemerintahǤ
Deklarasi �niversal Hak Asasi Manusia ȋD�HAMȌ diadopsi 
pada tahun 1948, dua kovenan utama HAM yaitu Kovenan In-
ternasional Hak Sipil dan Politik ȋICCPRȌ dan Kovenan Inter-
nasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ȋICESCRȌ diadopsi 
pada tahun 1966 dan baru berlaku efektif pada 1976Ǥ Pers-
pektif perempuan hadir dalam pasal-pasal ketiga perangkat 
HAM tersebut, antara lain kata “man” digunakan dengan 
�atatan kaki bah�a kata itu berlaku untuk semua ȋman and 
womanȌǢ kata everyone hadir menggantikan kata menǤ
Konseptualisasi hak asasi perempuan tidak berhenti sampai 
lahirnya dua kovenan di atasǤ Pada tahun-tahun berikutnya 
lahir sejumlah konvensi yang berkenaan langsung dengan 
persoalan perempuan seperti konvensi penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan ȋCEDAWȌ, pela-
�uran paksa, perdagangan perempuan, kekerasan dalam ru-
mah tangga, dllǤ Konseptualisasi HAM dan instrumen-instru-
men penegakan HAM perempuan terus berkembang se�ara 
dinamisǤ
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Lembar Kunci 5:

Pasal-Pasal DUHAMPasal Pasal DUHAM
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Poin-Poin Utama

Pasal 1 : Bebas dan sama dalam martabat
Pasal 2 : Hak asasi manusia melekat kepada semua orang, tanpa pembedaan
Pasal 3 : Hak hidup, bebas dan aman
Pasal 4 : Hak bebas dari perbudakan
Pasal 5 : Hak bebas dari penyiksaan
Pasal 6 : Pengakuan sebagai manusia pribadi didepan hukum
Pasal 7 : Semua orang sama didepan hukum
Pasal 8 : Hak atas peradilan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi padanya
Pasal 9 : Tidak boleh ada penangkapan se�enang-�enang
Pasal 10 : Hak atas peradilan yang terbuka dan tidak berpihak
Pasal 11 : Hak atas asas praduga tak bersalah
Pasal 12 : Hak atas kehidupan pribadi
Pasal 13 : Hak atas kebebasan bergerak
Pasal 14 : Hak atas suaka politik
Pasal 15 : Hak atas ke�arganegaraan
Pasal 16 : Hak atas pernikahan yang bebas dan kehidupan berkeluarga
Pasal 17 : Hak atas milik
Pasal 18 : Hak atas kebebasan berpikir dan beragama
Pasal 19 : Hak atas kebebasan berpendapat
Pasal 20 : Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
Pasal 21 : Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
Pasal 22 : Hak atas jaminan sosial dan per�ujudan hak sosial, ekonomi, budayaǤ
Pasal 23 : Hak atas pekerjaan
Pasal 24 : Hak atas istirahat dan liburan
Pasal 25 : Hak atas taraf hidup yang layak
Pasal 26 : Hak atas pendidikan
Pasal 27 : Hak atas kehidupan budaya
Pasal 28 : Hak atas tatanan sosial dan internasional yang menjamin pelaksan 

 aan HAM
Pasal 29 : Ke�ajiban untuk membentuk tatanan masyarakat yang menjamin  

 pelaksanaan HAM
Pasal 30 : Tidak boleh ada pelaksanaanȀ perusakan HAM
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Prinsip-Prinsip HAM

Universal dimiliki oleh semua manusia 
dimanapun, termasuk pada tahapan ter-
tentu berlaku bagi yang belum lahirǤ
Nondiskriminasi (non-discriminati-
on)Ǥ Nondiskriminasi terintegrasi dalam 
kesetaraanǤ Prinsip ini memastikan bah-
�a tidak seorangpun dapat meniadakan 
hak asasi orang lain karena faktor-faktor 
lu ar, seperti misalnya ras, �arna kulit, je-
nis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pandangan lainnya, kebangsaan, ke-
pemilikan, status kelahiran atau lainnyaǤ
Tidak dapat dicabut (inalienability)Ǥ 
Hak-hak individu tidak dapat direnggut, 
dilepaskan, dan dipindahkanǤ
Tidak dapat dibagi (indivisibil-
ity)Ǥ HAM, baik hak sipil, politik, sosial, 
ekonomi dan budaya, semuanya bersifat 
inherenǢ yaitu menyatu dalam harkat-
martabat manusiaǤ Pengabaian pada sa-
tu hak akan menyebabkan pengabaian 
ter hadap hak-hak lainnyaǤ Hak setiap 
setiap orang untuk bisa memperoleh 
penghidupan yang layak adalah hak yang 
tidak bisa dita�arta�ar lagi, hak terse-
but merupakan modal dasar bagi setiap 
orang agar mereka bisa menikmati hak-
hak lainnya, seperti hak atas kesehatan 
atau hak atas pendidikanǤ
Saling berkaitan dan bergantung (in-
terrelated and interdependece)Ǥ Pe-
menuhan dari salah satu hak seringkali 
bergantung pada pemenuhan hak lain-
nya, baik se�ara keseluruhan maupun 

sebagianǤ Contohnya, dalam situasi ter-
tentu, hak atas pendidikan atau hak atas 
informasi adalah hak yang saling ber-
gantungan satu sama lainǤ Oleh karena 
itu, pelanggaran HAM salaing bertalianǢ 
hilangnya satu hak akan mengurangi 
hak lainnyaǤ
KONSEP HAM menyangkut:
Martabat manusia (human dignity)Ǥ 
Hak asasi manusia melekat dalam ke-
manusiaan setiap manusia, martabat ke-
manusiaan yang harus dijaga dan dilin-
dungi
Kesetaraan (equality)Ǥ Konsep ke-
setaraan mengekspresikan gagasan 
menghormati martabat yang melekat 
pa da setiap manusiaǤ Pasal I D�HAM 
me nyatakan bah�a: “Setiap umat manu-
sia dilahirkan merdeka dan sederajat 
da lam harkat dan martabatnya”Ǥ
Tanggung jawab negara (state respon-
s ibility)Ǥ Negara dan pemangku ke�a-
jiban lainnya bertanggung ja�ab untuk 
mentaati hak asasiǢ harus tunduk pada 
norma-norma hukum dan standar yang 
ter�antum di dalam instrumenȂinstru-
men HAMǤ ika gagal dalam melaksana-
kan tanggung ja�abnya, pihak yang 
dirugikan berhak mengajukan tuntutan 
se�ara layak, sebelum tuntutan itu dise-
rahkan pada sebuah pengadilan yang 
kompeten atau judikator ȋpenuntutȌ lain 
sesuai dengan aturan dan prosedur hu-
kum yang berlakuǤ
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Lembar Kunci 7:

dari Perspektif Perempuan
Hak Asasi Manusia

Tiga pokok pandangan 
feminis:

Perempuan tertindasȈ 
�ang pribadi adalah politis ȋti-Ȉ 
dak membedakan ruang publik 
dan privatȌ
Kesadaran perempuanȈ 

Pasal 2 dalam Deklarasi �niversal 
HAM telah menegaskan bah�a se-
mua manusia mempunyai hak dan 
kebebasan yang sama, yang tidak 
boleh dibedakan, termasuk ber-
dasarkan jenis kelaminǤ Menja-
rahnya kaum Feminis ke �ilayah 
hak asasi manusia membuka ke-
terisolasiannya “isu perempuan” 
semata-mata sebagai kepentingan 
satu kelompokǤ Mereka menuntut: 

Hak perempuan adalah Hak Asasi ManusiaǨǨǨ
Pertemuan feminisme dan HAM

Hak asasi manusia bukanlah konsep yang statis, yang kebenarannya menjadi mo-Ȉ 
nopoli segelintir kaum eliteǤ Penafsiran kembali oleh kaum tertindas akan mem-
perkaya konsep dan kepekaaan, misal masyarakat ras minoritas, masyarakat 
adat, dllǤ
Pendekatan HAM yang konvensional gagal mendeteksi kekerasan terhadap Ȉ 
perempuan sebagai masalah HAMǤ
Tidak diperhitungkannya pengalaman perempuan adalah bagian dari per-Ȉ 
masalahan hak asasi manusia yang selama ini terlupakan, dan kegagalan untuk 
melibatkan perspektif perempuan akan semakin menjauhkan kita dari solusiǤ
Mengkritik pembedaan semua ruang publik dan privat Ƭ menantang pemisahan  Ȉ 
hak asasi manusia yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dan diprioritaskanǤ

Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan ȋCEDAWȌ men�oba men-
jabarkan lebih rin�i HAM dalam Deklarasi �niversal dari perspektif dan pengalaman 
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hidup perempuan Ƭ bagaimana hak asasi manusia pada perem-
puan perlu dilindungiǤ Di dalam CEDAW terkandung tuntutan 
tidak mendiskriminasi, perbaikan serta perlindunganǤ CEDAW 
sendiri dapat dikatakan sebagai dokumen yang sangat maju 
yang tidak hanya melihat diskriminasi dalam hukum, tetapi juga 
diskriminasi dalam praktik keseharian dan adat, serta meng-
kombinasikan Hak sipil politik dan hak sosial, ekonom, budayaǤ
Dua poin utama dalam CEDAW

Mengupayakan perlindungan hak asasi tanpa Ȉ 
membedakan ranah publik dan privatǤ
Tidak memberi perlakuan berbeda antara Ȉ 
hak-hak sipilȀpolitik dan hak sosialȀekono-
mi: hak asasi manusia tidak terpisahkan, na-
mun hambatan implementasi sangat banyakǤ

Organisasi HAM ȋkomisi PBB Ƭ OrnopȌ mempu-
nyai tradisi fokus pada pelanggaran HAM yang paling 
dramatis ȋpenganiayaan dan pembunuhan se�enang-�enangȌ 
oleh negara: pelanggaran Hak Sipil PolitikǤ Penga�ara dan ang-
gota badan-badan HAM PBB kebanyakan laki-lakiǤ CEDAW di-
monitor oleh 23 ahli yang memonitor Hak sosialȀEkonomi yang 
mempunyai hak untuk memberi rekomendasi berdasarkan 
laporan yang dimasukkan oleh negara-negara penanda-tanganǤ 
Tetapi sumber daya yang dialokasikan kurang, dan komite CE-
DAW juga berkantor di Wina bukan Ne� �ork ȋadi terisolir 
dari badan-badan HAM yang lainȌǤ Negara-negara penandata-
ngan CEDAW dapat me minta penge�ualian dari beberapa aspek 
dalam CEDAWǤ Misalnya, Indonesia menandatangani dengan 
reservasi ȋpenge�uali anȌ pasal 29, ayat 1Ǥ Di dalam penjelasan 
�� noǤ 7Ȁ1948: pasal 1 yang meratiϐikasi CEDAW dinyatakan 
“Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada 
pasal tersebut karena pada dasarnya tidak menerima suatu ke-
�ajiban untuk mengajukan perselisihan Internasional, di mana 
Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasioanl”Ǥ Tidak 
ada “protokol alternatif” atau a�ara dimana seorang individu 
dapat melemparkan laporanȀkeluhan pada CEDAW ȋberbeda 
dengan Konvensi Hak Sipil-PolitikȌǤ

*) Ditulis oleh Galuh Wandita, 1998 dalam Modul Pelatihan Advokasi 
Berperspektif Feminisme, Solidaritas Perempuan.
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Lembar Kunci 8:

Batang Tubuh CEDAW

Pasal 1-5 : Dasar pemikiran mengenai penghapusan diskriminasi terhadap  
 perempuan

Pasal 6-16 : Hak-hak substantif dan ke�ajiban pemerintah
Pasal 17-30 : Ketentuan-ketentuan tentang struktur kelembagaan, prosedur dan  

 mekanisme pelaporan, ratiϐikasi dan perselisihan
Pasal 1 : Deϐinisi diskriminasi terhadap perempuan
Pasal 2 : �angkah kebijakan untuk penghapusan diskriminasi
Pasal 3 : aminan hak asasi
Pasal 4 : Ketentuan untuk men�apai persamaan
Pasal 5 : Stereotipe dan praktik
Pasal 6 : Eksploitasi pela�uran
Pasal 7 : Kehidupan politik dan kemasyarakatan
Pasal 8 : Partisipasi di tingkat internasional
Pasal 9 : Ke�arganegaraan
Pasal 10 : Pendidikan
Pasal 11 : Ketenaga kerjaan
Pasal 12 : Kesehatan dan keluarga beren�ana
Pasal 13 : Tunjangan sosial ekonomi
Pasal 14 : Wanita pedesaan
Pasal 15 : Persamaan di muka hukum
Pasal 16 : Perka�inan
Pasal 17-22 : Pembentukan Komite CEDAW
Pasal 23-30 : Administrasi CEDAW
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Perjuangan Dunia
Berkesinambungan untuk HAM

Koferensi, Dokumen
& Deklarasi

InstitusiPergolakan &
Peristiwa Bersejarah
Sepanjang Abad ke-17, 18, 19

Berbagai naskah keaga-Ȉ 
maan menekankan pen-
tingnya persamaan, ke-
hormatan dan tanggung 
ja�ab untuk menolong 
orang-orang lain
Hindu, �eda, �panishad, Ȉ 
naskah �uda dan Taurat
Tripitaka dan Angulttara-Ȉ 
Nikaya Budha
Analeer Konfusius Ȉ 
Doktrin pelajaran seder-Ȉ 
hana dan agung
Perjanjian Baru KristenȈ 
�urǯan IslamȈ 
1789•  Revolusi Peran�is 
dan Deklarasi Hak-hak Ma-
nusia dan Warga Negara
1815•  Revolusi Budak 
di Amerika �atin dan 
Peran�is
1830• -an Pergerakan 
Hak Sosial dan Ekonomi-
Ramakrisna di India, 
gerakan-gerakan kea-
gamaan di Barat
1980•  di Irlandia, Gerak-
an Char�ist menuntut 
hak pilih dan hak-hak 
lainnya se�ara universal 
bagi pekerja dan orang 
miskin
1847•  Revolusi �iberia
1861•  Kebebasan dari 
feodalisme tuan tanah di 
Rusia

Aturan moral Menes, Ȉ 
Asoka, Hamurabi, Dra�o, 
Cyros, Musa, Solon, Many
1215•  Magna Carta ditan-
datangani, me nga kui raja 
pun tidak di atas hukumǤ
1625•  Ahli Hukum 
Belanda, Hugo Grotrius, 
berjasa atas lahirnya 
hukum internasionalǤ
1690•  ohn �o�ke me-
ngembangkan gagasan 
hak-hak yang kita punya 
sejak lahir ȋnatural 
rightsȌ

1792•  Mary Wollstone-
�raft menulis A Vindi-
cation of the Rights of 
Woman ȋpengungkapan 
hak perempuanȌ
1860• -an Mir�a Fath Ali  
Akhund�ade di Iran dan 
Tan Sitong di Cina men-
desak persamaan gender
1860• -an Rosa Guerra 
dengan periodiknya �a 
Camela memperjuangkan 
persamaan bagi �anita 
seluruh Amerika �atinǤ
1860• -an Toshiko Kishida 
di epang menerbitkan 
“I Tell �ou, My Fello� 
Sisters” ȋMari elaskan, 
Saudara PerempuankuȌ
1860-80•  �ebih dari 50 
kesepakatan bilateral 
meniadakan perdaga-
ngan budak dimana pun

1890•  Ombudsman didi-
rikan di S�edia
1815•  Komite mengenai 
masalah perdagangan 
Budak Internasional, 
pada Kongres Wina
1839 • Masyarakat anti 
perbudakan si Inggris, 
diikuti pada 1860-an 
oleh Confedera�ao Aboli-
�ionista di Bra�il
1863•  Komite Interna-
sional Palang Merah
1864•  Asosiasi Orang-
Orang Pekerja Interna-
sionalǤ
1898•  �iga Hak Asasi 
Manusia, sebagai a�ab-
an terhadap peristi�a 
Dreyfus

Pilar-Pilar Perjuangan HAM



32 Modul 3: Sejarah, Konsep, & Prinsip HAM dengan Perspektif Gender

Koferensi, Dokumen
& Deklarasi

InstitusiPergolakan &
Peristiwa Bersejarah
Paruh Pertama Abad 20 (1900-1950)

1900•  Ȃ 15 Bangsa terjajah 
bangkit mela�an imperi-
alisme di Asia dan Afrika
1905•  pergerakan kaum 
pekerja di Eropa, India dan 
ASǤ 300Ǥ000 pekerja ber-
demonstrasi di Mosko�
1910•  petani bergabung 
menuntut hak atas tanah 
di Meksiko
1914-1918•  perang Dunia I
1914•  Gerakan Kemerde-
kaan dan pemberontakan 
di Eropa, Afrika dan Asia
1915•  Pembantaian 
orang-orang Armenia 
dan Turki
1917•  Revolusi Rusia
1919•  Meluasnya protes 
terhadap dikeluarkannya 
persamaan ras dari konv-
enan liga bangsa-bangsaǤ
1920-an•  Kampanye 
memperjuangkan hak-
hak perempuan akan 
informasi kontrasepsi 
oleh Ellen Key, Margaret 
Sanger, Shi�ue IshimotoǤ
1920-an•  Mogok umum 
dan konϐlik bersenjata 
antara pekerja dan peng-
usaha di negara-negara 
maju ȋindustrialized worldȌ
1925•  Wakil dari 8 negara 
berkembang mendirikan 
Coloured International 
untuk mengakhiri dis-
kriminasi rasial
1928 • Komisi Inter-Amer-
ika mengenai �anita 
untuk memastikan peng-
akuan hak politik dan 
sipil perempuan

1900•  Kongres Pan 
ȂAmerika pertama di 
�ondonǤ
1906•  Konvensi interna-
sional melarang perem-
puan bekerja malam di 
industri
1907•  Konferensi Perda-
maian Amerika Tengah 
memberikan hak ban-
ding bagi pekerja asing 
ke pengadilan tempat 
mereka bermukim
1916•  �enin menyinggung 
hak menentukan diri 
sendiri dalam bukunya 
Imperialism, The Highest 
stage of Capitalism
1918•  Wilson menyinggung 
hak menentukan diri sendiri 
dalam ǮFourteen Pointsǯ
1919•  perjanjian �er-
sailles menekankan hak 
menentukan diri sendiri 
dan hak-hak minoritas
1919•  Kongres Pan-Afrika 
menuntut hak menen-
tukan diri sendiri di 
daerah-daerah kolonial
1923•  Konferensi ke-
lima republik-republik 
Amerika di Santiago, 
Chili membi�arakan hak-
hak perempuanǤ
1924•  Deklarasi ene�a 
mengenai hak anak
1924•  Kongres AS men-
sahkan �� Snyder, mem-
berikan ke�arganegaran 
penuh bagi penduduk 
asli
1926•  Konferensi ene�a 
mengadopsi Konvensi 
PerbudakanǤ

1902•  Aliansi Interna-
sional untuk Hak Pilih 
dan Persamaan Ke�ar-
ganegaraan
1905•  Serikat-serikat bu-
ruh membentuk federasi 
internasional
1910•  Serikat Buruh 
Industri garmen Perem-
puan InternasionalǤ
1919•  �iga Bangsa-
bangsa dan Mahkamah 
Internasional
1919•  Organisasi Buruh 
Internasional ȋI�OȌ, 
menganjurkan HAM di-
masukan dalam �ndang-
undang tenaga kerja
1919•  �iga Internasional 
Perempuan untuk perda-
maian dan Kemerdekaan
1919•  �SM-�SM yang 
memperjuangkan hak-
hak perempuan mulai 
mempermasalahkan hak 
anakǤ �indungi Anak-
anak ȋsave The ChidrenȌ 
ȋInggrisȌ
1920-an•  Kongres Na-
sional dari British West 
Afrika di A�ra, mempro-
mosikan penentuan diri 
sendiriǤ
1922•  Ȃ 14 liga HAM 
nasional mendirikan 
Federasi Internasional 
untuk liga-liga HAM
1925•  Wakil dari 8 negara 
berkembang mendirikan 
Coloured Internasional 
untuk mengakhiri dis-
kriminasi rasial
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1930•  di India, Gandhi 
meminpin long-march 
ratusan orang ke Dandi 
memprotes pajak garam
1939-45•  re�im Na�i 
Hitler membunuh 6 juta 
ji�a orang �ahudi, dan 
memaksa orang-orang 
gipsi, komunis, aktivis 
serikat buruh, Polandia, 
�kraina, Kurdi, Armenia, 
�a�ad, saksi ehova, dan 
homoseksual, masuk ke, 
dan membunuh mereka 
di dalam kamp-kamp 
konsentrasi
1942•  Rene Cassin dari 
Pran�is mendesak 
dibentuknya Mahkamah 
Internasional untuk 
mengadili penjahat-pen-
jahat perangǤ
1942•  pemerintah AS me-
nahan sekitar 120Ǥ000 
keturunan epang di 
Amerika selama Perang 
Dunia IIǤ
1942-1945•  Perjuangan 
anti Fasis di banyak 
negara EropaǤ
1949•  Revolusi Cina

1930•  Konvensi I�O me-
ngenai kerja �ajib atau 
paksa
1933•  Konvensi inter-
nasional tentang pen-
indasan Perempuan 
De�asa dalam trafϔicking
1941•  Presiden AS 
Roosevelt mengidenti-
ϐikasi 4 kebebasan utama 
Ȃ berbi�ara, agama, dari 
kebutuhan, dan rasa takut
1945•  Piagam PBB, mene-
kankan pada HAM
1948•  Konvensi I�O men-
genai kebebasan berseri-
kat dan perlindungan 
hak-hak berorganisasi
1949•  Konvensi I�O 
mengenai hak berorgani-
sasi dan ta�ar mena�ar 
se�ara kolektif di banyak 
negara EropaǤ

1933•  Organisasi pe ngungsi
1935 –36•  Konvensi Pen-
jara dan Pemasyarakatan 
Internasional, mengurusi 
hak-hak dasar orang-
orang hukuman
1945•  Sidang Pengadilan 
Nuremberg dan Tokyo
1945•  PBB
1946•  Komisi PBB HAM
1948•  Organisasi Negara-
negara Amerika
1949•  Majelis Eropa
1950•  Komisi pen�ari 
fakta I�O menyangkut 
pelanggaran hak-hak 
serikat buruh
1951•  Komite I�O men-
genai kebebasan bera-
sosiasi
1954•  Komisi HAM Eropa
1959•  mahkamah HAM 
EropaǤ
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& Deklarasi

InstitusiPergolakan &
Peristiwa Bersejarah
Paruh Kedua Abad 20 (1950-1989)

1950-an • Perang Ke-
merdekaan dan revolusi 
di AsiaǢ beberapa negara 
Afrika memperoleh ke-
merdekaan
1955 • Gerakan hak politik 
dan sipil di ASǤ Martin 
�uther King rǤ memimpin 
boikot bus Montgomery 
ȋ381 hariȌ

1960-an•  di Afrika, 17 
negeri memperoleh hak 
untuk menentukan nasib 
sendiri, seperti negara-
negara lain di mana punǤ
1962•  Pekerja-pekerja 
pertanian Nasional ASǤ
1960-an–1970-an•  Ge-
rak an pejuang hak-hak 
perempuan menuntut 
persamaan

1970–an•  masalah HAM 
mengundang perhatian 
luas seperti Apartheid di 
Afrika Selatan, perlakuan 
terhadap orang-orang 
Palestina di daerah-daer-
ah pendudukan, pen-
ganiayaan la�an-la�an 
politik di Chili, “perang 
kota” di Argentina, dan 
genosida di Kamboja
1970-an•  Protes rakyat 
terhadap konϐlik Arab Ȃ 
Israel, perang �ietnam 
dan perang saudara Nige-
ria Ȃ Biafra
1976•  Amnesty Interna-
sional memenangkan 
Hadiah Nobel Perdamaian

1950•  Konvensi Eropa 
mengenai HAMǤ
1951•  Konvensi Persa-
maan �pah I�O
1957 • Konvensi I�O men-
genai penghapusan kerja 
paksa
1958 • Konvensi I�O 
mengenai Diskriminasi 
dalam pengangkatan dan 
penentuan jabatan
1965•  Konvensi interna-
sional PBB tentang peng-
hapusan segala bentuk 
diskriminasi rasial
1088•  Konvenan Inter-
nasional tentang hak 
ekonomi, sosial, dan 
budaya
1966•  Konvenan Interna-
sional tentang hak sipil 
dan politik
1968•  Konferensi dunia 
pertama tentang HAM di 
Teheran

1960•  Komisi HAM inter 
Amerika menyelenggara-
kan pertemuan pertama
1961•  Amnesty Interna-
sional
1963•  Organisasi �ni 
Afrika
1967•  Komisi Kepausan 
untuk Perdamaian dan 
Keadilan InternasionalǤ

1970 • Komisi-komisi per-
tama menyangkut damai 
dan adil, di Paraguay dan 
Brasil
1978•  Helsinki Wat�h 
ȋmenga�asi HAMȌ
1979•  Mahkamah HAM 
Inter Amerika

1973 • Konvensi Inter-
nasional PBB menge-
nai pengekangan dan 
penghukuman kejahatan 
apartheid
1973•  Konvensi I�O men-
genai upah minimum
1974•  Konvensi makanan 
dunia di Roma
1979•  Konvensi PBB ten-
tang penghapusan segala 
bentuk diskriminasi ter-
hadap �anita ȋCEDAWȌ
1981•  Piagam Afrika 
mengenai Hak Asasi Ma-
nusia dan orang-orang
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1980-an•  Kediktatoran di 
Amerika �atin berakhir 
Ȃ di Argentina, Bolivia, 
Paraguay, �ruguay
1988 • di Filipina gerakan 
Ȉ kekuatan rakyat dengan 
damai menggulingkan 
keditaktatoran Mar�os
1989•  peristi�a Tianan-
ment S�uare
1989•  Runtuhnya tembok 
Berlin

1984 • Konvensi PBB me-
nentang penyiksaan dan 
perlakuan atau penghu-
kuman lain yang kejam, 
tidak manusia�i, atau 
merendahkan martabat 
manusia
1986•  Deklarasi PBB 
tentang hak atas pem-
bangunan
1989 • Konvensi PBB 
mengenai hak anak

1983•  Organisasi Arab 
untuk HAM
1985•  Komite PBB ten-
tang hak ekonomi, sosial, 
dan budaya
1988•  Komisi Afrika 
mengenai Hak Asasi 
Manusia dan Hak asasi 
Rakyat ȋHuman Rights 
and People’s RightsȌ

1992 • Komisaris Tinggi 
OSC�E pertama untuk 
minoritas nasional
1993•  Komisaris Tinggi 
HAM PBB pertama, ditun-
juk pada konferensi Wina
1999 (?) • Pemerintah 
Indonesia membentuk 
Komnas HAM melalui 
Keppres NoǤ 50Ȁ1993Ǥ
1993 – 94•  Pengadilan Pi-
dana Internasional untuk 
bekas ǫǫǫ �ugoslavia dan 
R�anda

1990-1996 • Konferen si per-
temuan tingkat tinggi di se-
luruh dunia mengenai anak, 
pendidikan, lingkungan 
dan pembangunan, HAM, 
kependudukan, perem-
puan, pembangunan sosial 
dan pemukiman manusia
1998•  Statuta Roma un-
tuk membentuk pengadi-
lan pidana internasional
1999•  Protokol opsional 
CEDAW untuk pengadu-
an individual
1999•  Konvensi I�O ten-
tang bentuk terburuk 
mempe kerjakan anak-anak
1995•  Komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi Afrika Selatan
1995–99•  sepuluh negeri 
melun�urkan ren�ana 
kerja nasional untuk 
pelindung dan promosi 
HAM

1990-2000
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BERMAIN PERAN
MENGENALI KONSEP &
SEJARAH HAM PEREMPUAN

Kegiatan 3B

Modul ini bertujuan:
Mengenal lebih jauh Ȉ 
perjalanan perjuang-
an dan pengakuan 
hak-hak perempuanǤ
Mendalami pemaha-Ȉ 
man bah�a HAM 
perempuan adalah 
bagian integral HAMǤ
Memahami latar bela-Ȉ 
kang mengapa Kam-
panye HAM perem-
puan harus dilakukan
Memahami �apa-Ȉ 
ian yang didapatkan 
dalam arena HAM 
perempuan interna-
sional

Tujuan

� �embar Kun�i 10: 
Naskah drama untuk 
roleplay dalam diora-
ma kreatifǤ
� �embar Kun�i 11: 
Beberapa tokoh dan 
peristi�a bersejarah 
yang berkaitan dengan 
hak perempuanǤ

Bahan BelajarMetode

Bermain peranȈ 
Diskusi kelompokȈ 

CEDAW yang diadopsi Majelis �mum PBB pada tahun 1979 adalah salah satu 
tonggak peneguhan, perlindungan, dan pemulihan hak asasi perempuanǤ Di bela-
kang tonggak itu terbentang perjalanan panjang kaum perempuan dan gerakan 
perempuan di berbagai penjuru dunia yang memperjuangkan hak-hak perempuanǤ 
Nama-nama yang mengukir sejarah perjuangan hak asasi perempuan di antaranya 
adalah Anna Maria van S�hurman, Mary Wollstone�raf, Olympe de Gougle, Eli�a-
beth Candy Stanton, Abigail Adam, Pandita Ramabai, KartiniǤǤǤ uga ada tokoh-tokoh 
pria yang memperjuangkan hak asasi perempuan di antaranya ohn Stuart MillǤ
Perjuangan persamaan, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak perem-
puan masih terus berlangsung hingga sekarangǤ Pengalaman dan kepentingan 
perempuan telah memperkaya konsep HAM, menantang pemilahan ranah pulik 
dan ranah privat, serta mendinamisir proses pen�arian solusi penegakan HAM 
untuk semuaǤ
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Langkah-langkah

1 2ǯ
Pengantar Fasilitator
“Setelah menelusuri garis sejarah perkembangan konsep dan perjuangan HAM, 
kini kita akan mendalami pemahaman kita tentang Hak Asasi PerempuanǤ
Kita akan melakukannya dengan �ara kreatif, kita akan men�oba menghidup-
kan sejarah melalui proses bermain peranǤ Tujuan yang ingin di�apai dengan 
kegiatan bermain peran ini adalah untuk memahami perjalanan gagasan dan 
perjuangan HAM perempuanǤ Peserta akan dibagi menjadi pemegang peran-
peran tertentuǤ Mereka yang tidak mendapatkan peran, memegang tugas seba-
gai narator, sebagai sutradara, sebagai host, atau sebagai pengelola diskusiǤ
Peserta se�ara garis besar akan dibagi menjadi dua kelompok besarǤ Kelompok 
pertama adalah kelompok yang akan memerankan EPISODE DIA�OG DENGAN 
PARA PERINTIS HAM dan kelompok kedua akan memerankan EPISODE TALK 
SHOW, seperti Empat MataǤ
Baiklah, mari kita mulai dengan pembagian peran, sekaligus saya akan bagikan 
naskah drama sejarah ini pada masing-masing pemeranǤ”

Fasilitator memfasilitasi proses pembagian pemeran ȋlihat lampiran naskah 
role play dan pembagian peranȌǤ

Peserta mempelajari naskah se�ara individual dan kolektif, serta membuat 
persiapan presentasiǤ

Fasilitator mengatur acara presentasi per babak sekitar 15-20 menit, seusai 
presentasi per episode, pertanyaan untuk diskusi diajukan selama sekitar 30 
menit.

3    18ǯ

2    5ǯ

4 100ǯ
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Lembar Kunci 10:

Naskah Drama
untuk Role Play dalam Diorama Kreatif

Episode Pertama
Dialog dengan Para Perintis Hak Perempuan

Pemain/Tokoh Posisi/Latar Belakang Pemain

Pen�ari Pengetahuan 1

Peserta training HAM

Pen�ari Pengetahuan 2

Peserta training HAM

MW ȋMary Wollstone-
�raftȌ

Penulis buku Vindication of the Rights of the Women, 1792Ǥ 
Berasal dari Inggris, guru, intelektual, independen, mempunyai 
anak tanpa menikahǤ

CdP ȋChristine de Pi�anȌ

Penulis buku Kota Perempuan yang memberi inspirasi tentang 
kondisi dan hak perempuan di akhir abad 14, a�al abad 15 
ȋPeran�is, 1405ȌǤ

OdG ȋOlympe de 
GougesȌ

Pembuat pamϐlet hak-hak politik perempuan, Peran�is, 1791

ST ȋSojourner TruthȌ

Pejuang kulit hitam Amerika, Ohio, 1851

JSM ȋohn Stuart MillȌ

Penulis The Subejction of Women, 1869Ǥ

Tini ȋKartiniȌ

Perempuan bangsa�an a�a, penyeru dan pendiri sekolah 
perempuan di akhir abad 18 a�al abad 19Ǥ Pemikirannya dibu-
kukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah TerangǤ

CdP ȋChris

OdG ȋOlym

ST ȋSojour

JSM ȋohn 

Tini ȋKa

MW ȋMaryW

Pen�ari Pe

Pen�ari Pe
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Dua orang perempuan “pen�ari pengetahuan” ȋPP1 dan 
PP2Ȍ duduk di dua kursi “pesa�at lintas �aktuǤ” 
Di sekeliling mereka ada 6 tokoh ȋada yang berdiri,ada 
yang dudukȌǤ

  PP-1

Pasang tali sabuk pengamanmuǤ Sebentar lagi kita mendarat dan 
mulai �a�an�ara dengan tokoh-tokoh besarǤ
ȋKakinya menginjak rem... “ciiiiiiiiittttt....”, PP-2 hampir terjatuh ke 
depan., belum sempat keduanya turun dari kursi, MW datang meng-
hampiri.)

  MW

Good morning* my dear. Welcome.... Welcome di era kehidupan sayaǤ 
SMS imajiner kalian saya terima dengan baikǤ Mari kita langsung 
ke teras udara �erahǤ �ondon selalu lebih �antik di musim semiǤ
ȋMereka jalan ke tengah ruanganȌ
Coba kalian lihat ke sanaǤǤǤ perempuan-perempuan muda ituǤ �ihat-
lah mereka bersemangatǤ Berduyun-duyun meninggalkan rumah 
mereka, setiap pagi ǤǤǤǤ memasuki gedung-gedung yang mengepul-
kan asap di sanaǤ �ihat di sebelah sanaǤ Itulah pabrik-pabrik 
tempat perempuan-perempuan muda itu bekerja sepanjang hariǤ 
Ini fenomena baru di akhir abad 18, kapitalisme menarik kaum 
perempuan ke luar rumahǤ

  PP-2

Apakah buku Pemulihan Hak Perempuan yang Anda tulis tahun 
1792 itu berkaitan dengan fenomena iniǫ

   MW

Oh yeahǤǤǤ Di buku itu saya menyoroti beberapa halǤ Tentang perem-
puan kelas menengah yang terkungkung di dalam rumahǤ Nalar 
mereka dihambatǤ Mereka dididik hanya untuk menyenangkan 
laki-lakiǤ Mereka tidak dibiarkan mengambil keputusan sendiriǤ
Berkaitan dengan pendidikan yang salah kaprah ini, saya menen-
tang keras pendapat  Rousseau ϐilsuf Peran�is yang macho abis 
dan patriach ituǤ Pendapatnya keliru dan sesat, merendahkan 
perempuanǤ �ihat buku dia yang berjudul EmiliǤ AdduhǤǤǤ terlaluǤ 
Masa dia menganjurkan agar pendidikan nalar itu hanya untuk 
laki-laki, sementara perempuan dididik untuk menyenangkan 
laki-laki, menghibur laki-lakiǤ Pendidikan yang keliru inilah yang 
membuat perempuan kelas menengah terperangkap dalam sarang 
emas, hanya bisa memamerkan sayap, tetapi tidak bisa terbangǤ 
Kesehatannya rentan karena tidak bersentuhan dengan udara 
segar dan matahariǤ

PP-1

MW

PP-2
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  PP-1

Mengapa tulisan Anda tersebut banyak disebut sebagai tonggak 
pertama konseptualisasi hak perempuanǫ

   MW

Ah, siapa bilangǫ Mungkin karena buku ini se�ara langsung meres-
pon teori Natural Rights of Man dari ohn �o�ke dan saya men�oba 
meletakkan persoalan hak perempuan dalam konteks sosial yang 
lebih luasǤ Tapi ǤǤǤ tidak penting ya disebut pertama atau bukanǤ 
�ang penting saya dapat menyampaikan apa yang saya pikirkan 
bah�a:

Tidak diakuinya hak politik, hak atas pendidikan, dan kesempa-Ȉ 
tan bekerja bagi perempuan merupakan penjajahanǤ
Ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap suami da-Ȉ 
lam perka�inan sama saja dengan pela�uran legalǨ
Perilaku feminin adalah sebuah kontruksiǤ Perempuan dila-Ȉ 
hirkan setara dengan laki-laki, tetapi diajarkan untuk menjadi 
subordinat, lemah, dan ber-otak lembekǨ Seharusnya lembaga 
pendidikan ditujukan untuk laki-laki dan perempuanǤ Banyak 
perempuan yang hidupnya terbuang padahal mungkin saja mere-
ka menjadi dokter, mengelola sebuah usaha atau pertanian, bisa 
berdiri tegak ditunjang oleh pekerjaannya sendiri, tidak berdiri 
dengan kepala tertundukǫ

  PP-2

Bagaimana tanggapan masyarakat Inggris terhadap buku Andaǫ

   MW

HmmǤǤǤ Sulit mengukurnyaǤ Saya tahu masyarakat Inggris di �a-
man saya sangat menganggap penting anak laki-lakiǤ Anggapan itu 
sudah berurat-akar, jadi sangat sulit digoyahkanǤ

  PP-1

Bagaimana dengan suami Andaǫ

   MW

Suamiǫ HeǤǤǤ heǤǤǤ heǤǤǤǤ Saya menolak menikah formalǤ Saya punya 
anak di luar perka�inanǤ Saya memutuskan apa yang terbaik buat 
diri saya, tidak mau menjadi lon�eng yang hanya berbunyi kalau 
dibunyikan orang lainǤ Saya juga tidak mau dijadikan alat untuk 
menyempurnakan hidup orang lainǤ Kita kaum perempuan adalah 
manusia utuh yang bisa menjadi tuan dalam hidup kitaǤ Kita bukan 
budak siapa punǤ Kita otonom, Mari kita pulihkan hak-hak perem-
puan, otonomi perempuanǤ

PP 1

MW

PP-2

MW

 PP-1

MW

40 Modul 3: Sejarah, Konsep, & Prinsip HAM dengan Perspektif Gender



41

Kegiatan  3B
120 Menit

  PP-2

  PP-1

BaiklahǤǤǤ Terima kasih atas kesempatan ber-
dialog yang langka iniǤ Kami harus pamitǤ Kami
akan terbang ke Peran�is untuk menemui Olympe de Gouges, penu-
lis pamϐlet: Deklarasi Hak Perempuan dan Warga NegaraǤ

 MW

ȋSambil mengantar PP-1dan PP-2 naik ke kendaraannya, MW ber-
kataȌ
Terima kasih kembaliǤ Kalau kalian ada di Peran�is nanti, sebaiknya 
luangkan �aktu juga untuk bertemu dengan penulis buku Kota 
Perempuan (Le livre de la cite’ des dames), Ibu Christine de Pi�anǤ Ia 
hidup 300-an tahun lebih a�al dari sayaǤ Pemikirannya tentang hak 
perempuan menembus kabut ratusan tahun ke depanǤ Sampaikan 
salam saya pada dia ya ǤǤǤ Bye-bye and safe ϔlightǤ

 ȋPP-1 dan PP-2 memakai sabuk pengaman langsung tancap gasȌǤǤǤǤ Ngeeeengg ǤǤǤǤ

  PP-2

Eh, ayo mendaratǤ Itu ada dua perempuan yang melambaikan tan-
ganǤ Beginilah enaknya perjalanan tembus �aktuǤ Orang dari abad 
15 dan 18 bisa duduk berjejerǤ
ȋSuara rem diinjak mendadak... Ciiiittt... Seperti biasa mereka agak 
kepontal-pontal karena PP-1 mengerem mendadak, tetapi PP-2 
tidak sempat protes karena keburu dihampiri orang dari luar.Ȍ

   CdP

Halo, tamu-tamu tembus �aktu dari IndonesiaǤ Saya Christine de 
Pi�an ȋmenyalami PP-1 dan PP-2Ȍ dan ini Madame de GougesǤ Sela-
mat datang di Peran�isǤ

    PP-2

Senang dapat langsung bertemu dengan Anda berduaǤ Saya kira 
Olympe de Gouges tidak berkepala lagi sekarang, bukankah dalam 
�erita sejarah kepala Anda dipenggalǫ

     OdG

�eahǤǤǤ HaǤǤǤ haǤǤǤ haǤǤǤ Peristi�a mengerikan itu sudah le�atǤ Di alam 
baka semua sempurna lagiǤ Bagaimana kabar di Indonesiaǫ Apakah 
berlaku juga praktik pemenggalan kepala sebagai bentuk hukuman 
sang penguasaǫ

 PP-2
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PP-2

Saya setuju banget tuhǤ Apalagi di negara saya 
orang pada sibuk dan ribut melulu dengan oto-
nomi daerahǤ

  PP-1

MW

CdP

PP 2

OdG
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  PP-1

Tidak adaǤ Tetapi, belakangan ini di beberapa daerah di Indonesia 
anak-anak perempuan sis�a sekolah SMP yang beragama Islam 
di�ajibkan menggunakan tutup kepala sebagai bagian dari sera-
gam sekolahǤ �alu perempuan pega�ai negeri di beberapa daerah 
juga di�ajibkan menggunakan tutup kepalaǤ Aturan ini hanya 
untuk perempuan, peraturan yang khusus hanya diterapkan untuk 
perempuan agak banyak bertebaran menyelip di sana-sini, ada 
soal busana, ada soal jam malam, bahkan terakhir ada ren�ana tes 
kepera�anan bagi anak perempuan �alon sis�a SMAǤ

    CdP

Ah, benarkah ituǫ Sepertinya �aktu tidak bergerakǤ Sekitar tahun 
1405, lebih dari 600 tahun yang lalu, saya menerbitkan buku Le 
Livre de la cite’ des dams atau dalam bahasa Indonesia, buku Kota 
PerempuanǤ Di buku itu saya membongkar praktek diskriminasi 
terhadap perempuan termasuk institusionalisasi diskriminasi 
melalui pendidikan, kekerasan dalam perka�inan, dan tidak 
adanya hak pilih perempuanǤ

  PP-2

�a, �aktu seperti tidak bergeserǤ Atau terlalu banyak orang tertidur 
lelapǫ

  CdP

Di Peran�is sendiri meski perdebatan atas buku saya berlangsung 
�ukup seruȄada pro kontraȄtetapi lebih banyak yang tidur tidak 
sadar apa yang terjadi di sekelilingnya, dan tidak mau tahu pada 
apa yang terjadi di dalam dirinya sendiriǤ
Banyak juga yang tidak jujur, tidak mau mengakui bah�a dirinya 
menindas perempuan atau perempuan tertindasǤ Ada yang ter�e-
rahkan, tetapi ada juga juga yang kehabisan akal menyerang saya 
sebagai pribadiǤ Maklumlah saya kan single parent, suami saya 
sudah lama meninggal dunia, saya menghidupi keluarga dengan 
menulisǤ Karya saya adalah tulisan, tetapi orang tidak mau melihat 
apa yang saya tulis tetapi saya yang perempuanǤ

   OdG

HeǤǤǤ heǤǤǤ heǤǤǤǤ Dari dulu sampai sekarang, kalau kita janda, kita jadi 
sasaran empuk buat segala tudinganǤ Apalagi kalau menggelorakan 
semangat perla�anan pada penindasan laki-lakiǤ Habis-habisan 
mereka menggempur kitaǤ Mereka pikir kita akan mundurǤ
Pada tahun 1791 saya menerbitkan Deklarasi Hak Perempuan 
Dan Warga Negara menyerukan perla�anan terhadap rajaǤ Saya 
sebetulnya bukan hanya menentang raja, saya pun menentang per-
lakuan tidak adil ayah saya yang bangsa�an terhadap ibu sayaǤ

PP 1

PP-2

CdP

CdP

OdG
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   OdG

Oh ya, ini sobekan salah satu pamϐlet yang saya 
buat ȋmengeluarkan potongan kertas lusuh, tulisan 
tanganȌ: “Perempuan bangunlah, sadarlah atas 
hak-hakmuǤ Beranilah mela�an keangkuhan 
penguasa yang kosong dengan akal budiǤ 
Bersatulah kaum perempua Gunakan seluruh 
tenaga dan kepribadian AndaǤ”
Karena pamplet-pamϐlet sema�am inilah orang tergerakǤ Gedung 
teater membludakǤ Ibu rumah tangga, PRT, buruh perempuanǤǤǤǤ 
mereka menyelenggarakan berbagai a�ara, pertemuan dan demon-
strasi jalananǤ Mereka menuntut penurunan harga roti, meminta 
distribusi bahan makanan pada rakyat, menuntut hak pilihǤ Gerak-
an revolusioner ini tidak disukai penguasa, mereka lalu menangkap 
saya dan memenggal kepala saya dengan pisau guilotineǤ

    PP-1

Oh, kejam sekaliǤ Ada ngga sih dalam sejarah, laki-laki yang berakal 
budi, yang membela perempuan se�ara terbukaǫ

   CdP

Ada, ohn Stuart Mill misalnyaǤ Dia pa�arnya Harriet Tailor, mereka 
berdua sama-sama menulis: Early Essays on Marriage and Divorce 
pada tahun 1832Ǥ Empat abad lebih setelah buku sayaǤ Saya pang-
gil dia ya, daripada Anda susah-susah terbang ke Amerika dengan 
kendaraan lu�u ituǤ
ohnǤǤǤ ohnǤǤǤ kemarilah bergabungǤ Ini ada anak-anak muda dari 
Indonesia sedang berdialog dengan sejarahǤ Ceritakanlah tentang 
bukumu itu

  JSM

ȋJohn SM memasuki ruanganȌ Hallo, ladies.... , You want to know my 
book the Subje�tion on Women, that I wrote long time ago, sekitar 
tahun 1869ǫ
Di buku itu saya menulis tentang posisi perempuan di masyarakat 
yang direndahkanǤ Menurut pendapat saya, jika saja perempuan 
memiliki hak kebebasan sipil dan kesempatan ekonomi seperti 
laki-laki, masyarakat akan merasakan manfaatnyaǤ Standar ganda 
etis masyarakat terhadap perempuan, dipuja tetapi dikekang, telah 
melukai perempuanǤ Nilai yang dipuja dari karakter perempuan 
baik yang negatif seperti ketakberdayaan, dan yang positif seperti 
ketakegoisan, dua-duanya menghalangi kemajuan perempuanǤ

CdP

OdG

PP-1

JSM
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   JSM

Standar ganda memaksa perempuan berada di rumah dan kelu-
argaǢ sementara rumah dan keluarga disebut “tempat alamiah 
perempuanǤ”  Kalau dia alamiah kenapa harus dipaksa, mengapa 
perempuan tidak dibiarkan ada di ruang privat dan ruang publik 
sebagai pasangan yang setaraǤ Pembagian ruang berdasarkan jenis 
kelamin ini kemudian menjadi pijakan pembagian kerja berdasar-
kan jenis kelamin dan patriarki sejak abad 15 hingga sekarangǤ
Menurut saya perempuan punya hak penuh atas hidupnya, untuk 
itu hak pilih perempuan tidak bisa disangkalǤ Mereka yang me-
menggal kepala Olympe, bukan hanya memenggal perjuangan hak 
politik perempuan, tetapi juga memenggal kemanusiaanǤ �aki-laki 
merasa super, di atas segalanyaǤ Di Amerika pun begitu, bukan 
hanya yang kulit putihǢ pada gerakan kulit hitam pun laki-laki kulit 
hitam merasa superiorǤǤǤ Cobalah simak pengalaman Sojourney 
TruthǤǤǤ dia hidup di masa sayaǤ

     ST

(Seorang perempuan kulit hitam masuk.)
Ah, nama saya disebut-sebutǤ Senang sekali bertemu generasi 
muda abad 21Ǥ Betul kah kalian mau dengar pengalaman sayaǫ
Saya adalah aktivis gerakan anti perbudakan bertahun-tahunǤ Saya 
mempunyai tiga belas anak, semua dirampas dari tangan saya, 
dipaksa menjadi budak belianǤ Saya berhasil melarikan diri dari 
perbudakan dan saya kembali untuk membebaskan anak-anak saya 
dengan segala dayaǤ
Meskipun pengalaman sejati ada pada saya sebagai perempuan 
yang menentang perbudakan, ternyata dalam berbagai konvensi 
anti perbudakan kami perempuan dilarang bi�ara di depan po-
diumǤ
Coba, jauh-jauh perempuan kulit hitam dari Amerika datang ke 
Inggris untuk menghadiri konvensi anti perbudakan pada tahun 
1840, kami dilarang bi�araǤ �alu perempuan membuat konvensi 
sendiri pada tahun 1848 di Sene�a FallǤ Kami merasa makin kuat 
dengan gerakan perempuan dan anti perbudakanǤ Tapi eeehhhhǤǤǤǤǤ 
pada tahun 1951 ketika terselenggara konvensi anti perbudakan 
internasional di Ohio, Amerika, kembali kami ditolak bi�ara di 
panggung konvensi karena mereka bilang perempuan tidak bisa 
apa-apaǤ �ntuk melompati anjing pudel saja perempuan harus 
dibantu laki-lakiǤ Itu ejekan merekaǤ

  PP-1

�aluǫ Anda marah yaǫ Katanya Anda langsung melompat ke pang-
gung dan menyampaikan pidato yang menggelegar, sangat terkenal 
dengan ungkapan, “Ain’t I a woman?” (Bukankah saya perem-
puan?)

JSM

ST

PP-1
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     ST

HeǤǤǤ heǤǤǤ heǤǤǤ Saya langsung menerobos naik
panggung dan bi�araǤ Saya katakan:
“Saudara-saudaraǤǤǤ lihatlah sayaǤ Saya adalah
perempuanǤ Saya pernah membajak, bertanam,
dan mengumpulkan hasilnya ke lumbungǤ 
Tak satu pun laki-laki dapat mendahului kerja
saya iniǤ Ǥ Bukankah saya perempuanǫ”
“Saya dapat bekerjaǤ Bukankah saya perempuan? Saya tahan 
di�ambukǤ Saya dapat mengandungǤ Bukankah saya perempuanǫ 
Saya telah melahirkan 13 anak, membebaskan mereka dari perbu-
dakanǤ Bukankah saya perempuanǫ Saya tidak sependapat dengan 
orang yang mengatakan bah�a perempuan harus selalu dibantu 
laki-laki dan karenanya tidak punya hak pilihǤ”

    PP-1

Senang sekali berdialog dengan Anda semuaǤ Kini kami harus men-
�ari RA KartiniǤ Tidak afdol kalau dalam peta perjalanan kita ini 
melupakan tokoh ituǤ

   OdG

Kartini yang dari epara, Indonesia ituǫ Kebetulan “ruang kerjanya” 
bersebelahan dengan sayaǤ Kami sama-sama menyukai sastra, saya 
bisa panggilkan diaǤ “Tini, TiniǤǤǤ kemarilahǤ Ada anak-anak muda 
Indonesia di siniǤ”

   Tini

Ah, semua kumpulǤ Ada apa iniǫ

   PP-2

Kami sedang mengumpulkan informasi, berdialog dengan para 
perintis penegakan HAM perempuanǤ Saya bangga RA Kartini ada-
lah perempuan Indonesia yang berdiri di garis depan untuk perem-
puan pada masa ituǤ

   Tini

Terima kasih pujiannyaǤǤǤ tetapi panggil saya Kartini saja, dan se-
sungguhnya saya merasa belum berbuat apa-apaǤ Perhatian saya 
pada sistem dan praktik ketidakadilan terhadap perempuan adalah 
ketika saya mulai dipingit sekitar tahun 1880-an, saya tertekan di-
kurung dan tidak dapat melanjutkan sekolahǤ Tetapi saya jauh lebih 
tertekan lagi saat menyaksikan penderitaan perempuan karena 
poligamiǤ
Saya membebaskan diri dari tekanan yang dahsyat itu dengan �ara 
memba�aǤ Ternyata buku, ba�aan, dan pengetahuan baru adalah 
jendela pembebasanǤ

PP-2
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   Tini

Beruntunglah keluarga kami terpelajar, kakek, paman, ayah, dan 
kakak saya terbiasa berbahasa BelandaǤ Waktu dalam pingitan saya 
berkoresponden dengan dunia luar, saya pun memba�a apa saja 
yang ada, koran, majalah, novel, jurnal ilmiah, essay, sampai nota-
nota pemerintahǤ
�e�at surat-surat itu saya utarakan pandangan dan renungan saya, 
saya menentang budaya pingitan, poligami, dan kolonialismeǤ Saya 
suarakan pembelaan saya bagi kaum perempuan dan rakyat jelata 
le�at pena, le�at artikel dan surat-surat berbahasa BelandaǤ

     ST

Nampaknya penjajahan di selatan sama bengisnya dengan praktek 
perbudakan di AmerikaǤǤǤǤ bagaimana menurutmu Tiniǫ

   Tini

�a serupaǤ Di negeri saya dulu, sekitar tahun 1830-an, pemerin-
tah kolonial menerapkan program Tanam Paksa, rakyat dipaksa 
menanam tanaman yang bukan untuk kebutuhannya sendiri, untuk 
ekspor, tetapi hasilnya bukan untuk merekaǤ Seperlima tanah me-
reka diambil, pajak men�ekik, dan mereka dipaksa bekerja tanpa 
bayaran jika tidak punya tanahǤ Rakyat dan tanah rakyat diperas 
hingga kurus kerontangǤ
Sejak masa itu sudah mulai anak-anak perempuan diperjual 
belikanǤ Praktik poligami memperparah kerusakan yang dibuat 
oleh pemerintah kolonialǤ Perempuan dipelakukan tidak lebih dari 
sekedar alat untuk memuaskan nafsu kuasa dan menjadi korban 
dari kelemahan keluarga-keluarga miskin yang harus bayar hutangǤ 
Mereka dijadikan selirǤ

   CdP

Saya dengar Anda menikah dan ikut dalam arus poligamiǤ 
Betulkahǫ

    Tini

�ahǤǤǤǤ Saya sebetulnya tidak ingin menikah, saya ingin terus be-
lajar sampai ke jantung pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 
saya ingin mengabdi pada dunia pendidikanǤ �ntuk semua itu saya 
harus berkompromi dengan tekanan yang datang dari luar agar 
saya tidak patah, agar saya bisa mulai melakukan pendidikan bagi 
anak-anak perempuanǤ
Masa perjuangan saya terlalu pendek, saya menutup mata ketika 
melahirkan anak laki-laki, umur saya baru 25 tahunǤ Sekolah yang 
saya dirikan baru beberapa tahun berjalanǤ Penjajahan masih ber-
langsungǤ Praktik poligami masih merajalelaǤ Saya merasa belum 
apa-apaǤ Saya berharap bangun kembali setelah satu abad tidur 
panjang untuk melihat fajar baru emansipasi perempuanǤ

Tini

   Tini

Tini

ST

CdP
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   PP-1

Kami ingin mengu�apkan terima kasih kepada
semuanyaǤ Keberadaan kami tidak terlepas
dari perjuangan Anda semua dan perjuangan
kami akan juga mempengaruhi keberadaan
generasi mendatangǤ Kami belajarǤ

    PP-2

Kami akan terus belajarǤ Terima kasihǤǤǤ selamat tinggal, sampai 
jumpa lagiǤ

PP-1

2
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI KELOMPOK Episode 1

Apa yang sedang berke�amuk di masyarakat yang melatarbelakangi pemikiran Ȉ 
tokoh-tokoh tersebut di atas ǫ
Dari kelas manakah tokoh-tokoh tersebutǫȈ 
Apa yang diperjuangkan oleh masing-masingǤ Apakah ada benang merah per-Ȉ 
juangan dari tokoh di abad ke 15, 18, danǫ 19
Mengapa kebanyakan dari mereka membuat sekolah untuk perempuanǫȈ 
Pelajaran apa saja yang Anda petik dari perjuangan tokoh-tokoh iniǫȈ 
Apakah pesan perjuangan mereka di abad 15, 18, dan 19 itu masih relevan Ȉ 
dengan kenyataan di Indonesia saat ini ǫ Apa saja, sebutkan isi dan konteksnyaǤ
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Episode Kedua
Talk Show: “Seperti Empat Mata”
Institusionalisasi Pengakuan Hak Asasi Perempuan

Pemain/Tokoh Posisi/Latar Belakang Pemain

  Tukil

Peserta training HAM

Asisten Tukil

Peserta training HAM

    ER

Eleanor RooseveltȄistri presiden ke-32 Amerika Ser-
ikat, Franklin Delano RooseveltȄketua komisi HAM PBB 
pertamaǤ

     BB

Bodil Begtrup, ketua Komisi Status Perempuan pertama 
yang berasal dari DenmarkǤ

    SHA

Syarifah Hamid Ali, anggota Komisi Status Perempuan 
yang berasal dari IndiaǤ

    MB

Minerva Bernardino, anggota Komisi Status Perempuan 
yang berasal dari Domini�an Republi�, merupakan salah 
satu dari empat perempuan penanda tangan Piagam PBBǤ

   GM

Graciela Morales, anggota Komisi Status Perempuan 
yang ber asal dari Costa Ri�aǤ

   EB

Ester Boserup, ekonom dan penulis asal Denmark yang 
salah satu hasil penelitiannya tentang peran perempuan 
dalam pembangunan ekonomi menjadi bahan reϐleksi 
yang menggugah kesadaran tentang beban yang ditang-
gung oleh perempuanǤ

BB

ER

 Tukil

Asisten T

SHA

MB

GM

EB
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   Tukil

Pemirsa, tamu-tamu kita dalam Talk Show 
Seperti Empat Mata kali ini sangat 
istime�a, mereka adalah tokoh-tokoh 
yang berhasil memastikan bah�a 
hak asasi perempuan bukan saja 
diakui, tetapi juga memiliki instrumen 
perlindungan di tingkat inernasionalǤ Tanpa panjang 
kata, saya panggilkan yang pertama: Madame Eleanor 
RooseveltǤ

Hallo, how are you?

   Asisten Tukil

Silakan duduk IbuǤ Pertanyaan pertama dari layar lap-
top saya, BuǤ Bagaimana �eritanya Ibu memperjuangkan 
pengakuan hak-hak perempuan di PBBǫ Ibu adalah kedua 
pertama Komisi HAM PBB, bukanǫ

       ER

Terima kasih ȋMasȀMbakȌ TukilǤǤǤ Ini �erita perjalanan 
panjangǤ Anda tahu kan, setelah kita semua menyak-
sikan tragedi kemanusiaan pada perang dunia keduaǤ 
Masyarakat dunia ingin memastikan tragedi ini tidak 
terulang kembaliǤ
Piagam PBB disepakati atau ditandatangani pada tahun 
1945 di San Fransis�oǤ Waktu itu ada 160 penanda tangan 
yang me�a kili negara-negara di berbagai belahan duniaǤ 
Dari 160 penandatangan itu ada 4 perempuan yaitu Ibu 
Minerva Bernardino ȋme�akili Domini�an Republi�Ȍ, 
Ibu �irginia Gildersleeve ȋme�akili negara saya �nited 
StatesȌ, Ibu Bertha �ut� ȋme�akili Bra�ilȌ and ibu Wu 
�i-Fang ȋme�akili ChinaȌ Ǥ Meskipun �uma empat orang, 
mereka berhasil memasukkan perspektif perempuan 
dalam Piagam PBBǤ

Kalau tidak ada 4 orang itu, isi piagam akan macho banget 
ya, Buǫ Peran Ibu sendiri di manaǫ

    ER

Peran sayaǤǤǤ HeǤǤǤ heǤǤǤ heǤǤǤ orang bilang sebagai pembisik 
presidenǤ Kebetulan suami saya �aktu itu menjabat 
presiden �nited States of Ameri�aǤ Saya tidak perlu mem-
bantah omongan orang itu, �alaupun sebenarnya peran 
yang saya ambil jauh lebih besar dari sekedar pembisikǤ 
Sebagai ϔirst lady dan sebagai pribadi, saya ikut memikir-
kan konsep dunia baru yang bebas dari kekerasanǤ Dunia 
baru yang penuh kerja sama untuk perdamaian, keadilan, 
dan kesejahteraanǤ

Tukil

Asisten T

ER

ER

ER

Tukil
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     ER

adi, pada pertemuan inagurasi Sidang �mum PBB di �on-
don sekitar bulan Februari tahun 1946, saya ikut menjadi 
anggota delegasi Pemerintah AmerikaǤ Pada kesempatan 
itu saya memba�akan S�RAT TERB�KA yang intinya me-
nyerukan pemerintah di seluruh dunia agar mendorong 
perempuan mengambil peran lebih aktif dalam persoalan 
nasional dan internasionalǤ Seruan ini juga disampaikan 
langsung kepada perempuan untuk menyadari kesempat-
an maju ke depan dan berbagi dalam kerja perdamaian 
atau kerja rekonstruksi sebagaimana yang telah mereka 
lakukan pada masa perang dan perla�ananǤ
Anda tahu, tidak lama kemudian setelah pertemuan itu, 
PBB mendirikan Komisi HAM dan saya diminta mengep-
alai Komisi ituǤ

  Asisten Tukil

Sejarah men�atat bah�a tidak lama setelah Sidang �mum 
PBB tahun 1946 itu, Komisi HAM berdiri dan Madame 
Eleanor Roosevelt diminta untuk memimpin komisi terse-
butǤ Bagaimana �erita Komisi Status Perempuan apakah 
ada hubungannya dengan Komisi HAMǫ

      ER

Tentu ada hubungannya, hubungan kerja dan visiǤ Tetapi 
keduanya merupakan entitas yang berbeda, badan PBB 
yang berdiri sendiri-sendiriǤ
A�alnya saya sendiri termasuk dalam kelompok orang 
yang tidak menginginkan pemisahanǤ Saya berpandangan 
masalah perempuan dibahas oleh Komisi HAM bukan 
oleh komisi yang terpisah dari Komisi HAMǤ Oleh karena 
itu, di masa a�al kami menyebut Komisi Status Perem-
puan sebagai sub komisi dari Komisi HAMǤ Tetapi banyak 
delegasi perempuan dan NGO yang berpandangan bah�a 
adanya badan yang khusus menangani perempuan di PBB 
sangat dibutuhkan, akhirnya pada tanggal 21 uni 1946 
Komisi Status Perempuan berubah dari sub komisi men-
jadi komisi penuhǤ
Hubungan dua komisi ini jelas adaǤ Menegakkan hak asasi 
manusia se�ara universalǤ Komisi HAM selalu mengun-
dang Ketua Komisi Status Perempuan untuk hadir dalam 
sidang-sidang regionalǤ

   Tukil

Baiklah, pemirsa, tamu kita yang kedua adalah Ketua 
Komisi Status Perempuan yang pertama, dari Denmark, 
Madame Bodil Begtrup, selamat malamȗȌ ibuǤǤǤ apa kabarǤǤǤ 
Kami ingin dengar pengalaman ibu memimpin Komisi 
Status Perempuan ȋKSPȌǤ

ER

Asisten T

ER

Tukil
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      BB

TackoǤǤǤ TukilǤ
Oh, itu adalah pengalaman saya yang
sangat unik, semua masih serba baru,
perang baru saja usaiǤ PBB baru saja
didirikan, semua negara anggotanya
sibuk dengan perbaikan infrastrukturǤ
KSP dimandatkan untuk memajukan hak perempuan di 
segala bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial, dan pendidi-
kanǢ dan memastikan ada kesetaraan hak laki-laki dan 
perempuanǤ
Dengan adanya Komisi Status Perempuan, persoalan 
perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah dipela-
jari se�ara internasional dan diberikan makna sosial 
yang pentingǤ Beberapa persoalan kiranya dapat diatasi 
dengan perubahan hukum, pendidikan dan opini publik, 
tetapi banyak persoalan yang tidak sesederhana yang 
kita bayangkanǢ persoalan hak perempuan memerlukan 
pendekatan menyeluruh sekaligusǤ �ntunglah kami didu-
kung oleh lima belas anggota yang punya pemikiran luas 
dan berdedikasi tinggiǤ

  Asisten Tukil

Siapa saja 15 orang itu, Buǫ

      BB

�ang 15 ituǫ Antara lain: essie Mary Grey Street dari 
AustraliaǢ Dorothy Kenyon dari �SA, Mary Sutherland 
dari Inggris, dan Marie Helene dari Peran�i, �ralova dari 
Soviet, Way Sung Ne� dari Cina, Shareefah Hamid Ali dari 
India,
Terus siapa lagi yaǤǤǤ HmmmǤǤǤ, adaǤǤǤ Gra�iela Morales dari 
Costa Ri�a, Sara Basterre�hea dari Guatemala, Amalia 
C de Castillo �edon dari Mexi�o, Ali�e Kandalft Cosma 
dari Syria, Mihri Pektas dari Turkey, Isabel de �rdaneta 
dari �ene�uelaǤ Dan yaǤǤǤ saya sendiri, Bodil Begtrup, dari 
Denmark

   Tukil

Kita panggilkan salah satu teman ibu yaǤǤǤ dari India, Ibu 
SyarifahǤ Selamat malam, BuǤ Silakan dudukǤǤǤǤ boleh Ibu 
�eritakan pengalaman Ibu bersama Ibu Bodil menghidup-
kan Komisi Perempuan ǫ

Asisten T

Tukil

BB

BB
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     SHA

Namastee ǤǤǤǨ �ang paling saya ingat antara lain: per-
temuan pertama Komisi Status Perempuan di �ake Su�-
�ess, Ne� �ork, pada bulan February 1947Ǥ Pertemuan 
ini bukan hanya dihadiri oleh 15 per�akilan pemerintah 
yang kesemuanya adalah perempuan, tetapi juga oleh 
beberapa organisasi perempuan international yang me-
nyampaikan pidatonya se�ara resmi dalam pertemuan ituǤ
Pertemuan KSP yang pertama ini menegaskan bah�a 
Komisi Satus Perempuan harus berkontribusi pada 
penyusunan D�HAMǤ Kami merevisi bahasaǢ kami berde-
bat soal istilah “men” dan berhasil menggantikan istilah 
men menjadi “human”, supaya persoalannya tidak melulu 
dianggap sebagai persoalan men, laki-lakiǤ

  Asisten Tukil

Mari kita beri tepukan meriahǤ Saya pun ingin memanggil 
tamu kita berikutnya dari Republik Dominika Ibu Miner-
va BernardinoǤ Saya dengar Ibu adalah anggota yang pa-
ling gigih sejak a�alǤ Apa kenangan ibu yang ingin dibagi 
di siniǫ

     MB

Ah, semuanya gigih kokǤǤǤǤ Pada belasan tahun pertama kerja KSP 
difokuskan pada upaya membuat standar ȋstandard settingȌ dan 
merumuskan konvensi international untuk mengubah pera-
turan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan menyubur-
kan kesadaran global terhadap persoalan perempuanǤ
Nah, untuk itu diperlukan data dan analysa yang kuat 
atas adanya hukum dan praktik yang mendiskriminasi-
kan perempuanǤ Kami menyebarkan sejumlah kuesioner, 
melakukan kajian, menghimpun data statistik, mengum-
pulkan berbagai informasi dari berbagai pihak, melaku-
kan upaya pen�arian fakta dari satu negara ke negara lain 
untuk mendapatkan gambar yang menyeluruh atas status 
hukum dan politik perempuan yang kemudian menjadi 
pijakan dalam mengkonsepkan instrumen HAMǤ
Dari pengumpulan data, kajian dan analisis itu, kami 
mendapatkan peta persoalan bah�a pada tahun 1945, 
hanya 25 dari 51 anggota PBB memberikan hak suara 
yang sama pada perempuanǤ�� Pada tahun 1950n 
laporan kepada KSP tentang diskriminasi terhadap 
perempuan menunjukkan bah�a di 22 negara perem-
puan masih belum menikmati hak pilih dan hak di ruang 
politikǢ bahkan di negara yang menyatakan jaminan hak 
suara perempuan, dalam praktiknya banyak perempuan 
yang tidak bisa menikmati hak tersebutǤ

Asisten T

SHA

MB
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    SHA

Setelah semua fakta dibahas, setelah
melalui perdebatan panjang yang �ukup
melelahkan, akhirnya toh KSP suksesǤ 
Sidang umum PBB pada tanggal
20 Desember 1952 menerima ran�angan
kami yang berjudul The Convention of
Politi�al Rights of WomenǤ Ini adalah instrumen hukum 
internasional pertama yang mengakui dan melindungi hak 
politik perempuanǤ

 Asisten Tukil

Oh, kerjanya serius ya, BuǤ Bukan �uma studi banding 
dua-tiga hariǤ

HaǤǤǤ haǤǤǤ haǤǤǤ Nyindir siapa nihǫ

      ER

Setelah sukses dengan isu hak pilih, KSP memutar per-
hatiannya pada isu diskriminasi di bidang perka�inanǤ 
KSP membuat serangkaian ran�angan konvensi yang 
berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam ikatan 
perka�inan, seperti
aǤ identitas kebangsan ȋnationalityȌ perempuan yang 

ka�in ȋditerima pada tanggal 29 anuary 1957Ȍ,
bǤ masalah Consent, umur minimal, dan pen�atatan ȋdia-

dopsi 1 November 1965ȌǤ
�Ǥ Masalah perburuhan dan hak ekonomi perempuan 

juga menjadi perhatian KSPǤ KSP bekerjasama dengan 
I�O melakukan kajian yang berkaitan dengan hak-
hak ekonomi perempuan yang kemudian melahirkan: 
Convention on Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value, which enshrined the 
principle of equal pay for work of equal value pada ta-
hun 1951Ǥ

   Tukil

Selamat yaǤ Begitu banyak �apaian Komisi iniǤ Ah, ada 
tamu kita yang baru lagi rupanya di ujung pintuǤ Mari sila-
kan masukǤ Saya perkenalkan Madame Gra�elia Morales, 
beliau adalah angota Komisi Status Perempuan Pertama 
dari Costa Ri�a, Apa kabarǤǤǤ Selamat datang di a�ara kamiǤ

Asisten T

Tukil

SHA

ER

  ER
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     GM

Gracias... Saya hanya mau sampaikan bah�a upaya KSP 
tidak selalu berjalan lan�ar dan suksesǤ Beberapa praktik 
tradisional yang merendahkan perempuan seperti soal 
sunat ȋgenital mutilation/cuttingȌ, masih sulit dibahas 
pada tahun 1950 dan 60anǤ Persoalan ini dianggap bukan 
kekerasan, juga bukan pelaggaran HAMǤ

  Asisten Tukil

Bagaimana mengatasi hambatan ituǫ

      GM

Bertahan dan sabarǤ Itu prinsip pertamaǤ Perubahan tidak 
berjalan se�epat membalik telapak tanganǤ �ang kedua 
kami ulet, tekun, dan mengalir seperti airǤ Pada tahun 
1963 Sidang �mum PBB meminta KSP membuat draf 
Declaration on the Elimination of Discrimination against 
Women. Sidang �mum men�atat bah�a di samping ke-
suksesan men�apai persamaan hak masih ada diskrimi-
nasi terhadap perempuanǤ
Para penyusunnya diseleksi dari anggota KSP sendiri 
yang dipilih oleh sebuah komite, dimulai pada tahun 
1965Ǥ Dukungan yang luar biasa datang dari berbagai 
organisasi perempuan yang selama ini telah bekerjasama 
dengan KSPǤ
Pada tanggal 7 November 1967, deklarasi ini diadopsi se-
�ara mutlak oleh sidang �mum PBB, tetapi sayang imple-
mentasi atas deklarasi ini dilaporkan berjalan sangat 
lambanǤ Diskriminasi terus berlangsung terhadap perem-
puanǤ Di tengah berbagai kemajuan yang ada, perempuan 
tetap terpurukǤ

      BB

Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Gra�elia, i�inkanlah 
saya untuk menghadirkan seorang teman yang sangat 
penting bagi kami di komisi, seorang yang dengan gam-
blang menunjukkan pada kita bah�a ekonomi modern 
ditopang oleh pundak perempuanǤ Pertanyaannya adalah 
apakah perempuan mendapatkan manfaat dari ekonomi 
modernǤ Kita panggilkan, Ibu Ester BoserupǤ

      EB

Hallo semuaǤ Saya hanya seorang penulis, peneliti, de-
ngan bidang keahlian ekonomi dan pertanian, berasal 
dari DenmarkǤ Memang saya pernah bekerja untuk PBB 
dan organisasi internasional lainnyaǤ Pada dasarnya saya 
adalah ekonom dan penulisǤ

Asisten T

GM

GM

BB

EB
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     EB

Salah satu hasil penelitian saya yang 
berjudul Women’s Role in Economic 
Development ȋ1970Ȍ sering dijadikan 
referensi dalam melihat ketimpangan 
gender di dunia ekonomi terutama 
pertanianǤ
Penelitian ini dapat dikatakan sebagai investigasi per-
tama tentang apa yang terjadi pada perempuan dalam 
proses pertumbuhan ekonomi dan sosial di dunia ketigaǤ 
DrǤ S�asti Mitter, mengatakan bah�a buku saya ini telah 
menjadi inspirasi bagi “�N De�ade for Women” ȋ1975-
1985Ȍ, dan mendorong lembaga-lembaga dana untuk 
mempertanyakan asumsi mereka atas nertralitas gender, 
termasuk biaya dan manfaat dari pembangunanǤ
Buku saya itu mengevaluasi bagaimana dunia kerja dipi-
lah se�ara gender, tipe pekerjaan yang disebut productive 
work, dan tipe pendidikan yang dibutuhkan perempuan 
untuk pembangunanǤ Buku saya memun�ulkan perdebat-
an di sana-sini berkaitan dengan kontribusi perempuan 
dalam dunia domestik dan dunia kerja yang dibayarǤ Se-
bagian orang mengatakan bah�a biaya ekonomi modern 
ada di pundak kaum perempuan, tetapi kemiskinan lebih 
banyak dialami oleh perempuanǤ

  Asisten Tukil

�uar biasaǤ asa Ibu membuka mata banyak orang atas 
keberadaan perempuanǤ

      BB

Memang, jasa beliau besar sekaliǤ Pada akhir tahun 1960n 
dan 1970an tema kerja KSP difokuskan pada Promoting 
the Parti�ipation of Women in DevelopmentǤ Perempuan 
sebagai agen perubahan dan sebagai pengambil manfaat 
dari pembangunanǤ Pada tahun-tahun ini kesadaran akan 
adanya diskriminasi terhadap perempuan, antara lain 
karena buku Ester BoserupǤ

Apa yang lalu dilakukan oleh KSPǫ

      BB

Banyak juga yang telah dilakukan:
Pada ulang tahun KSP yang ke-25 ȋtahun 1972Ȍ, KSP Ȉ 
merekomendasikan agar tahun 1975 merupakan tahun 
perempuan internasionalǤ Ide ini diusulkan oleh Ruma-
nia dan diadopsiǤ

Asisten T

BB

EB

Tukil

BB
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     BB

KSP juga mengimbau diadakannya konferensi interna-Ȉ 
sionalǤ Konferensi pertama diselenggarakan di Mexi�o 
City pada tahun 1975 dhadiri oleh 133 pemerintah dan 
tidak kurang dari 6,000 per�akilan NGO yang membuat 
forum paralel, the International Womenǯs �ear tribuneǤ 
Konferensi ini menyusun Ren�ana Aksi satu dekade 
perempuan internasionalǤ Temanya ada tiga: Keseta ra-
an, Pembangunan, dan Perdamaian
Karena deklarasi anti diskriminai tidak efektif, Komisi Ȉ 
kemudian mengupayakan bentuk yang lebih mengikat 
yaitu KonvensiǤ Pada tahun 1979 Konvensi Penghapu-
san Diskriminasi terhadap perempuan diadopsiǤ

   Tukil

Baiklah, tamu-tamu kami yang terhormat, terima kasih 
atas pengetahuan dan pen�erahan yang telah Anda bagi 
kepada kamiǤ Rasanya masih banyak yang ingin kita 
bin�angkan, tetapi �aktu yang tersedia terbatasǤ adi kita 
harus menutup a�ara iniǤ Sekali lagi terima kasihǤ

BB

Tukil
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Beberapa Tokoh danBeberapa Tokoh dan
Peristiwa Bersejarah
yang Berkaitan dengan Hak Asasi Perempuan

1792 Mary Wollstonescraft ȋInggrisȌ menulis A Vindication of 
the Rights of WomenǤ Gerakan perempuan Suffragette Move-
ment di Ingrris pada tahun 1868 menuntut hak memilih dan 
dipilihǤ John Stuart Mill ȋ1806-1873Ȍ mendukung hak pilih 
perempuan borjuisǤ Emmeline Pankhurst, 1903 menyarankan 
penggunaan �ara kekerasan untuk mela�an kekuasaan negara 
yang se�enang-�enangǤ

ȋ1803-1844Ȍ Flora Tristan di Peran�is mengaitkan perjuangan 
perempuan dengan perjuangan kelasǤ Di erman, Clara Zetkin 
mengembangkan feminist marxisǤ

Sojourner Truth di Amerika pada tahun 1840 menggelora-
kan kesadaran pembebasan budak dan perempuanǤ 1848 DE-
K�ARASI SENECAǤ Hak-hak perempuan berdasarkan Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika, tokohnya Elizabeth Cady StantonǤ

Rosa Parks adalah seorang tukang jahit sederhana berkulit 
hitam yang menjadi aktivis gerakan perempuan akar rumput 
menuntut kesamaan hak dalam konstitusi ASǤ Peristi�a ia naik 
bus dan menolak dipindahkan ke belakang, lalu diangkat oleh 
polisi dan dipenjara menjadi fokus gerakan boikot bus yang di-
pimpin Martin �uther KingǤ

Akhir abad 19 a�al abad 20: Kartini di Indonsia memper-
juangkan pendidikan bagi kaum perempuanǤ Buku Habis Gelap 
Terbitlah TerangǤ Gerakan perempuan dalam bentuk organisasi 
bermun�ulan di antaranya Wanita Sedar, Putri Mardhika, mem-
perjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuanǤ
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1860-an Mirza Fath Ali Akhundzade di Iran dan Tan Sitong di 
Cina mendesak persamaan genderǤ

1860-an Rosa Guerra dengan periodiknya La Camela memper-
juangkan persamaan bagi �anita seluruh Amerika �atinǤ

1860-an Toshiko Kishida di epang menerbitkan I Tell You, My 
Fellow Sisters.

1920-an Kampanye memperjuangkan hak-hak perempuan akan 
informasi kontrasepsi oleh Ellen Key, Margaret Sanger, Shizue 
IshimotoǤ
1906 Konvensi internasional melarang perempuan bekerja 
malam di industriǤ
1919 Liga Internasional Perempuan untuk Perdamaian dan 
KemerdekaanǤ
1919 �SM-�SM yang memperjuangkan hak-hak perempuan mu-
lai mempermasalahkan hak anakǤ Lindungi Anak-anak (Save 
The Chidren) ȋInggrisȌǤ
1928 Komisi Inter-Amerika mengenai Wanita untuk memastikan 
pengakuan hak politik dan sipil Perempuan
10 Desember 1948 Majelis �mum PBB mengadopsi Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia ȋD�HAMȌ, pasal 2 menentukan 
bah�a: ”semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan 
seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun se-
peri ras, �arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau 
pandangan lain, asal asul , kebangsaan atau kemasyarakatan, hak 
milik, kelahiran atau apapun kedudukan lain”
Konvensi internasional pertama yang memusatkan perhatian 
pada rentannya perempuan dalam keadaan tertentu lahir pada 
tahun 1949 yaitu: Konvensi Penindasan Perdagangan Orang 
dan Eksploitasi Melacurkan Orang LainǤ
Konvensi ILO 100 pada tahun 1951 menjamin persamaan upah 
buruh perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama 
nilainyaǤ
Pada tahun 1952 hadir Konvensi tentang Hak Politik Perem-
puanǤ 1956 terbit Konvensi Tambahan tentang Pembasmian 
Perbudak an yang berusaha menghapus praktik dan kebiasaan 
memberikan dan mengalihkan perempuan sebagai alat bayar, 
me�ariskan perempuan kepada orang lain setelah suaminya 
meninggal, dsbǤ
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1960-an Ȃ 1970-an gerakan pejuang hak-hak perempuan 
menuntut persamaanǤ Tahun 1967 Majelis umum PBB 
meng adopsi Declaration on the Elimination of Discrimi-
nation against WomenǢ pada tahun 1979 Konvensi PBB 
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
�anita ȋCEDAWȌ berhasil dirumuskan dan diadopsi oleh 
Majelis �mum, diberlakukan pada tahun 1981Ǥ Tahun 1992 
Komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi �mum no 19 
tentang Kekerasan terhadap PerempuanǤ
Konferensi Perempuan pertama di Mexi�o City berlang-
sung pada tahun 1975, kedua di Copenhagen 1980, ketiga di 
Nairobi 1985, keempat di Beijing 1995
Tahun 1993 lahir Deklarasi dan Program Aksi WinaǤ Tang-
gal 20 Desember 1993 Majelis �mum PBB mengadopsi 
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap PerempuanǤ 
Spe�ial Rapporteur �AW ȋKekerasan Terhadap PerempuanȌ 
yang pertama adalah Radhika ComaraswamyǢ kedua Ya-
kin ElturkǤ ICPD ȋKonferensi Kependudukan dan Pemban-
gunanȌ tahun 1994 di Kairo menegaskan pelayanan keseha-
tan reproduksi dan hak reproduksi perempuanǤ Tahun 1999 
Majelis �mum PBB mengadopsi Protokol Opsional CEDAW 
untuk pengaduan individualǤ
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HAK SIPIL, POLITIK DAN 
EKONOMI, SOSIAL, & BUDAYA

DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANG

DENGAN PERSPEKTIF GENDER

DISKUSI DENGAN NARASUMBE

Kegiatan 4A

Memahami bah�a Hak Sipil dan Politik serta Hak Ȉ 
Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah hak dasar yang 
dijamin dalam D�HAM, Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik, dan Kovenan Internsional Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya, CEDAW dan instru-
men HAM internasional lainnyaǤ
Memahami bah�a HAM bersifat universalǤ Setiap Ȉ 
individu tanpa membedakan jenis kelamin, kelas, 
etnik, ke�arganegaraan, dan status atau kondisi 
lainnya berhak untuk mendapatkan dan menikmati 
hak yang samaǤ
Memahami bah�a realitas dan pengalaman yang Ȉ 
dimiliki perempuan menunjukkan hal yang berbe-
da dari yang seharusnya perempuan dapatkanǤ
Memahami dan mampu menggunakan kerangka Ȉ 
kerja atau alat konseptual dan legal dalam peker-
jaan yang berkaitan dengan hak Sipil dan Ekosob 
dalam perspektif genderǤ

Tujuan

� Alat presentasi
� Metaplan
� Kertas plano
� Alat tulis

Alat yang 
Dibutuhkan

� �embar Kun�i 12: Peng-
antar Kovenan Interna-
sional Hak Sipil serta 
Kovenan Internasional 
Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya
� �embar Kun�i 13: Hak 
Sipil dan Politik serta 
Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya dengan perspektif 
gender
� Baca juga: D�HAM, 
CEDAW, Program Aksi 
dan Deklarasi Wina 1993, 
Beijing De�laration and 
Platform for A�tion

Bahan Belajar

Metode

Ceramah nara sumberȈ 
Tanya ja�abȈ 
Diskusi kelompokȈ 

2ǯ Fasilitator memperke-
nalkan narasumber

45ǯ Narasumber presentasi
75ǯ Tanya ja�ab
45ǯ Diskusi kelompok
43ǯ Presentasi dan sintesa

Langkah-langkah
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Lembar Kunci 12:

Hak Sipil dan Politik SertaHak Sippil dan Politik Serta
Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya

Pengantar Kovenan Internasional

Kovenan Internasional Hak Sipil ȋKIHSPȌ dan Politik serta Kovenan Inter-
nasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ȋKIHESBȌ adalah produk Perang 
Dingin, yang merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan 
negara blok Sosialis mela�an kekuatan negara blok KapitalisǤ Situasi persa-
ingan antara kedua blok ini mempengaruhi pembentukan instrumen HAM 
internasional yang kala itu dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBBǤ 
Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-
hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan yang 
berbedaǤ Kini dengan perkembangan dunia, pendekatan yang digunakan 
adalah perspektif indivisibility, yaitu meletakkan kedua hak tersebut dalam 
hubungan yang saling kait-mengait dan tidak terbagiǤ

KIHSP pada dasarnya memuat ke-
tentuan mengenai pembatasan 

penggunaan ke�enangan oleh apa-
ratur represif negara, khususnya 
aparatur represif negara yang men-
jadi NegaraȂNegara Pihak KIHSPǤ 
Oleh sebab itu, hak-hak yang ter-
himpun di dalam KIHSP biasanya se-
ring disebut sebagai hak-hak negatif 
ȋnegative rightsȌǤ Artinya, hak-hak 
dan kebebasan yang dijamin di da-
lamnya akan dapat terpenuhi apa-
bila peran negara terbatasiǤ Tetapi 
apabila negara berperan interven-
sionis, tidak bisa dielakkan hak-hak 

dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negaraǤ

p
r
a
j
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h
r
ȋ
d
l
b
a
s
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Pasal 1: Setiap bangsa berhak menetukan nasibnya sendiriǤ
Pasal 2: Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, �arna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau 
pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak 
milik, status kelahiran atau status lainnyaǤ

Pasal 3: Negara �ajib untuk menjamin kesetaraan antara pria 
dan �anita sehubungan dengan hak sipolnyaǤ

Pasal 4: Negara dalam keadaan darurat umum, dapat menge-
sampingkan hak-hak atau tidak menghiraukan hak-hak iniǤ 
Dalam hal negara melakukan pembatasan, hak-hak tersebut 
tidak boleh tidak dilaksanakan berdasarkan diskriminasi 
berdasarkan ras, �arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
dan asal-usul sosialǤ

Pasal 6: Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat 
pada dirinyaǤ Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di ba�ah usia 18 
tahun dan pada perempuan yang sedang mengandungǤ

Pasal 7: Negara tidak boleh melakukan penyiksaan yang akan 
menurunkan atau tidak menghargai martabat manusiaǤ

Pasal 8: �arangan perbudakanǤ
Pasal 9: Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadiǤ
Pasal 10: Orang yang dirampas kemerdekaannya �ajib diper-

lakukan se�ara manusia�i dan menghormati martabatnyaǤ
Pasal 12: Hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan 

untuk memilih tempat tinggalǤ
Pasal 14: Semua orang memiliki kedudukan yang setara di de-

pan pengadilan dan badan peradilanǤ
Pasal 16: Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukumǤ
Pasal 17: Tidak ada kese�enangan atau �ampur tangan se�ara 

tidak sah terhadap masalah pribadi, keluarga, rumahǤ
Pasal 18: Kebebasan berpikir, kebebasan beragamaȀkeper�a-

yaanǤ
Pasal 19: Hak untuk berpendapat dan berekspresiǤ
Pasal 20: �arangan tentang hasutan untuk keben�ianǤ
Pasal 21: Hak untuk berkumpul se�ara damaiǤ
Pasal 22: Hak atas kebebasan berserikatǤ
Pasal 23: Hak untuk menikah dan kemudian membentuk 

suatu keluargaǤ Bah�a kedua orang di dalam perni-
kahan, harus betul-betul dalam keadaan bebas dan 
mau untuk menikahǤ

n
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Pasal 24: Hak anak untuk dilindungiǤ
Pasal 25:Hak atas partisipasi politikǤ
Pasal 26: Hak kesetaraan di depan hukum dan memperoleh 

proteksi yang setara di depan hukumǤ
Pasal 27: Hak kelompok minoritasǤ

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sering kali disebut sebagai 

hak positif ȋpositive rightsȌǤ Disebut demikian karena untuk 
memenuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan Interna-
sional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ȋKIHESBȌ diperlu-
kan keterlibatan negara yang besarǤ Negara harus bertin-
dak aktif untuk me�ujudkan pemenuhan hak-hak dalam 

KIHSEBǤ Sebagai hak positif, maka hak ekonomi, sosial dan 
budaya dianggap tidak dapat dituntut di muka pengadilan 

ȋnon-justiableȌǤ Berbeda dengan hak sipil dan politik yang di-

Se�ara sederhana, hak-hak dan kebebasan dasar yang terkandung dalam KIHSP 
dapat diklasiϐikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

Â Non-Derogable Rights. Hak-hak yang bersifat absolut, yang tidak boleh dikura-
ngi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, �alaupun dalam keadaan darurat 
sekalipunǤ �ang termasuk dalam hak jenis ini adalah:

Hak atas hidupȈ 
Hak untuk bebas dari penyiksaanȈ 
Hak untuk bebas dari perbudakanȈ 
Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian ȋutangȌȈ 
Hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surutȈ 
Hak sebagai subjek hukumȈ 
Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agamaǤȈ 

Negara-Negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis 
ini sering kali akan mendapat ke�aman sebagai negara yang telah melakukan pe-
langgaran serius hak asasi manusia ȋgross violation on human rightsȌǤ
Â Derogable rights. Hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya 
oleh Negara-Negara PihakǤ �ang termasuk dalam hak jenis ini adalah:

Hak atas kebebasan berkumpul se�ara damaiȈ 
Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota seri-Ȉ 
kat buruh

Non-Derogable & Derogable Rights

Hak 
ha

m
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ȋnon-
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anggap �ajar jika pelanggarannya diajukan ke pengadilanǤ 
Contoh yang sering dikemukakan untuk menggambarkan 
hal ini adalah: jika terjadi kekerasan aparat hukum terha-
dap masyarakat dianggap dapat diajukan ke pengadilan, 
namun jika seseorang kehilangan pekerjaannya maka di-
anggap tidak dapat diajukan ke pengadilanǤ Pendapat ini 
menegaskan argumen yang menyatakan bah�a hak sipil 
dan politik dianggap tidak membutuhkan pengeluaran 
uang ȋdalam jumlah yang besarȌ dan hak ekonomi, sosial 
dan budaya dianggap bukan hak yang dapat dilaksanakan 
ȋnon-enforsceableȌ atau tidak dapat diajukan ke pengadilan 
ȋnon- justiableȌǤ
Alasan lain yang sering digunakan oleh mereka yang meng-
anggap hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dilak-
sanakan dan tidak dapat diajukan ke pengadilan adalah 
bah�a hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat 
memberi efek langsung ȋimmediate effectȌ seperti hak sipil 

Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau ber-Ȉ 
ekspresiǢ termasuk kebebasan men�ari, menerima 
dan memberikan informasi dan segala ma�am gagasan 
tanpa memperhatikan batas ȋbaik melalui lisan mau-
pun tulisanȌǤ
Negara-Negara Pihak KIHSP diperbolehkan mengu-Ȉ 
rangi atau mengadakan penyimpangan atas ke�ajiban 
dalam memenuhi hak-hak tersebutǤ Namun, penyim-
pangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding 
dengan an�aman yang dihadapi dan tidak diskrimi-
natif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ke-
tertiban umum atau kesehatan atau moralitas umumǢ 
dan menghormati hak atau kebebasan orang lainǤ
Kritik yang sering diberikan kepada ketentuan di atas Ȉ 
sering disebut sebagai “clawback”, yaitu bah�a keten-
tuan tersebut memberikan keleluasaan yang dapat 
disalahgunakan oleh negaraǤ �ntuk menghindari hal 
tersebut, KIHSP telah menggariskan bah�a hak-hak 
tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang di te-
tapkan oleh Kovenan ini”Ǥ Selain diharuskan juga me-
nyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan terse-
but dilakukan kepada semua Negara Pihak KIHSPǤ

Hak Ekonomi, 
Sosial, dan 

Budaya sering 
kali disebut se-
bagai hak positif 
ȋpositive rigthsȌǤ
YZ
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dan politik dan tergantung pada ketersediaan sumber dayaǤ Se-
bagaimana ter�ermin dalam pasal 2 KIHSEB, yang menyatakan 
hak tersebut direalisasikan se�ara progresif ȋprogressive real-
izationȌ:

“Setiap negara pihak ǤǤǤberjanji untuk mengambil langkah-lang-
kah, baik sendiri maupun melalui bantuan kerjasama interna-
sionalǤǤǤ untuk se�ara progresif men�apai per�ujudan penuh 
dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini, ǤǤǤtermasuk dengan 
pengambilan langkah-langkah legislatifǤ”

Argumen-argumen yang disebutkan di atas tidaklah tepat kare-
na tidak bisa membedakan antara �ara pemenuhan hak dengan 
keharusan hak itu dilindungiǤ Cara pemenuhan tidak mengubah 
sifat hukum maupun fundamentalnya hak ekonomi, sosial dan 
budaya bagi martabat manusiaǤ Oleh karena itu, perbedaan ini 
tidak dengan sendirinya mengubah Ǯstatusǯ-nya sebagai hak 
asasi manusiaǤ

Kandungan Hak dalam KIHESB
Pasal 1: Setiap bangsa mempunyai hak menentukan nasib Ȉ 
sen diri
Pasal 2: Per�ujudan se�ara bertahap hak-hak dalam Kove-Ȉ 
nan, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, �arna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau 
pandangan lainnya
Pasal 3: Hak yang sama antara laki-laki dan perempuanȈ 
Pasal 4: Pembatasan pemenuhan hak ditentukan oleh hu-Ȉ 
kum, semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dalam 
suatu masyarakat yang demokratis
Pasal 5: �arangan untuk menghan�urkan hak atau kebebasan Ȉ 
yang diakui dalam Kovenan
Pasal 6: Hak atas pekerjaanȈ 
Pasal 7: Hak atas kondisi kerja yang adil dan baikȈ 
Pasal 8: Hak untuk membentuk serikat buruhȈ 
Pasal 9: Hak atas jaminan sosialȈ 
Pasal10: Perlindungan kepada keluarga, pernikahan harus Ȉ 
berdasarkan persetujuan kedua �alon suami dan istri, hak 
untuk �uti bagi ibu hamil dan melahirkan, anak untuk bebas 
dari eksploitasi ekonomi dan sosial
Pasal 11 : Hak atas kehidupan yang layakȈ 
Pasal 12 : Hak atas kesehatan ϐisik dan mentalȈ 
Pasal 13 : Hak atas pendidikanȈ 
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Pasal 14 : Wajib belajar se�ara �uma-�umaȈ 
Pasal 15 : Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Ȉ 
menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, memper-
oleh keuntungan dan perlindungan atas kepentingan moral 
dan material yang didapatkan dari karya ilmiah, sastra, atau 
seni apa pun yang telah di�iptakan

Bagaimana jika negara menyatakan 
sumber-sumber yang dimilikinya ti-
dak mampu memenuhi HAM?

KIHESB telah menjelaskan bah�a hak-
hak yang ter�antum di dalamnya tidak 
selalu tergantung pada ketersediaan 
sumber-sumber daya, melainkan pada 
akses yang sama terhadap sumber-
sum ber tersebutǤ Pemerintah negara-
negara kaya akan dianggap melanggar 
ke�ajibannya jika men�egah akses 
yang sama terhadap sumber-sumber 
da yaǤ Sebaliknya pemerintah dari neg-
ara-negara miskin yang memiliki sum-
ber daya yang terbatas sekalipun juga 
dapat memenuhinya, misalnya melalui 
perangkat perundang-undang an yang 
menjamin adanya akses yang samaǤ

Jika mengacu pada kondisi di atas, 
apa ukuran yang dapat digunakan 
un tuk menentukan ada tidaknya 
pelanggaran hak ekonomi, sosial 
dan budaya dalam suatu negara?

Salah satu �ara yang dapat diguna-
kan untuk melihatnya adalah dengan 
mem bandingkan pengeluaran untuk 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
dengan pengeluaran untuk militerǢ 
pengeluaran negara untuk kesehatan, 
pendidikan, perumahan dengan peng-
gunaan anggaran negara untuk pem-
belanjaan peralatan militerǤ Dengan 
membandingkan anggaran ataupun 
pe ngeluaran belanja negara maka da-
pat ditentukan sejauh mana negara 
telah mengutamakan penggunaan 
sum ber daya yang ada, baik keuang an, 
alam, manusia, teknologi, dan informa-
si untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, 
sosial dan budayaǤ

Pertanyaan yang muncul

Dalam berberapa kali pelatihan pernyataanȀpertanyaan yang sering mun�ul 
untuk sesi ini adalah:
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Lembar Kunci 13:

Hak Sipil dan Politik SertaHak Sippil dan Politik Serta
Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya
dengan Perspektif Gender

Setelah memahami seluk beluk hak sipil dan politik serta hak ekonomi, 
sosial dan budaya, kita melangkah pada hak sipil politik serta hak ekonomi, 
sosial dan budaya dengan perspekif gender yang bertujuan untuk memasti-
kan bah�a perempuan menikmati hak-haknya dengan mengakui kebutuhan 
biologis perempuan dan menyadari risiko kerentanan dan tidak diuntung-
kan karena perannya yang berdasarkan gender, norma, nilai dan praktik 
sehari-hariǤ

�ntuk lebih memahami hak asasi manusia dengan per-
spektif gender, kita perlu melihat kerangka kerja dan 

hukum yang tersedia untuk melihat kembali bagaimana 
hak-hak sipol dan ekosob diterapkanǤ HAM adalah sebuah 
instrumen atau alat yang nilai-nilainya harus diterjemah-
kan dalam bentuk yang lebih konkret, seperti undang-
undang dan peraturan yang dapat berlaku efektifǤ

h
h
i
k
u

Dengan analisis gender dalam melihat kerangka kerja konseptual dan kerangka 
hukum yang ada, kita dapat melihat nilai, norma dan praktik-praktik yang dikon-
struksikan se�ara sosial untuk mengidentiϐikasi dampaknya terhadap perem-
puan dan bagaimana perempuan dapat menikmati HAMnya, diuntungkan oleh 
hukum, program, dan kebijakan-kebijakan yang diambilǤ Dalam realita kita meli-
hat bah�a nilai, norma dan praktik tersebut dikonstruksikan dan terus-menerus 
diulang dan ditegaskan oleh keluarga, komunitas sekitar, lingkungan kerja, insti-
tusi agama dan pendidikan, media, negara dllǤ Konstruksi ini berimplikasi pada 
alokasi peran, hak-hak, tanggung ja�ab, juga sumber daya yang mengakibatkan 
adanya pembagian peran gender dalam alokasi tersebut mengenai mana yang 
yang dianggap pantas bagi perempuan dan mana yang tidakǤ Identitas diri juga 
dibangun dalam kostruksi sosial ini, seperti halnya bagaimana laki-laki melihat 
dan mengkonstruksi dirinya, bagaimana perempuan melihat dan mengkonstruksi 
dirinya, bagaimana perempuan melihat laki-laki dan sebaliknya, sampai dengan 
bagaimana komunitas melihat dan mengkonstruksikan laki-laki dan perempuanǤ
Sebuah masalah dapat dilihat dengan perspektif gender dengan mengidentiϐikasi 
asumsi dari nilai, norma, dan praktek yang berlangsungǤ �ntuk menguji apakah 

Analisis Gender
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Produk hukum nasional yang bersifat diskriminatif terhadap 
perempuan dapat diamandemen atau direformasi dengan CE-
DAW sebagai basis hukumnya ȋpemerintah Indonesia telah 
meratiϐikasi CEDAW melalui �� No 7Ȁ1984ȌǤ Deϐinisi diskrimi-
nasi dalam CEDAW berguna untuk memperluas analisis dan 
membantu promosi agar perempuan menikmati hak-haknyaǤ 
Pasal 1 CEDAW se�ara tegas menyebutkan apa yang dimaksud 
dengan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

“ǤǤǤ setiap pembedaan, pengu�ilan, atau pembatasan yang dibuat 
atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikma-
tan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 
si pil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari 
status perka�inan mereka, atas dasar persamaan antara laki-
laki dan perempuanǤ”

Aspek-aspek diskriminasi pada Pasal 1 CEDAW adalah:
Pembedaan, pengu�ilanȀ penge�ualian, pembatasanǤ Ȉ 
Diskriminasi berdasarkan seksualȈ 
Dalam hukum, program, dan bentuk praktik lainnyaȈ 
Disengaja atau tidak diniatkan ȋdi permukaan tidak terlihat Ȉ 
mendiskriminasi, tetapi akibatnya menyebabkan diskriminasiȌ
Terjadi di ruang publik dan privatȈ 
Ada keterkaitan antara yang terjadi di masa lalu dengan Ȉ 
sekarangǤ

perempuan menikmati hak-haknya, bisa dilihat dari perangkat hukum atau pro-
gram yang berkaitan dengan HAM kemudian dilihat asumsi di belakangnyaǤ Mi-
salnya �� Perka�inan memperbolehkan suami menikah lagi jika istri tidak bisa 
memenuhi ke�ajiban, mengalami �a�at, dan istri tidak bisa memberikan ketu-
runanǤ Asumsi gender dari pasal ini adalah suami mempunyai dorongan seksual 
yang besarǤ ika dalam jangka �aktu lama tidak terpenuhi hasrat seksualnya, ia 
berhak men�ari pelampiasan lainǤ Supaya tidak dianggap �inah maka pilihannya 
adalah menikah lagiǤ Pernikahan kedua ini dianggap �ajar untuk melanjutkan 
generasinya
Dari �ontoh di atas kita dapat melihat bah�a sistem hukum sangat mungkin men-
jadi penghalang bagi perempuan untuk menikmati hak-haknyaǤ Oleh karena itu, 
kita perlu mengasah sensitivitas dalam memba�a produk hukum dengan mem-
pertanyakan asumsi yang menjadi latar belakang dalam isi produk hukum terse-
butǤ Hal penting yang harus dilihat dalam melakukan analisis gender atas produk 
hukum adalah dengan melihat struktur ȋagen, perangkat, siapa, dan sumber daya 
yang terlibat di sanaȌ, substansi ȋisi hukumȌ, dan kultur/politis ȋnorma nilai 
yang berpengaruh pada penerimaanȌǤ Tiga hal ini saling menunjangǤ ika tidak 
mempertimbangkan salah satu faktor, tidak akan efektifǤ
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Selain Prinsip Non diskriminatif, yang telah di-
jelaskan di atas, CEDAW juga didasari atas Prinsip 
Persamaan ȋSubstantive EqualityȌǤ Persamaan 
dalam konteks CEDAW merupakan pendeka-
tan yang mendasarkan pada hasil akhir sebuah 
proses, yaitu keadilan ȋkeadilan substantifȌǤ Da-
lam men�apai tujuan akhir tersebut seringkali 
prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan 
perempuan, mengingat situasi antara perempuan 
dan laki-laki berbeda akibat adanya diskriminasi 
terhadap perempuan yang telah berlangsung 

sejak lamaǤ Sebab, jika proses yang dilakukan sama, semen-
tara situasinya berbeda, maka akan tetap terjadi kesenjanganǤ 
Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang sama perlu ada 
upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasinyaǤ Setelah 
situasinya sama, maka perlakuannya dapat disamakanǤ �ntuk 
menyamakan situasi yang berbeda tersebut diperlukan adanya 
tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus, yang ditujukan 
untuk memper�epat proses penghapusan kesenjangan sehing-
ga situasi menjadi samaǤ
Prinsip Persamaan ini menyediakan pendekatan holistik untuk 
menghadapi hambatan dan halangan yang dialami oleh perem-
puan dalam penikmatan HAM-nyaǤ Memang telah terdapat 
berbagai aturan hukum yang melindungi perempuan, namun 
sangat lemah dalam implementasinyaǤ Terdapat tiga hal yang 
menjadi ukuran bagi Prinsip Persamaan ini yakni
1Ǥ kesempatan untuk mengakses atau menikmati hak
2Ǥ persamaan akses dan
3Ǥ persamaan hasil yang dapat dinikmatiǤ
Dalam hal ini perspektif gender dapat membedah se�ara sis-
tematis hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi 
hukumȀkebijakanȀprogram dan menjadi alat untuk menyusun 
strategi promosi hak asasi perempuanǤ
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MEKANISME
HAM INTERNASIONAL

CERAMAH & DISKUSICERAMAH & DISKUSI

Kegiatan 4B

Peserta memahami keberadaan badan-badan PBB Ȉ 
yang berkaitan dengan Mekanisme HAM
Peserta memahami para pihak yang bertanggung-Ȉ 
ja�ab dalam penegakan dan Pemenuhan HAMǤ
Peserta mampu menganalisa tantangan dan pelu-Ȉ 
ang dalam menggunakan Mekanisme nasional dan 
internasional bagi penegakan, pemenuhan, dan 
Perlindungan hak asasi manusia perempuan

Tujuan

� Metaplan ukuran 10x15
� Alat tulisȀspidol untuk 

menulis huruf ukuran 
“besar” terba�a oleh 
peserta dari jarak 
tertentu ȋtergantung 
ruang belajarȌ

� Po�erPoint e�uip-
ment set

Alat yang 
Dibutuhkan

� Makalah narasumber
� �embar Kun�i 14: Hukum HAM Internasional dan 
Hak Asasi Perempuan
� �embar Kun�i 15: Internasional Human Rights 
Instruments Related to Discrimination and Violence 
Againts Women

Bahan Belajar

Metode

Ceramah dan diskusi
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Langkah-langkah

1 1ǯ
Fasilitator menyampaikan salam, menyapa dan membangun suasana nyaman, 
terbuka, komunikatif, dan membangun antusiasme pesertaǤ

Fasilitator meminta peserta untuk menulis dalam metaplan yang akan dibagi-
kan tentang, “Apa yang ada dalam benak peserta jika kita mendengar kata 
mekanisme HAM internasional se�ara ringkas dan padatǤ”

Peserta dipersilakan memba�akan apa yang ditulis pada metaplan-nya dan 
meletakannya di papan tulis di depanǤ

Fasilitator mengarisba�ahi kata-kata kun�i, lalu memperkenalkan narasumber 
kepada pesertaǤ

Presentasi narasumberǤ

DiskusiȀtanya ja�ab

PenutupȀrangkumanǤ

3    10ǯ

2    2ǯ

4 2ǯ

5 60ǯ

6 70ǯ

7 5ǯ

Tips

Informasi tentang mekanisme HAM dapat diakses melalui �ebsite, Persilakan Ȉ 
peserta untuk men�ari sendiri dan merumuskan pertanyaan untuk diskusiǤ
�ntuk mengurangi kejenuhan metode �eramah, fasilitator dapat mmbantu Ȉ 
membuat permainan pembuka dengan bertanya apa yang ada di benak peserta 
jika mendengar kata Mekanisme HAM InternasionalǤ
�ist tentang pendapat peserta ditulis di depan dan dapat dijadikan titik berang-Ȉ 
kat atau bagian dari isi �eramah narasumberǤ
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Hukum HAM InternasionalHukum HAM Internasional
dan Hak Asasi Perempuan

1. Sejarah dan posisi hukum HAM INTERNASIONAL
Malapetaka kemanusiaan pada Perang Du-
nia II mendorong lahirnya sejumlah ke-
se  pakatan dan perjanjian internasional 
un tuk kerjasama perdamaianǤ Hukum in-
ternasional merupakan tantangan terhadap 
Kedaulatan Negara karena setiap individu 
merupakan subjek hukum internasionalǤ 
Pe megang hak ȋrights-holderȌ menurut 
hu  kum internasional adalah individu dan 
kelompok ȋperempuan termasuk kategori 
umum iniȌǤ Nega ra merupakan pelaksana 
ȋduty-holderȌǤ Hukum HAM internasional 
mengatur relasi rights-holder dengan duty-
holderǤ Ke�ajiban duty-holder ȋnegaraȌ me-
liputi:

Memajukan ȋȈ to promoteȌ hak asasi ma-
nusia di dalam yurisdiksinya
Melindungi ȋȈ to protectȌ hak asasi manusia di dalam yuris-
diksinya
Memenuhi ȋȈ to fulϔilȌ hak asasi manusia di dalam yurisdik-
sinyaǤ

2. Dimana hak asasi perempuan dalam regim HUKUM 
HAM INTERNASIONAL ?
Pada a�alnya Hukum HAM International dibangun di atas 
pandangan diskriminasi genderǤ Perempuan dipandang bu-
kan sebagai individu, tetapi sebagai kelompokǤ Keluarga di-
anggap sebagai benteng “Su�i”, “Keluarga adalah unit inti da-
lam masyarakat, berhak mendapat perlindungan dari negara 
dan masyarakatǤ” Apa yang terjadi dalam Keluarga tidak bisa 
diintervensi oleh negara maupun masyarakatǤ HAM tidak 
berlaku dalam lingkungan keluargaǤ
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Dalam perkembangan berikutnya, sebagai konsekuensi logis 
dari universalitas HAM, hukum HAM internasional me ngakui 
perempuan sebagai individu dan mengakui persoalan pe-
langgaran HAM dalam keluargaǤ
�okasi dan pelaku pelanggaran HAM perempuan: Terjadi 
baik di ruang privat maupun publik, seperti kekerasan di ru-
mah tangga, dan kekerasan oleh negaraǤ Pelakunya state of-
ϔicial maupun individuǤ

3. Perlindungan hak perempuan
Harus melampaui mengatur hubungan individu dan negara 
ȋwomen’s rights go beyond the relationship between the indi-
vidual and the stateȌǤ Harus mengakomodasi hubungan ke-
kuatan-kekuatan dalam masyarakat, seperti ȋiȌ budayaǢ ȋiiȌ 
agamaǢ ȋiiiȌ adat-istiadatǢ ȋivȌ kelasǢ dan seterusnyaǤ

4. Tanggungjawab negara untuk HAM perempuan
Di bidang Hukum, memastikan agar hukum tidak dis-Ȉ 
kriminatif
Di bidang pembangunan, memastikan program pemba-Ȉ 
ngunan tidak diskriminatif
Di bidang pendidikan, memastikan bah�a pendidikan Ȉ 
tidak diskriminatifǤ

5. Peran non-state actorǤ Ikut bertanggungja�ab
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Hak Asasi Manusia InternasionalHak Asasi Manusia Internasionnal
Perangkat yang Berhubungan dengane a gkat ya g e ubu ga de gaPerangkat yang Berhubungan dengan
Diskriminasi & Kekerasan terhadap Perempuan
Eli�e Delport illisd̷m�ebǤ�oǤ�a

1. Apa Itu Diskriminasi?
Pembedaan, peniadaan atau pembatasan Ȉ 
yang dibuat berdasarkan jenis kelamin
Dampak atau tujuan dari merusak atau Ȉ 
meniadakan pengakuan, pemenuhan atau 
pelaksanaan Hak   
Pemisahan langsung atau tidak langsungȈ 
Rekomendasi-rekomendasi umum ten-Ȉ 
tang pembedaan jenis kelamin, peran, 
stat us perka�inan
KehamilanȈ 

2. Apa Itu Kekerasan terhadap Perem-
puan?

Kekerasan berdasarkan jender adalah sebuah bentuk diskrimi-Ȉ 
nasi atau pemisahan
Fisik, mental, seksual, an�aman-an�aman, paksaan, perampasan Ȉ 
kebebasan, ekonomi

3. Rekomendasi Umum Konvensi Penghapusan Segala Ben-
tuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) Nomor 19 
Tahun 1992

1989 Ȃ Negara harus menyertakan informasi mengenai kekeras-Ȉ 
an dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya dalam laporan 
merekaǤ
Penerapan CEDAW se�ara menyeluruh mengisyaratkan adanya Ȉ 
langkah-langkah yang pasti untuk menghapuskan kekerasan
Negara harus meninjau hukum dan kebijakan merekaȈ 
Kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia seorang Ȉ 
perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi perempuanǤ
Tidak seimbangȈ 
Kekerasan berbasis gender merusak atau meniadakan:Ȉ 
- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
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- Hak untuk mendapatkan hak yang sama pada masa konϐlik
- Hak untuk mendapatkan kebabasan dan keamanan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama
- Hak untuk mendapatkan keadilan dalam keluarga
- Hak untuk memperoleh kesehatan mental dan ϐisik de-

ngan standar yang tinggi
- Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan baik
Konvensi berlaku untuk kekerasan yang dilakukan oleh oto-Ȉ 
ritas publik, juga setiap orang, organisasi atau perusahaan
Negara mungkin bertanggung ja�ab atas tindakan-tindak-Ȉ 
an pribadi jika mereka gagal untuk
Mencegah atau menghukum tindakan kekerasan

Pasal 2 dan 3 Ȃ ke�ajiban menyeluruh untuk mengha-Ȉ 
pus semua bentuk diskriminasi
Pasal 2ȋfȌ, 5, 10ȋ�Ȍ Ȃ  sikap-sikap tradisional, prasangka, Ȉ 
seperti pele�ehan seksual
Pasal 6 Ȃ perdagangan manusia dan pela�uranȂkemiski-Ȉ 
nan dan konϐlik
Pasal 11 Ȃ kekerasan bersifat khas gender di tempat Ȉ 
kerja, seperti pele�ahan seksual
Pasal 12 Ȃ Kekerasan menimbulkan risiko terhadap Ȉ 
kesehatan dan nya�aǤ Pembatasan melalui konstruksi 
diet, mutilasi alat kelamin perempuan ȋfemale genital 
mutilationȌ, lebih berpihak pada laki-laki
Pasal 14 Ȃ �ang terutama menghadap risiko adalah Ȉ 
perempuan desa karena sikap-sikap tradisional
Pasal 16 and 5 Ȃ Sterilisasi �ajib dan aborsiȈ 
Kekerasan ȋdalamȌ keluargaȈ 

4. Rekomendasi Umum 19 Rekomendasi Khusus
�angkah-langkah yang tepat, efektif untuk menanggulangi Ȉ 
kekerasan berbasis jender
Hukum, layanan pendukung, pelatihan sensitivitas gender Ȉ 
untuk peradilan dan penegakan hukum
Para pejabatȈ 
Mendorong kompilasi statistik dan penelitianȈ 
Sosialisasi le�at media menghormati perempuanȈ 
�angkah-langkah pen�egahan dan penghukuman terhadap Ȉ 
perdagangan orang dan eksploitasi seksual
Tingkat masalah, tindakan yang diambil, keefektifan Ȉ 
tindakan-tindakan
Prosedur pengaduan yang efektif dan penyelesaiannyaȈ 
Pele�ehan seksualȈ 
Membangun atau layanan pendukung bagi korban kekeke-Ȉ 
rasan berbasis jender

Ȉ 
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Kesuburan dan reproduksiȈ 
Pelatihan dan kesempatan kerjaȈ 
�aporan risiko untuk perempuan pedesaanȈ 
�angkah-langkah untuk mengatasi kekerasan ȋdalamȌ Ȉ 
keluarga
�aporan tentang tingkataan kekerasan dalam rumah Ȉ 
tangga dan kekerasan seksual serta langkah-langkah 
yang diambil
Semua tindakan hukum dan langkah lainnya untuk Ȉ 
memberikan perlindungan terhadap Kekerasan Berba-
sis ender

5. Rekomendasi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000)
Peningkatan keter�akilan perempuan di setiap tingkat-Ȉ 
an pembuat keputusan
Pen�egahan, menajemen dan resolusi konϐlikȈ 
Ren�ana tindakan strategis Sekretaris enderal Ȉ 
 �ebih banyak perempuan yang menjadi per�akilan dan Ȉ 
utusan khusus
Memperluas peran perempuan pada operasi-operasi Ȉ 
lapangan PBB

6. UNSCR 1325
Memasukkan perspektif gender dalam operasi penjaga Ȉ 
perdamaian 
Pedoman dan pelatihan tentang perlindungan, hak dan Ȉ 
kebutuhan perempuan
Meningkatkan dukungan bagi upaya pelatihan sensitif jenderȈ 
Mengadopsi perspektif gender ketika bernegosiasi untuk Ȉ 
perdamaian dan rekomendasi umum
Semua pihak yang berkonϐlik harus menghormati se�ara Ȉ 
penuh hukum internasional yang berlaku bagi hak dan 
perlindungan perempuan dan anak perempuan
Semua pihak yang berkonϐlik mengambil langkah-lang-Ȉ 
kah khusus agar tidak terjadi kekerasan berbasis jender
Mengakhiri impunitas dan menuntut yang bertanggung ja�ab Ȉ 
atas genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang
Menghormati karakter �arga sipil dan sifat kemanu-Ȉ 
siaan pada tempat-tempat pengungsian 
Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan perempuan Ȉ 
dan laki-laki mantan kombatanȀpejuang
Misi-misi De�an Keamanan memperhitungkan pertim-Ȉ 
bangan-pertimbangan genderǤ 
Kajian tentang dampak konϐlik bersenjata terhadap Ȉ 
perempuan dan anak perempuan
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MEKANISME NASIONAL
DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANGDISKUSI DENGAN NARASUMBE

Kegiatan 4C

Peserta memahamiȈ 
Apa yang dimaksud dengan mekanisme HAM Ȉ 
nasional
Hubungan mekanisme HAM internasional dan Ȉ 
nasional
Efektivitas mekanisme nasionalȈ 

Tujuan

� Pertanyaan kuis
� Alat tulis ȋspidol dan 

kertas planoȌ
� Po�erPoint equipment 

set
� Makalah narasumber

Alat yang 
Dibutuhkan

� �embar Kun�i 16: Indo-
nesian �egal System and 
the Rights of Women
� �embar Kun�i 17: Me-
kanisme HAM Nasional

Bahan Belajar

Metode

Ceramah dan diskusi

Langkah-langkah

8ǯ �ntuk membangun suasana, fasilitator mengelola 
permainan kuisǤ Peserta dibagi menjadi tiga ke-
lompokǤ Kelompok pertama menjadi juri kuisǤ 
Kelompok 2 dan 3 bertandingǤ Pertanyaan diba-
�akan oleh juri, dija�ab oleh peserta melalui juru 
bi�araǤ Waktu dan isi ja�aban menjadi kriteria 
pemenangǤ

2ǯ Menutup kuis dan memperkenalkan narasumber
45ǯ Presentasi narasumber
60ǯ DiskusiȀtanya ja�ab
5ǯ Penutup dan rangkuman

80 Modul 4: Mengenali Mekanisme HAM dengan Perspektif Gender
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Sistem Hukum Indonesia &Sistem Hukum Indonesia &
Hak-Hak Perempuan

Rafendi amin

Sistem Hukum Belanda
Sistem hukum Indonesia sudah dipengaruhi oleh sistem hu-
kum kolonial yang memberi legalitas plural dan menerap kan 
diskriminasi ras dan genderǤ Pasal 75 Peraturan Pemerintah 
ȋKons titusi Kolonial se�ara de factoȌ membagi populasi Hindia 
Belanda menjadi Eropa dan Inlander atau penduduk asli non 
Kristen termasuk pribumi Indonesia serta Cina, Arab dan IndiaǤ 
Kategori ini kemudian dikuatkan dalam pasal 163 dan 131 In-
dische Staatsregeling tahun 1925 yang menetapkan tiga kelom-
pok ras: ȋ1Ȍ Eropa termasuk epang sebagai orang Eropa kehor-
matan, ȋ2Ȍ Timur asing: Cina, India dan Arab, dan ȋ3Ȍ Inlander 
ȋpribumiȌǤ
Menurut pasal 131 Indische Staatsregeling, terdapat tiga kate-
gori hukum, dengan kode sipil yang berbeda berlaku untuk 
setiap kelompok ras: hukum untuk orang Eropa yang berlaku 
efektif di Belanda, sementara pribumi dan orang Timur asing 
mematuhi hukum adat masing-masingǤ Hukum pidana dan Hu-
kum keamanan Negara Belanda ȋ1870Ȍ diterapkan pada semua 
individu ȋ1915Ȍ terlepas dari latar belakang etnis merekaǤ 

Status Perempuan dalam Hukum Pidana Belanda
Sifat diskriminatif gender sistem hukum Belanda tentang status 
perempuan dapat dilihat di dalam Hukum Perdata Eropa ȋBurg-
erlijke WetboekȌǤ Pasal 106, 108, dan 110 Hukum Perdata Eropa 
menyatakan, misalnya, bah�a seorang istri harus mematuhi 
suaminya dan mengikuti kemanapun suaminya memilih untuk 
tinggalǢ bah�a ia tidak berhak untuk mengambil tindakan hu-
kum tanpa persetujuan tertulis dari suamiǢ dan bah�a ia se�ara 
hukum tidak berhak untuk mengendalikan harta bersama atau 
bahkan harta sendiri tanpa persetujuan tertulis dari suaminyaǤ 
Pasal 125 Hukum Perdata Eropa menjamin hak suami untuk 
menolak menjadi ayah dari anak-anaknyaǤ
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Setelah Kemerdekaan 1945
Meskipun Indonesia memulai program untuk menyatukan 
hukum segera setelah Kemerdekaan, tiga sistem hukum terus 
berlaku sampai �aktu yang �ukup lama, dan khususnya, di bi-
dang hukum keluarga dan hukum �arisǤ Hal ini menyebabkan 
komplikasi yang sering merugikan perempuanǤ Salah satu �on-
tohnya adalah perbedaan antara pasal 41 �� Perka�inan 1974 
yang memerintahkan pembayaran tunjangan pada mantan is-
tri dan anak-anaknya dan Hukum IslamǤ Pada ketentuan untuk 
tunjangan pada mantan istri dalam �� Perka�inan tahun 1974, 
pengadilan dapat mengatur bah�a dalam kasus per�eraian, 
suami memberikan tunjangan untuk mantan istrinya sampai 
pernikahan kembali mantan istrinya ituǤ Hukum Islam, di sisi 
lain, hanya meminta suami menyediakan tunjangan selama 
100 hari setelah per�e raianǤ Di sisi lain, adat atau hukum adat 
mungkin sama diskriminatifnya terhadap perempuanǤ Sebagai 
�ontoh, di banyak �ilayah adat �anita dilarang memiliki posisi 
di de�an adat dan, dengan demikian, memiliki akses sangat ter-
batas pada proses pengambilan keputusan adatǤ Dalam kasus 
Hukum Warisan, hukum adat dapat menyatakan bah�a perem-
puan memiliki hak �aris yang sama seperti laki-laki, sedangkan 
di Hukum Islam, keturunan perempuan hanya dapat me�arisi 
setengah dari bagian yang di�arisi oleh laki-lakiǤ
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Mekanisme HAM Nasional

1. Ruang lingkup peraturan/kebijakan nasional yang 
berkaitan dengan HAM PEREMPUAN

PeraturanȀkebijakan yang bersifat preventif untuk mem-Ȉ 
ajukan dan mememenuhi hak asasi �arganya dalam ben-
tuk ren�ana program dan mekanisme pelaksanaan pro-
gram tersebutǤ
PeraturanȀkebijakan yang bersifat kuratif untuk penyele-Ȉ 
saian pelanggaran HAMǤ Di tingkat nasional ada beberapa 
mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyele-
saikan pelanggaran HAM, diatur dalam beberapa hukum 
Nasional baik untuk pelaku individu maupun aparat ne-
ga raǤ Bentuknya adalah sistem peradilanǤ

2. Jenis peradilan di Indonesia yang dapat diguna-
kan oleh perempuan untuk mencari keadilan.
Menurut �� No 5 tahun Tahun 2004 joǤ �� NoǤ 14 Tahun 
1985 joǤ �� NoǤ 23 Tahun 2002 joǤ �� NoǤ 26 Tahun 2000 
ada 6 ma�am jenis peradilan:

Peradilan �mum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Ȉ 
berkaitan berbagai isu dengan Isu kekerasan, hak da lam 
perka�inan ȋuntuk non islamȌ, hak atas perumah an 
ȋpeng gusuranȌ, hak atas kerjaǤ
Peradilan Anak, khusus untuk anak yang bermasalah Ȉ 
de ngan hukum
Peradilan HAM Adho� untuk kasus-kasus pelanggaran Ȉ 
HAM berat
Peradilan Tata �saha Negara khusus untuk menyelesai-Ȉ 
kan kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan-kebi-
jakan negara
Peradilan Agama khusus untuk menyelesaikan masalah Ȉ 
pelanggaran hak hak perempuan dalam perka�inan 
ȋkhu susnya untuk Agama islamȌ
Peradilan Militer khusus untuk menyelesaikan kasus-Ȉ 
kasus kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh mili-
terǤ
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4. Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Perempuan di 
Indonesia

Undang-Undang Landasan Untuk
�� NoǤ 1 tahun 1974 tentang Perka �inanǤ 
�� ini ditujukan antara lain untuk memper-
barui posisi hukum perempuan di IndonesiaǤ

Hak melakukan pernikahan tanpa Ȉ 
paksaan
Hak yang sama dengan suami untuk me-Ȉ 
melihara dan menentukan pendidikan 
anak-anaknya
Hak yang sama dalam pengelolaan harta Ȉ 
bersama
Hak yang sama dalam menentukan Ȉ 
tempat tinggal
Hak untuk melakukan per�eraianȈ 
Hak untuk mempertahankan perka�-Ȉ 
inan
Hak untuk mendapatkan naϐkahȈ 
Hak untuk melakukan tindakan hukumȈ 
Hak untuk membuat perjanjian perka-Ȉ 
�inan
Hak atas �arisanȈ 

Kebijakan Landasan Untuk
Amandemen ��D 1945 Pasal 28 H ayat 2
“Setiap orang berhak mendapat kemuda-
han dan perlakuan khusus untuk memper-
oleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna men�apai persamaan dan keadilanǤ”

Melaksanakan ke�ajibannya memberikan 
afϔirmative action.

TAP MPR tahun 1998 tentang GBHN
“Satu bidang yang harus dijadikan fokus 
perhatian pemerintah adalah Pember-
dayaan PerempuanǤ”

Membuat program pemberdayaan perem-
puan

TAP MPR tahun 2002 tentang GBHN, antara 
lain berbunyi: 

Perlu ada anggaranȀbudget yang diberi-Ȉ 
kan se�ara khusus untuk kepentingan 
perempuan
Kuota 30Ψ untuk keter�akilan perem-Ȉ 
puan di �egislatif

Menyediakan anggaran bagi kepentingan 
perempuan dan mendorong adanya keter-
�akilan perempuan yang memadai

3. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan Hak 
Asasi Perempuan di Indonesia
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�� NoǤ 7 tahun 1984 
tentang Ratiϐikasi CEDAW

Pengakuan dan komitmen negara untuk 
menegakkan dan melindungi hak asasi 
perempuan

�� NoǤ 39 tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi ManusiaǤ
�� ini menekankan bah�a 
hak asasi perempuan ada-
lah hak asasi manusia

Hak-hak perempuan atas:
keter�akilan dalam sistem pemilu, ȋpasal 46ȌȈ 
mempertahankan, mengganti, atau memperoleh ke�ar-Ȉ 
ganegaraan setelah menikah dengan �arga negara lain ȋ47Ȍ
memperoleh pendidikan dan pengajaran ȋ48ȌȈ 
memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan Ȉ 
profesiǢ termasuk perlindungan khusus bagi kesela-
matan dan atau kesehatannya di dunia kerja berkaitan 
dengan hak reproduksi Ȃ ȋ49Ȍ
perbuatan hukum perempuan de�asa ȋ50ȌȈ 
kesetaraan dengan suamiȀmantan suami dalam pemi-Ȉ 
likan dan pengelolaan harta dan pengasuhan anak baik 
dalam perka�inan atau setelah perka�inan putus ȋ51Ȍ

�� NoǤ 26 tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM

Pengakuan bah�a kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan 
perbudakan seksual terhadap perempuan, merupakan 
bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaanǤ

�� NoǤ 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan

Hak Cuti hamil dan tidak di-PHK karena hamilǤ

�� NoǤ 23 tahun 2002 ten-
tang Perlindungan Anak

Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual terh-
adap anakǢ termasuk Pendamping bagi korbanǤ

Kitab �ndang-undang 
Hukum Pidana ȋK�HP

Perkosaan, pele�ehan seksualǤ perdagangan perempuanȈ 
Kekerasan dalam rumah tanggaȈ 
PembunuhanȈ 

Kitab �ndang-undang 
Hukum Perdata ȋK�H 
PerdataȌ

Hak �aris dan hartaȈ 
�ang berhak menjadi ahli �aris adalah para keluarga Ȉ 
sedarah baik sah maupun luar ka�in dan si suami atau 
isteri yang hidup terlama ȋ 832Ȍ
Anak-anak yang sah mendapat bagian yang sama dengan Ȉ 
tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ȋ852Ȍ
Bagian suami atau isteri yang hidup lebih lama dipersa-Ȉ 
makan dengan seorang anak yang sah dari si per�aris 
ȋ852aȌǤ

Ratiϐikasi Konvensi I�O 
Nomor 45 dan Nomor 100 
menjadi �� Nomor 80 
dan Konvensi I�O Nomor 
106 menjadi �� Nomor 
3 Tahun 1961 tentang 
persamaan upah
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5. Peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan 
dengan HAM Perempuan

Peraturan
Kompilasi Hukum Islam ȋInpres Tahun 1991Ȍ Mekanisme penyelesaian kasus
Keppres NoǤ 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Ren�ana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekeras-
an terhadap Perempuan ȋRAN PKTPȌ

Program-program yang harus 
dilaksanakan

Keppres NoǤ 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender

Pendekatan dalam melaksanakan 
program

Keppres NoǤ 88 tahun 2000 tentang Ren�ana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan 
Anak

Program-program yang harus 
dilaksanakan

Keppres tentang Ren�ana Aksi Nasional Penghapusan 
Eksploitasi Pekerja Anak

Program-program yang harus 
dilaksanakan

Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perem-
puan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan 
Kepala Kepolisian RI tertanggal 23 Oktober 2002

Program pemberian pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung NoǤ 1 tahun 2000 
tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan 
Sifat Kejahatannya

Mekanisme penyelesaian kasus

SK Kapolri, SK Kejaksaan Agung tentang pembentu-
kan Gender Fokal Point di Kepolisian dan Kejaksaan 
Agung
�AIN-�AIN:
��RISPR�DENSI :
Hak �aris perempuan
Hak naϐkah anak dari bapak biologis

Mekanisme penyelesaian kasus

6. Legislasi nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan hu-
maniter internasional

��D 45 pasal 28 IȈ 
�� 59Ȁ1958 tentang ratiϐikasi Konvensi ene�aȈ 
�� 39Ȁ1999 HAMȈ 
�� 26Ȁ2000 Pengadilan HAMȈ 
�� 23Ȁ2002 Perlindungan AnakȈ 
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7.  Kelemahan-kelemahan legislasi HAM nasional
Gender bias pada K�HP ȋperkosaan dan Ȉ trafϔicking masuk dalam kategori ke-
jahatan susila bukannya kejahatan terhadap peroranganȌ
�� 26Ȁ2000 ttg peradilan HAM hanya mengadopsi kejahatan terhadap kema-Ȉ 
nusiaan ȋcrimes against humanity Ȍ dan kejahatan perang ȋwar crimesȌ seba-
gai pelanggaran HAM
Belum adanya harmonisasi K�HP berdasar konvenan penting yang telah di-Ȉ 
ratiϐikasi seperti konvensi anti penyiksaan
Belum dibuatnya hukum a�ara untuk pengadilan HAM ȋȈ extraordinary crimeȌ 
yang menyulitkan prosedur pembuktian di pengadilanǤ

8.  Lembaga perlindungan HAM nasional dan keterbatasannya
Komnas HAMȈ 
Komnas PerempuanȈ 
�embaga Perlindungan Anak IndonesiaȈ 
OmbudsmanȈ 
Komisi Pemberantasan KorupsiȈ 
Mahkamah KonstitusiȈ 
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AKSESIBILITAS PEREMPUAN
“DIALOG WARUNG”

TERHADAP MEKANISME HAM INTERNASIONAL

“DIALOG WARUNG”

Kegiatan 4D

Peserta mendapatkan pengetahuan yang akurat 
tentang bagaimana menggunakan mekanisme inter-
nasional untuk mengefektiϐkan mekanisme nasionalǤ

Tujuan

� Kasus ȋsebagai peng-
antarȌ

� Rumusan pertanyaan 
utama ȋmenuȌ untuk 
Dialog WarungǤ

� Alat tulis ȋspidol dan 
kertas planoȌ

Alat yang 
Dibutuhkan

� �embar Kun�i 18: 8 
Poin untuk Mengefek-
tiϐkan �paya Penegakan 
Hak Asasi Perempuan
� �embar Kun�i 19: 7 Ad-
vo�a�y �enues for Women 
Human Rights

Bahan Belajar

Metode

World cafe dialogue

Langkah-langkah

15ǯ Fasilitator menyampaikan metode cafe dialogue   
 ȋdialog �arungȌ

 Fasilitator meminta peserta memba�akan kasus
 Fasilitator membagi tempat untuk host kafe dan   

 mempersilakan peserta masuk ke dalam 
 “�a     rung”

45ǯ Putaran pertama
45ǯ Putaran kedua
75ǯ Diskusi pleno bersama narasumber

Tips

Narasumber hadir dalam presentasi pleno “Dialog 
Warung”Ǥ
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Upaya Penegakanpp y g
Hak Asasi Perempuan

8 Poin untuk Mengefektifkan

1Ǥ Dalam mengadvokasikan hak asasi perempuan perlu kreatif mengguna-
kan mekanisme nasional dan internasional pada tempat dan waktu yang 
diperlukan.

Ada kalanya hanya menggunakan salah satu mekanisme sajaȄbaik mekanis-Ȉ 
me nasional maupun internasionalȄpada satu �aktu dan tempat yang di-
butuhkanǤ
Ada kalanya perlu menggunakan dua level mekanisme se�ara simultan yaitu Ȉ 
me kanisme nasional dan internasional pada isu-isu tertentu dan lokasi ma sa-
lah yang memungkinkan kedua mekanisme tersebut saling menguatkanǤ
Ada kalanya perlu menggunakan dua mekanisme sekaligus pada satu tempat Ȉ 
yang memungkinkan keduanya diterapkan langsungǤ Misal, untuk negara-ne-
ga ra yang telah meratiϐikasi konvensi internasional tertentuǤ

2Ǥ Perlu mengembangkan strategi advokasi multi-approachǤ Kerja-kerja lobi 
ti dak perlu terpisahkan dengan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi hu-
kumǤ

3Ǥ Alat yang dipakai dan proses yang dilintasi dalam advokasi hak asasi perempu-
an sama pentingnya dengan hasil akhir yang diharapkanǤ

4Ǥ Dalam proses advokasi terdapat ruang belajar dan ruang pemberdayaan perem-
puan untuk mengubah keadaan yang dialaminyaǤ

5Ǥ Mendeϐinisikan, menuntut, dan menginterpretasikan hak asasi perempuan ada-
lah perjuangan politikǤ Perjuangan ini bukan hanya tanggung ja�ab pemerintah, 
tetapi juga masyarakatǤ

6Ǥ Peraturan dan hukum bukan hasil akhir dari perjuangan hak asasi perempuanǢ 
peraturan dan hukum hanya salah satu dari mekanisme untuk mengadvokasi-
kan hak asasi perempuanǤ Hasil akhirnya adalah tegaknya hak asasi perempuan 
dan hal itu di�apai dengan perjuangan politikǤ

7Ǥ Mengorganisasikan dan memobilisasi kelompok masyarakat dan gerakan sangat 
esensial dalam edvokasi hak asasi perempuanǤ

8Ǥ Berjaringan dan berdialog adalah salah satu strategi advokasi HAM internasionalǤ
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Lembar Kunci 19:

7 Sumber Advokasi7 v
untuk Hak Asasi Manusia Perempuan

1. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
Mengeluarkan deklarasi tentang Kemajuan Perempuan di ka�asan ASEAN Ȉ 
pada tahun 1998Ǥ  
Memiliki Sub-Komite PerempuanǤȈ 
Mengeluarkan deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempu-Ȉ 
an di ka�asan ASEAN pada bulan uni 2004Ǥ

Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
MenetapkanȀmengubah perundang-undangan domestik ȋdi masing-masing Ȉ 
negaraȌ untuk men�egah kekerasan terhadap perempuan, untuk meningkat-
kan perlindungan, penyembuhan, pemulihan dan reintegrasi korban, termasuk 
langkah-langkah untuk menyelidiki, menuntut, menghukum, merehabilitasi 
pelaku dan dan menyajikan reviktimisasi perempuan dan anak perempuanǤ
Menggalakkan pendekatan terpadu dan holistik untuk penghapusan kekeras-Ȉ 
an terhadap perempuan dengan merumuskan mekanisme pada penyediaan 
layanan bagi para korban, mengambil respon yang tepat terhadap pelanggar, 
memahami sifat dan penyebab kekerasan terhadap perempuan, dan meng-
ubah sikap dan perilaku masyarakatǤ
Mengintensiϐkan upaya untuk mengembangkanȀmeningkatkan langkah-lang-Ȉ 
kah yang bertujuan untuk men�egah kekerasan terhadap perempuan, terma-
suk adopsi dan pelaksanaan hukum, penyebaran informasi, keterlibatan aktif 
dengan para pemain berbasis komunitas, dan pelatihan hukum, aparat pene-
gak hukum, pekerja sosial dan tenaga kesehatanǤ

2. ESCAP (Economic and Social Commission in Asia and the Paciϐic)
“Bertindak sebagai pusat pengembangan utama ekonomi dan sosial dari sistem 
PBB di Asia dan Pasiϐik ǤǤǤ dan memainkan peran sebagai think-tank dan katalis 
untuk kerjasama regional ǤǤǤǤ Perannya sebagai forum antar pemerintah meng-
asumsikan signiϐikansi khusus dalam ketiadaan diskusi politik tingkat tinggi di 
antara pemerintah dalam �ilayah yang luasǤ”

3. OHCHR Regional Representative for Asia Paciϐic (January 2002)
Mendukung Sistem PBB di sebuah �ilayah untuk mengintegrasikan pendekat an Ȉ 
HAM ke dalam program-program PBB di tingkat negara dan �ilayah regionalǤ
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Mendukung pembentukan dan penguatan sistem perlindungan HAM nasional, Ȉ 
termasuk pekerjaan lembaga nasional hak asasi manusia dan organisasi non 
pemerintah ȋ�SMȌǤ
Memperkuat sistem HAM PBB di Asia Pasiϐik dengan mendorong dan mem-Ȉ 
bantu negara-negara untuk meratiϐikasi perjanjian dan melaksanakan reko-
mendasi badan-badan perjanjian dan ahli Ȁ negara tematik dari Komisi HAMǤ

4. FORUM Asia, Thailand
Sebuah jaringan organisasi HAM dengan program yang meliputi pelatihan HAM, 
pembela HAM, advokasi nasional terhadap isu-isu HAM dan fokus pada negara 
tertentu di Nepal, Kamboja, Timor �este, A�eh dan BurmaǤ

5. ARROW (Asia Paciϐic Research and Resource Center for Women), 
Malaysia
Mengelola penelitian, pemantauan dan advokasi kesehatan reproduksi dan sek-
sual serta hak asasi perempuanǤ

6. IWRAW (International Women’s Rights Action Watch Asia Paciϐic), 
Malaysia
Organisasi hak asasi perempuan yang bekerja dengan mitra-mitra nasional dan 
kelompok-kelompok perempuan internasional lainnya mengenai penafsiran 
dan implementasi CEDAWǤ

7. APWLD (Asia Paciϐic Forum on Women, Law and Development), 
Thailand
aringan organisasi hak asasi perempuan dan individu-individu di Asia Pasi-
ϐik dengan 6 �ilayah program, termasuk hak asasi perempuan dan kekerasan 
terha dap perempuanǤ 
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KDRT, KTP & PERKOSAAN
PENDALAMAN KASUSPENDALAMAN KASUS
Kegiatan 5A

Peserta menggunakan perspektif HAM-BG untuk Ȉ 
mendalami kasus KDRT ȋKekerasan dalam Rumah 
TanggaȌ, KTP ȋKekerasan terhadap PerempuanȌ 
dan perkosaan sebagai kasus pelanggaran HAM 
perempuanǤ
Peserta memahami penggunaan mekanisme HAM Ȉ 
Internasional dan nasional untuk pemenuhan hak 
perempuan korbanǤ

Tujuan

� �embar Kasus 1: Kasus 
Kekerasan dalam Rumah 
Tangga
� �embar Kasus 2: Perko-
saan Mei 1998
� �embar Kun�i 20: 
Kekerasan dalam Rumah 
Tangga
� �embar Kun�i 21: 
Perkosaan
� �embar Kun�i 22: 
Kekerasan terhadap 
Perempuan Akibat Inter-
pretasi Agama dan Praktik 
Budaya

Bahan Belajar

Metode

Studi kasus dalam kelompok

Langkah-langkah

10ǯ Fasilitator mengintroduksi berma�am kasus pe-
langgaran hak asasi perempuan, yaitu Kekerasan 
dalam Rumah Tangga ȋKDRTȌ, Kekerasan terh-
adap Perempuan ȋKTPȌ dalam praktik tradisi dan 
perkosaanǤ

 Peserta dibagi ke dalam tiga cafe yang akan mem-
bahas masing-masing kasusǤ

 Fasilitator menjelaskan metode World Cafe Dia-
logueǤ Setiap cafe “dikelola” seorang host dengan 
3 pertanyaan utamaǤ Para peserta berdiskusi se-
�ara paralel dan berputar memasuki semua cafeǤ

90ǯ Diskusi paralel dalam 3 cafe masing-masing 30 menitǤ
20ǯ Presentasi 3 host cafeǤ
60ǯ Tanggapan narasumber dan dialog
10ǯ RangkumanȀsintesa

Empat modul sebelumnya telah memberi landasan konseptual tentang 
Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Mekanisme untuk pene-
gakan HAM perempuanǤ Modul ini membangun kemampuan peserta 
pelatihan untuk menggunakan kerangka HAM-BG se�ara praktisǤ Modul 5 
menyediakan sejumlah kasus yang dibagi menjadi dua kelompokǤ ika �ak-
tu pelatihan tersedia keduanya dapat digunakan seluruhnya, jika �aktu 
terbatas maka dipersilakan untuk memilih kumpulan kasus satu atau duaǤ
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Lembar Kasus 1:

Kasus
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Saat pertama kali mengunjungi �BH APIK, keadaan 
Imah ȋbukan nama sebenarnyaȌ kusut masai de-

ngan beberapa bagian kepala yang terkelupas dan 
badan yang penuh bekas pukulanǤ Kondisi ini 

diderita Imah akibat perlakuan suaminya yang 
tak segan memukul, menempeleng, membentur-
kan kepala Imah ke dinding, bahkan menyekap 
Imah di rumahǤ Keempat anaknya pun meneri-
ma perlakuan yang sama bila berani membela 

ibu merekaǤ
Menurut Imah, perlakuan ini dipi�u oleh serang-

kaian pertengkaran setelah Imah mengetahui per-
selingkuhan suaminyaǤ Sebelumnya Imah hendak me-

nyembunyikan kondisi ini, tetapi kemudian menjadi sangat 
ketakutan karena perlakuan suami nya semakin kejamǤ Apalagi 
suaminya dikenal sebagai seorang pega�ai bereputasi baik, se-
hingga saat Imah melaporkan kejadian yang menimpanya ke 
pimpinan kantor tempat suaminya bekerja, justru Imah yang 
di�emooh dan dipersalahkanǤ
Perlakuan serupa juga Imah hadapi saat melapor ke polisiǤ Da-
lam pemeriksaan, polisi �enderung menyudutkan korban dalam 
posisinya sebagai perempuan dan bahkan menyalahkan Imah 
karena telah melaporkan kasus ini ke �BH APIKǤ Polisi pun ter-
lihat tidak responsifǤ Baru enam bulan kemudian laporan Imah 
ditindaklanjuti, itu pun atas desakan �BH APIKǤ Saat pemerik-
saan di persidangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ha-
kim kembali menyudutkan ImahǤ Dan tanpa diketahui oleh �BH 
APIK sebagai pendamping dan penasehat hukum, pihak jaksa 
sering menghubungi korban untuk mendesak Imah men�abut 
pengaduannyaǤ ȋKomnas Perempuan, Perlindungan terhadap 
Saksi dan Korban, akarta, 2009, hlmǤ26Ȍ
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Pertanyaan
Panduan untuk Diskusi Kelompok

Diskusikanlah dalam kelompok mengenai Ȉ 
artikel tentang KDRT yang Anda terimaǨ
Apa saja bentuk kekerasan yang dialami ImahǫȈ 
Siapa saja pelaku dalam kasus Imahǫ Siapa saja korbannya ǫȈ 
Tantangan apa saja yang dihadapi Imah saat berjuang untuk Ȉ 
mendapatkan haknya atas keadilanǫ
Mekanisme apa yang ditempuh korban dalam menyelesaikan Ȉ 
permasalahannyaǫ
Siapa saja pihak ber�enang yang terlibat dalam penyelesaian Ȉ 
masalah tersebut dan apakah menurut Anda mereka telah 
bertindak sesuai dengan tugas dan ke�ajibannyaǫ ika tidak, 
menurut Anda apa yang menyebabkan mereka tidak melak-
sanakannyaǫ
Apakah penyelesaian yang terjadi memihak korban atau se-Ȉ 
baliknyaǫ elaskan argumentasi AndaǤ

ahǫ
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Kekerasan dalam rumah tangga ȋKDRTȌ bukanlah 
persoalan domestik ȋprivatȌ yang tidak boleh 

diketahui oleh orang lainǤ KDRT merupakan pe-
langgaran hak asasi manusia dan kejahatan ter-

hadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapuskanǤ Catatan 
tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan 
pada 8 Maret 2006 menyatakan bah�a perem-
puan terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam 

rumah tanggaǤ �ingkaran kekerasan adalah pola 
di mana tindak kekerasan yang tidak ditangani se-

�ara tuntas telah mengakibatkan terus terulangnya 
kekerasanǤ Dalam pola ini, korban kekerasan Ȃ apakah 

itu anak ataupun perempuan Ȃ dapat berkembang men-
jadi pelaku kekerasan terhadap pihak lain yang posisinya lebih 
lemah dari merekaǤ
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah 
berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal 

Lembar Kunci 20:

Kekerasan dalam Rumah Tangga

ek
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h
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�ara 
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itu anak at

Impelementasi UU PKDRT

Adanya jaminan perlindungan oleh 
�� No 23 tahun 2004 tentang PKDRT 
bisa jadi merupakan indikator yang 
berpengaruh pada perubahan layanan 
terhadap perempuan korban, sehingga 
turut mempengaruhi akses perempuan 
korban mendapatkan layanan publik 
serta keberanian perempuan untuk 
menyelesaikan kasus yang dialaminyaǤ 
Namun dalam implementasinya, 
terdapat beberapa permasalahan bagi 
kaum perempuan korban KDRT untuk 
mendapatkan keadilan dengan meng-
a�u pada �� PKDRT seperti:

Pihak kepolisian masih kurang �epat Ȉ 

bertindak dan masih menganggap 
masalah KDRT bukanlah masalah 
besarǤ
Keberadaan �PPA ȋ�nit Pelayanan Ȉ 
Perempuan dan AnakȌ masih belum 
dimanfaatkan se�ara profesional, 
terbukti dengan masih adanya sikap 
aparat yang kurang sensitif dan 
kurang memberikan dukungan bagi 
korban terutama saat pemeriksaan 
pelaku yang sering kali ditunda atau 
bahkan tidak melakukan upaya pe-
manggilan dengan maksimalǤ
aksa Penuntut �mum ȋP�Ȍ masih Ȉ 
bersikap membatasi dirinya untuk 
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yang kompleks antara suami dan istri, orang tua dan anak, ma-
jikan dan pekerja serta antar dua orang yang sedang berpa�-
aranǤ Berdasarkan data yang ada, rumah bukan lagi merupakan 
tempat yang aman bagi anggota keluarga atau bagi orang-orang 
yang tinggal di dalamnyaǤ Dari kompilasi data yang dilakukan 
oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2006, terjadi 22Ǥ512 ka-
sus Kekerasan Terhadap Perempuan ȋKTPȌ yang ditangani oleh 
�embaga Mitra Komnas PerempuanǤ Dari keseluruhan KTP 
tersebut, mayoritas kasus, yaitu sebesar 74Ψ ȋ16Ǥ709Ȍ adalah 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ȋKDRTȌǤ
Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan terhadap istriȈ 
Kekerasan terhadap anakȈ 
Kekerasan dalam pa�aranȈ 
Kekerasan terhadap pekerja rumah tanggaȈ 

Pola kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan relasi per-
sonal antara lain:

Kekerasan ekonomiȈ 
Kekerasan ϐisikȈ 
Kekerasan seksualȈ 
Kekerasan psikisȈ 

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama 
pe rempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau pen-
deritaan se�ara ϐisik, seksual, psikologis, danȀatau pene lan-

menggali informasi dari korban, se-
hingga fakta-fakta yang terungkap di 
pengadilan pun tidak maksimalǤ
Dalam memeriksa kasus KDRT di Ȉ 
pengadilan, hakim juga tidak bersikap 
maksimal dalam menggali fakta-fakta 
untuk memperberat hukuman bagi 
pelakuǤ Hakim tidak melihat laporan 
korban sebagai upaya penegakan 
hukum untuk mendapatkan keadilanǤ 
Dalam persidangan kasus KDRT ini, 
tidak jarang hakim bertindak sebagai 
hakim yang memimpin sidang perda-
ta, yaitu mendamaikan rumah tanggaǤ
Perempuan korban terkadang juga Ȉ 

memilih untuk tidak melanjutkan 
KDRT yang dialaminya ke proses hu-
kum karena ketergantungan ekonomi 
terhadap pelaku, ketakutan akan men-
dapatkan perlakuan lebih kejam dari 
sebelumnya, menjaga nama baik kelu-
arga dan sebagainyaǤ Perempuan kor-
ban juga kha�atir akan proses hukum 
dan sistem hukum yang tidak berpi-
hak pada korbanǤ Hal ini menyebab-
kan korban mengalami ketidakjelasan 
hukum, fakta di lapang an menyebut-
kan ada ke�enderungan ringannya hu-
kuman bagi pelaku se  hingga menjadi 
tidak seimbang dengan penderitaan 
yang dialami korbanǤ 

KDRT ada-
lah setiap 

perbuat an terha-
dap seseorang, 
terutama perem-
puan, yang ber-
akibat timbulnya 
kesengsaraan 
atau pen deritaan 
se�ara ϐisik, sek-
sual, psikologis, 
danȀatau pene-
lantaran rumah 
tangga.

YZ
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taran rumah tangga termasuk an�aman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
se�ara mela�an hukum dalam lingkup rumah tangga ȋ�� 
NoǤ23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 1,ayat1ȌǤ
�ang dilindungi oleh ��PKDRT adalah setiap orang yang 
berada dalam ruang lingkup rumah tangga ȋpasal 2 ayat 1Ȍ, 

yaitu:
ȋaȌ suami, istri dan anak
ȋbȌ orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik ka-

re  na hubungan darah, perka�inan, persusuan, pengasuh-
an, dan per�alian, yang menetap dalam rumah tanggaǢ 
danȀatau

ȋ�Ȍ orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebutǤ

Ke�ajiban masyarakat menurut �� PKDRT:
“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui 
terjadinya KDRT �ajib melakukan upaya-upaya sesuai 
dengan batas kemampuannya untuk: ȋaȌ men�egah ber-
langsungnya tindak pidanaǢ ȋbȌ memberikan perlindung-
an kepada korbanǢ ȋ�Ȍ memberikan pertolongan darurat, 
dan ȋdȌ membantu proses pengajuan permo honan pene-
tapan perlindunganǤ”
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Kasus
Perkosaan Mei 1998

Pada tahun 1997 dan 1998, bangsa Indonesia tengah dilanda 
krisis ekonomi yang menggon�ang segenap sendi-sendi ke-

hidupan �argaǤ Begitu banyak bisnis yang bangkrut dan orang 
yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannyaǤ Presi-
den Soeharto semakin kehilangan kendali setelah IMF datang 
ke Indonesia dengan memba�a daftar langkah-langkah pahit 
yang harus diambil pemerintah yang akan berakibat semakin 
sulitnya kehidupan bagi rakyat miskinǤ Protes dan kemarahan 
menyebar di mana-manaǤ Di tengah semua ini, pada pertenga-
han Mei 1998, pe�ahlah serangkaian kerusuhan di akarta dan 
beberapa kota besar lainǤ Penyerangan besar-besaran terjadi 
di daerah tempat komunitas etnis Tionghoa bekerja dan hidupǤ 
Rumah dan toko-toko dijarah, dibakar dan pembunuhan ter-
jadi di mana-manaǤ
Sebuah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai rela�an 
uintuk membantu para korban, Tim Rela�an untuk Kemanu-
siaan, segera dibentuk dan turun ke lokasi-lokasi tempat ter-
jadinya kerusuhanǤ Selain membantu menyelamatkan korban, 
mereka juga ikut men�atat jumlah korban ȋselain pihak peme-
rintahȌ dan mulai menelusuri bagaimana proses penyerangan 
terjadiǤ Dalam �a�an�ara mereka dengan �arga setempat, 
mulai mun�ul �erita-�erita tentang perkosaan yang disaksikan 
�arga dan perempuan-perempuan korban yang berada dalam 
kondisi trauma berat dan membutuhkan bantuanǤ Akhirnya 
Tim Rela�an memutuskan untuk membuat investigasi khusus 
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tentang kasus-kasus perkosaan yang terjadi dan memperoleh 
data dengan rin�ian berikut: 

Perlakuan Jumlah/Orang
Perkosaan 103
Perkosaan dan penganiayaan 26
Perkosaan dan pembakaran 9
Pele�ehan seksual 14
Total 152 dengan 20 orang  di 

antaranya meninggal

Ketika informasi ini diketahui oleh para aktivis hak-hak perem-
puan, segera mun�ul upaya untuk menuntut pertanggung-
ja�aban negara atas kejadian iniǤ Apalagi, pada saat itu terjadi 
kontroversi yang sangat panjang akibat tidak adanya korban 
perkosaan yang mau bersaksi di hadapan umum dan mun�ul 
tuduhan bah�a berita perkosaan tersebut merupakan rekaya-
sa belakaǤ Kelompok perempuan kemudian meminta bertemu 
dengan Presiden RI yang baru, BǤ Ǥ Habibie, dan melalui jaring-
an organisasi perempuan di ka�asan Asia Pasiϐik, meminta per-
hatian Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap Perem-
puanǤ
Hasilnya, Presiden Habibie kemudian mengakui kebenaran dari 
berita tentang perkosaan, mengutuk kejadian itu dan meminta 
maaf kepada korban serta keluarganya, serta berjanji untuk me-
masukkan perkosaan dalam investigasi resmi yang akan dilaku-
kan se�ara khusus tentang apa yang �aktu itu disebut peristi�a 
“Kerusuhan Mei”Ǥ Kelompok Perempuan dan Presiden Habibie 
kemudian bersepakat untuk membentuk suatu mekanisme na-
sional yang mampu se�arta proaktif menyikapi segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indo-
nesiaǤ Maka, lahirlah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan ȋKomnas PerempuanȌǤ
Pada bulan November 1998, Pelapor Khusus PBB tentang kek-
erasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaras�amy ȋSrilang-
kaȌ, tiba di akarta untuk melakukan kunjungan resmi guna me-
nemukan fakta-fakta tentang perkosaan yang terjadi di tengah 
“Kerusuhan Mei”, dan sekaligus men�ari tahu tentang kekerasan 
yang dialami perempuan di daerah-daerah militer, seperti A�eh, 
Timor Timur, dan PapuaǤ �aporan hasil kunjungan disampaikan 
dalam Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB tentang HAM di e-
ne�a pada tahun 1999 dan kemudian ditolak oleh Pemerintah 
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IndonesiaǤ Keputusan ini mendapat protes dari Komisi Nasional 
Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan laporannya diterje-
mahkan ke dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan, dan disebar-
luaskan ke seluruh IndonesiaǤ
Hasil investigasi Tim Gabungan Pen�ari Fakta, yang dibentuk 
oleh sejumlah menteri atas instruksi Presiden Habibie, mere-
komendasikan investigasi lebih lanjut, terutama untuk men-
�ari keterkaitan dengan pihak militerǤ Investigasi lanjutan ke-
mudian dilakukan oleh Komisi Nasional HAM, berdasarkan �� 
HAM dan �� Pengadilan HAM, dan laporannya diserahkan pada 
Kejaksaan AgungǤ Kita masih menunggu keputusan Kejaksaan 
Agung RI mengenai tindak lanjut dari pertanggungja�aban atas 
peristi�a iniǤ

Tugas/Pertanyaan
1Ǥ Diskusikanlah dalam kelompok mengenai artikel tentang 

perkosaan yang Anda terimaǨ
2Ǥ Teliti Siapakah korbannyaǫ Dan siapa pelakunyaǫ
3Ǥ Analisis bagaimana artikel tersebut memberitakan masalah 

perkosaanǫ Apakah beritanya sensitif terhadap korbanǫ 
Atau menyalahkan korbanǫ

4Ǥ Bagaimana penanganan pihak ber�enang terhadap korban 
perkosaan dan juga pelaku perkosaanǫ

5Ǥ Apa saja hak-hak asasi perempuan yang dilanggarǫ
6Ǥ ika ada, apa saja mekanisme hukum nasionalȀinternasio-

nal yang digunakanǫ
7Ǥ Bagaimana kelompok-kelompok perempuan menggunakan 

mekanisme tersebut untuk mengangkat persoalan merekaǫ

Keputusan 
ini menda-

pat protes keras 
dari Komnas 
Perempuan 
dan laporannya 
diterjemahkan 
ke dalam bahasa 
IndonesiaǤ
YZ
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Lembar Kunci 21:

Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa 
kehendak bersama, dipaksakan oleh satu pihak pada pihak 

lainnyaǤ Korban dapat berada di ba�ah an�aman ϐisik danȀatau 
psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak ber-
daya, berada di ba�ah umur, atau mengalami keterbelakang an 
mental dan kondisi ke�a�atan lain sehingga tidak dapat meno-
lak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertang-
gung ja�ab atas apa yang terjadi padanyaǤ
Perkosaan adalah tindakan pseudo-seksual, dalam arti meru-
pakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi oleh do-
rongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubung-
an dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan 
satu pihak ȋkorbanȌ oleh pihak lainnya ȋpelakuȌǤ Pada banyak 
kasus perkosaan, ekspresi kemarahan, ingin menguasai dan 
me lumpuhkan serta keinginan menghukum dan merendahkan 
lebih dominan daripada dorongan seksualnya sendiri yang ke-
se muanya dimanisfestasikan dalam tindakan agresi seksualǤ

Mitos-mitos berkenaan dengan perkosaan:
Korban memprovokasi atau mengundang kejadian perko-Ȉ 
saanǤ
Perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaanǤȈ 
Hanya perempuan tertentu yang akan diperkosa ȋmisalnya Ȉ 
perempuan muda �dan �antik, perempuan yang “mengun-
dang”, perempuan murahan, dan sebagainyaȌǤ

”Sekitar jam 11.30, saya melihat beberapa orang di antara 
massa mencegat dan memaksa penumpang turun, kemu-

dian menarik 2 orang gadis keluar dari mobil. Mereka 
mulai melucuti pakaian 2 perempuan itu dan mem-
perkosanya beramai-ramai. Kedua perempuan itu men-
coba, melawan, namun sia-sia”

Ȅ Saksi mata Kerusuhan Mei, 14 Mei 1998

”Sek
ma

d
m
p
c

Ȅ

Perkosaan 
adalah ba-

gian dari keke-
rasan terhadap 
perempuan dan 
merupakan pe-
langgaran terha-
dap hak asasi 
manusiaǤ
YZ
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Perkosaan hanya terjadi di daerah yang asing bagi korban, Ȉ 
kumuh dan di malam hariǤ
Perkosaan dilakukan oleh orang sakit atau kriminalǤȈ 
�aki-laki baik-baik tidak akan memperkosa ke�uali adanya Ȉ 
karena adanya undangan atau rayuan dari perempuan itu 
sendiriǤ
Perempuan sering mengaku diperkosa untuk membalas den-Ȉ 
dam, mendapat santunan, atau karena ia punya karakteristik 
kepribadian ingin �ari perhatianǤ
Perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendali-Ȉ 
kan implus-implus seksualnyaǤ

Faktanya
Terjadi se�ara spontanǤ Biasanya pemerkosa sudah mem-Ȉ 
punyai niat, dilakukan tergantung kesempatanǤ
Pelaku bukan orang asingǤ Pelaku perkosaan seringkali ada-Ȉ 
lah orang yang sudah dikenal, seperti pa�ar, teman, tetangga 
atau saudaraǤ
Bukan hanya terjadi di tempat sepiǤ Kebanyakan kasus perko-Ȉ 
saan terjadi di tempat yang “aman” termasuk di rumah, tem-
pat kerja atau sekolahǤ
Bukan hanya terjadi pada orang de�asaǤ Perkosaan juga dia-Ȉ 
lami oleh anak-anak, remaja atau orang tuaǤ
Semua perempuan bisa menjadi korban perkosaan, tanpa Ȉ 
mem perdulikan penampilan, �ara berpakaian, agama, ras, 
su ku, pendidikan, pekerjaan atau tingkat sosial ekonomiǤ
Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penderita gangguan Ȉ 
ji�a, tetapi dapat juga dilakukan oleh laki-laki normalǤ
Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sosial Ȉ 
ekonomi rendahǤ Semua laki-laki bisa menjadi pemerkosa 
tanpa mempedulikan tingkat sosial ekonomi, pendidikan, 
pekerjaan, atau penampilanǤ
Bukan hanya masalah perempuanǤ Perkosaan menjadi tang-Ȉ 
gung ja�ab bersama, baik laki-laki maupun perempuan serta 
masyarakat dan negaraǤ
Merahasiakan perkosaan tidak menyelesaikan masalahǤ Ca-Ȉ 
rilah pertolongan pada orang yang dapat diper�aya dan bisa 
membantu andaǤ

Acuan tentang Perkosaan
Pasal 285 K�HP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan 
atau an�aman kekerasan memaksa seorang perempuan yang 
bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perka�inan, di-
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an�am karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun”Ǥ

Perumusan pada K�HP tersebut menetapkan beberapa 
kriteria untuk dapat menyebut suatu perbuatan sebagai 
perkosaan, yaitu:

1Ǥ Dengan kekerasan atau an�aman kekerasan, bukan han-
ya kekerasan yang dipakai sebagai saranaǤ Bahkan, an�aman 
untuk melakukan kekerasan sudah �ukupǤ

2Ǥ Memaksa perempuanȄberarti tidak ada persetujuanȀcon-
sent dari si perempuanǤ

3Ǥ �ang bukan istrinya, apabila perempuan yang dipaksa ada-
lah istri sendiri, hal ini tidak termasuk perkosaan, �alaupun 
ada kekerasanȀan�aman kekerasanǤ1

4Ǥ �ntuk bersetubuh , persetubuhan yang dimaksudkan masih 
bersifat konvensional yaitu peraduan antara anggota ke-
maluan laki-laki dan perempuanǤ

Kriteria di atas menjadikan perkosaan berdeϐinisi sempit, se-
hingga menimbulkan banyak masalah bagi perempuan yang 
menjadi korban perkosaanǤ elaslah, dengan menga�u pada 
K�HP, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak me-
menuhi kriteria di atas tidaklah termasuk sebagai perkosaanǤ
Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan da-
lam Kamus Besar Bahas Indonesia, bah�a perkosaan disebut 
sebagai “ǤǤǤ menundukkan, memaksa dengan kekerasan, meng-
gagahiǤ” Makna perkosaan di sini sangat luas, karena tidak 
membatasi pelaku, korban, maupun bentuknyaǤ Persamaannya 
dengan K�HP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa de-
ngan kekerasanǤ
Sempitnya makna perkosaan yang dikandung dalam K�HP telah 
disadari oleh para perumus Ran�angan K�HP, sehingga mereka 
membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-ele-
men sebagai berikut:
1Ǥ Seorang lelaki dan perempuan
2Ǥ Bersetubuh
3Ǥ Bertentangan dengan kehendaknya
4Ǥ Tanpa persetujuan
5Ǥ Atau dengan persetujuan yang di�apai melalui an�amanǢ 

an�a
du

P
k
p

1
ya
un

2 M

1 �ntuk perkosaan dalam perka�inan ȋmarital rapeȌ, dapat dilihat 
penjelasannya pada bagian Kekerasan terhadap Perempuan akibat 
Interpretasi Agama dan Praktik Budaya di hlmǤǤǤ
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atau ia per�aya bah�a pelaku itu adalah suaminya, atau usia 
perempuan di ba�ah 14 tahunǢ

6Ǥ Termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau 
mulut perempuanǢ atau

7Ǥ  Memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina 
atau anus seorang perempuanǤ

Beberapa perubahan mendasar yang ada dalam Ran�angan 
K�HP men�akup:

Dirumuskan kemungkinan perempuan memperkenankan Ȉ 
persetubuhan dilakukan terhadapnya bukan karena keke-
rasan atau an�aman kekerasan saja, tetapi oleh:
- tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga men-

duga bah�a pelaku adalah suaminyaǤ
- mudanya usia korban ȋdiba�ah 14 tahunȌ yang dianggap 

belum dapat menentukan kehendaknya dengan nalarǤ
- bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada persetubu-

han, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasanȀserangan sek-
sual lainnya yang sudah terjadi dalam masyarakat yang 
selama ini tidak dapat dijaring dengan perkosaan, yakni 
memasukkan alat kelamin pria ke dalam anusȀmulut 
perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam 
anus dan vagina perempuanǤ

Perkosaan tidak dibatasi untuk dilakukan terhadap perem-Ȉ 
puan yang ada di luar ikatan perka�inan dengan pelaku, 
tetapi juga termasuk perkosaan terhadap seorang istri oleh 
suami ȋmarital rapeȌ
Di�antumkannya sanksi pidana minimal untuk perkosaan, Ȉ 
yakni tiga tahun, suatu sansksi yang sama sekali baru jika 
dibandingkan dengan rumusan K�HP saat iniǤ Hal ini dilaku-
kan, karena dalam praktiknya, terdak�a yang telah se�ara 
sah dan meyakinkan terbukti melakukan perkosaan, ternya-
ta seringkali dipidana dengan ringan, misalnya dalam bilan-
gan bulanǤ Dengan adanya sanksi minimal ini, pemidanaan 
ringan terhadap pelaku perkosaan tidak akan lagi dapat di-
lakukanǤ

Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan kor-
ban perkosaan
Perempuan korban perkosaan seringkali merasa dirinya kotor, 
berdosa, tidak berguna lagi, menyalahkan diri sendiri, takut, �e-
mas, gelisah dan merasa bersalah sering kali pula korban perko-
saan ingin bunuh diri untuk melupakan penderitaan yang diala-

Perempuan 
korban 

perkosaan se-
ringkali merasa 
dirinya kotor, 
berdosa, me-
nyalahkan diri 
sendiriǤǤǤ
YZ
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minyaǤ Penderitaan perempuan korban perkosaan tidak hanya 
berhenti sampai di sini, namun sejumlah faktor turut berperan 
dalam upaya mendapatkan keadilan bagi mereka, yaitu:

Masyarakat• , sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat 
kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan ter-
hadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bah-
�a masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga 
itu sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pengendalian so-
sial yang formalǤ
Hukum dan perlindungan• , minimnya perlindungan hukum 
yang diran�ang se�ara khusus untuk perempuan, sehingga 
antara lain mengakibatkan tidak adanya perlindungan hu-
kum, hak khusus, penghargaan dan kompensasi bagi perem-
puan korban perkosaanǤ
Pranata Peradilan Pidana• , ke�enderungan yang ada me-
nunjukkan bah�a perempuan yang menjadi korban sering-
kali �emas akan reaksi personil peradilan pidana ȋpolisi, jak-
sa, dan hakimȌ, terhadap viktimisasi yang dialaminyaǤ
Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan• , seringnya 
perkosaan tidak diproses ataupun pelaku yang mendapat 
hukuman yang ringan memba�a konsekuensi pelaku akan 
mengulangi perbuatannyaǤ Pelaku mungkin akan meng ulangi 
perbuatannya pada korban ȋsebagai tindakan balas dendamȌ 
atau terhadap potential victims yang lainǤ Kemudian, ada 
pula kemungkinan ditirunya kejahatan perkosaan karena 
tiada nya tindakanȀhukuman yang ringan bagi pelaku 
perkosaanǤ
Lembaga Legislatif• , ketiadaan perlindungan hukum bagi 
korban, khususnya korban perkosaan dan tindak kekeras-
an terhadap perempuan lainnya, utamanya merupakan tang-
gung ja�ab para pembentuk hukum yang se�ara normatif 
telah diserahi keper�ayaan oleh rakyat untuk menyalurkan 
aspirasinya, termasuk aspirasi tentang keadillanǤ Seba-
gai �ontoh, amandemen �ndang-�ndang tentang K�HP 
hingga kini belum terlaksana, padahal Ran�angan akan 
KH�P baru telah diupayakan semenjak tahun 80ǯanǤ Ini 
menunjukkan tidak adanya political will dari para politisi 
di lembaga legislatif untuk melindungi kaum perempuan 
yang menjadi korban perkosaanǤ

mȌ

g-
tif 

n

tif
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Kekerasan terhadap Perempuan
Akibat Interpretasi Agama dan Praktik Budaya

Lembar Kunci 22:

”Bagian tak terpisahkan dari 
upa ya penegakan HAM adalah 

mendorong penghapusan 
segala bentuk kekerasan dan 
di skriminasi terhadap perem-
puan, termasuk tindakan 
yang hadir sebagai akibat 

dari interpretasi agama dan 
praktik budaya yang patriar-

kis.”

Konsep Dasar

Intepretasi agama adalah penafsiran teks-teks dalam kitab 
su�i sebagai upaya untuk memahami lebih dalam makna dari 

teks tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan baikǤ Inter-
pretasi agama seringkali dinilai sebagai pekerjaan yang hanya 
dapat dilakukan oleh otoritas tertentu, yaitu individu atau ke-
lompok individu yang se�ara khusus mendalami ilmu agama, 
seperti pemuka agama ȋulama, pendeta, bikshu, dan lainnyaȌ 
atau akademisi di bidang agamaǤ Bagi otoritas ini, kapasitas un-
tuk menerjemahkan juga dipengaruhi oleh derajat pemahaman 
persoalan dan konteks lingkungan ia tumbuhǤ
Dalam konteks lingkungan inilah nilai-nilai patriarkis bisa be-
gitu kentalnya sehingga penafsirannya tergelin�ir untuk ikut 
menggunakan argumentasi-argumentasi yang meminggirkan 
perempuanǤ Akibatnya, penafsiran tersebut turut menguatkan 
akar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuanǤ
Sekalipun tafsir tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai 
keadilan dan kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh agama 
tersebut, gugatan terhadap tafsir seringkali dinilai sebagai 

”Bagi
upa

m
se
d
p
y

da
pra

kis.”
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Perkosaan dalam 
perka�inan ada-

lah persoalan yang 
masih sangat baru bagi 
masyarakat kitaǤ Sejumlah 

orang berpendapat bah�a 
tidak mungkin seorang suami 

memperkosa istrinya sendiri karena 
mereka adalah sah pasangan suami 
istriǤ Padahal banyak sekali perem-
puan yang seringkali merasa terpaksa 
mengikuti permintaan suaminya 
berhubungan seksual sekalipun me-
reka enggan atau terlalu letih untuk 
melakukannyaǤ Seorang perempuan 
menuturkan, “ǥsetiap kali saya ber-
hubungan seksual dengan suami, 
saya selalu merasa seperti diperkosaǤ 
Tidak saja karena kami ka�in kare-
na dijodohkan sehingga saya selalu 
merasa terpaksa meladeninya, tetapi 
juga karena ia sering menyuruh saya 
melakukannya pada saat saya sedang 
tidak enak badan karena menstruasi 
ataupun dengan �ara dan posisi yang 
tidak saya sukaiǤ”

Ada beberapa hal yang menyebab-
kan perempuan tidak dapat menolak 
permintaan hubungan seksual dari 
suaminya, sekalipun itu membuat 
dirinya merasa seperti diperkosaǤ 
Ada yang per�aya pada pendapat 
masyarakat bah�a penolakan istri 
adalah pemi�u bagi suami untuk ber-
selingkuh atau melakukan poligamiǤ 
Ada juga yang per�aya bah�a sebagai 
pemeluk ajaran Islam, istri memang 
seharusnya tidak boleh menolak 
ajakan suami berhubungan seksualǤ 
Hal ini dikarenakan ada tafsir tentang 
hadits nabi yang menyatakan bah�a 
penolakan istri adalah tindakan yang 
tidak disenangi oleh Allah, dan kare-
nanya tindakan istri tersebut akan me-
nyebabkan malaikat menangis sepan-
jang malamǤ Padahal dalam Islam 
tidak ada persetujuan terhadap unsur 
pemaksaan dalam hubungan antar ma-
nusia, apalagi dalam hubungan suami 
istri yang se�ara ideal hendak me�u-
judkan keluarga yang bahagia, bermar-
tabat dan diberkatiǤ

Perkosaan dalam Perkawinan

la
m
m

or
tidak

perilaku yang tidak dapat diterima, menunjukkan keraguan 
terha dap otoritas yang menafsirkan, bahkan tindakan yang 
men�oreng kesu�ian agamaǤ Akibatnya, orang yang melakukan 
gugatan akan di�emooh karena dianggap tidak memiliki oto-
ritas untuk memberikan tafsir ǯtandinganǯ, diku�ilkan karena 
dianggap membangkang, atau bahkan ditolakȀdiusir dari ke-
luarga atau komunitasnya karena dianggap melakukan penen-
tangan yang begitu hebat, bukan saja kepada agama, tetapi juga 
kepada TuhanǤ
Sanksi sosial yang samaȄpen�emoohan, pengu�ilan dan peno-
lakanȄjuga diarahkan kepada mereka yang mempertanyakan 
ulang praktik-praktik budaya yang melakukan diskriminasi 
atau membuka peluang tindak kekerasan terhadap perempuanǤ 
Bila pertanyaan ini disampaikan oleh orang yang bukan be-
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bagi anak laki-laki sebagai tanda 
memasuki kede�asaanǤ Di masyarakat 
setempat, diyakini pula bah�a ber-
hubungan seksual dapat mengurangi 
rasa sakit dan memper�epat kesem-
buhan akibat sunatǤ Karenanya, 
sete lah disunat, mereka akan men�ari 
perempuan untuk berhubungan sek-
sual, sekalipun dengan pemaksaanǤ
�ain lagi di suku pegunungan Wa-
menaǤ Budaya setempat menuntut 
perempuan untuk memotong ruas 
jarinya ketika suami atau anggota 
keluarga suaminya meninggal duniaǤ 
Tindakan ini dianggap menjadi bukti 
kesetiaan dan pengabdian kepada 
mereka yang meninggal duniaǤ
Di Aceh ditemukan praktek kawin Cina 
Buta. Perempuan di�eraikan dengan 
talak tiga harus menikahi dan di�erai-
kan laki-laki lain untuk dapat men-
jalin kembali hubungannya dengan 
suami asalnyaǤ �ntuk itu, perempuan 
tersebut harus menyediakan sejumlah 
uang untuk membayar laki-laki yang 
bersedia menikahinya sebagai prasa-
yarat rujukǤ Dalam ka�in Cina Buta 

ini, diyakini bah�a 
hubungan seksual 
pasangan suami istri 
tidak boleh dibatasi 
dengan alat kon-
trasepsiǤ Artinya, perempuan tersebut 
terekspos pada risiko, tidak hanya 
hamil, tetapi juga berbagai penyakit 
seksual yang mungkin ditularkan oleh 
pasangan Cina Butanya ituǤ Perempuan 
ini juga bergantung sepenuhnya pada 
niat baik pasangan Cina Butanya untuk 
men�eraikannya setelah perka�inanǤ 
Bila tidak di�eraikan, perempuan ini 
selanjutnya harus terus menjalani 
hubungan akibat perka�inan Cina 
Butanya ituǤ Seorang korban tradisi ini 
menyatakan, ”ǤǤǤ menyakitkan karena 
tanpa rasa �inta apa pun kita harus 
menjalani hubungan suami istri de-
ngan orang tersebutǤ Saya merasa itu 
seperti ǮdipakaiǯǤǤǤ Cukup sekali saja 
saya menjalani perka�inan �ina butaǤǤǤ
itu sangat menyakitkan, sedih, malu 
dan nista sakitnya tidak bisa dikata-
kan, saya rasa orang lain tidak sang-
gup menjalaninyaǤǤǤ �ukup saya yang 
menjalaninyaǤ”Ǥ

Tradisi Kekerasan terhadap Perempuan

111

Kegiatan  5A
190 Menit

rasal dari komunitas penyelenggara praktik budaya tersebut, 
maka orang tersebut dituduh tidak menghargai adat orang 
lain ataupun di�urigai hendak menghan�urkan nilai-nilai 
budaya lokalǤ Bila pertanyaan disampaikan oleh anggota 
komunitas, maka orang ini dianggap ǯtidak tahu adatǯ 
ataupun ǯmen�emarkan nama baik komunitasǯǤ Intensitas 
sanksi sosial akan semakin tinggi ketika yang dipersoal-
kan adalah praktik budaya yang berbalut dengan intepre-
tasi agama yang memojokkan perempuanǤ
Dalam konteks penegakan HAM, intepretasi agama dan praktik 
budaya yang meminggirkan dan menghalalkan kekerasan ter-
hadap perempuan tidak bisa terus dibiarkanǤ Negara memiliki 

but,
g 

-
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tanggung ja�ab untuk memastikan intepretasi dan tradisi ter-
sebut tidak berkembang dan terus dilaksanakan, sebagaima-
na dinyatakan dalam �� no 7 Tahun 1984 tentang ratiϐikasi 
Kon  vensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan, pada pasal 1ȋfȌ, bah�a negara memiliki tanggung 
ja�ab untuk memastikan adanya langkah-langkah yang pen-
ting, termasuk kebijakan, untuk memodiϐikasi atau melarang 
hukum, aturan, kebiasaan dan praktik-praktik yang ada yang 
mengukuhkan dis kriminasi terhadap perempuanǤ

Panduan diskusi kelompok
Sebutkan dan jelaskan intepretasi agama Anda dan tradisi se-Ȉ 
tempat yang menurut Anda merugikan perempuan atau ber-
peluang mengukuhkan kekerasan terhadap perempuanǤ
elaskan mengapa menurut Anda interpretasi agama dan Ȉ 
praktik budaya tersebut menghalangi upaya penegakan HAM 
perempuan
elaskan tanggapan yang akan Anda peroleh bila menyoal in-Ȉ 
tepretasi agama dan praktek budaya ini, baik itu dari lingkung-
an keluarga maupun dari berbagai aktor sosial lainnyaǤ Bagi 
peran dalam kelompok Anda sebagai pembela HAM perem-
puan dan aktor-aktor sosial, baik yang mendukung ataupun 
menolak tindakan Anda untuk menyoal hal tersebutǤ
Setiap aktor harus mendaftar dan membangun argumentasi Ȉ 
yang juga sejalan dengan posisinya terhadap interpretasi 
agama dan praktik budaya tersebutǤ
Buat alur �erita tentang dinamika yang terjadi antara pem-Ȉ 
bela HAM dan aktor-aktor sosial itu, dan pentaskanlah di de-
pan kelasǤ
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KEKERASAN & DISKRIMINASI
TERHADAP PEREMPUAN

PENDALAMAN KASUS

DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

PENDALAMAN KASUS
Kegiatan 5B

Peserta mampu menggunakan perspektif HAM-BG Ȉ 
untuk memahami kasus kekerasan dan diskrimi-
nasi terhadap perempuan dalam situasi konϐlik 
bersenjataǤ
Peserta memahami penggunaan mekanisme in-Ȉ 
ternasional dan nasional pada kasus pelanggaran 
HAM perempuan dalam situasi konϐlik bersenjataǤ

Tujuan

� �embar Kun�i 23: 
Kekerasan dan Diskrimi-
nasi terhadap Perempuan 
dalam Situasi Konϐlik 
Bersenjata

Bahan Belajar

Metode

World Café Dialogue

Hampir 90Ψ korban perang atau konϐlik bersenjata dalam batas-batas 
suatu negara, adalah penduduk sipil , sebagian besar adalah perempuan dan 
anak-anakǤ Seperti disebutkan dalam Resolusi De�an Keamanan PBB 1325: 
bah�a �arga sipil terutama perempuan dan anak-anak merupakan pihak 
terbesar yang mendapatkan dampak dari konϐlik bersenjata, termasuk di 
dalamnya sebagai pengungsi, IDPs ȋInternally Displaced PersonsȌ, menjadi 
target dari para kombatan dan elemen-elemen militerǤ Dari sejumlah laporan 
negara-negara di dunia yang mengalami konϐlik bersenjata terlihat bah�a 
perempuan mengalami keke rasan dan diskriminasi dalam berbagai bentukǤ

� Pertanyaan panduan untuk didiskusikan di setiap Café
� Kertas planoȀϔlipchart, alat tulis atau alat presen-
tasi lainnyaǤ

Alat yang Dibutuhkan
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Langkah-langkah

1 5ǯ
Fasilitator mengintroduksi se�ara garis besar kasus-kasus dalam situasi konϐlik 
bersenjata ȋgunakan bahan �embar Kun�i 23: ”Kekerasan dan Diskriminasi 
terhadap Perempuan dalam Situasi Konϐlik BersenjataǤ”Ȍ
“Dalam satu dekade ini konϐlik bersenjata terjadi di berbagai benua: Amerika, 
Eropa, Asia, dan AfrikaǤ Menurut hukum Humaniter Internasional, konϐlik ber-
senjata men�akup konϐlik bersenjata lintas batas ȋinternasionalȌǢ dan konϐlik 
bersenjata di dalam batas �ilayah suatu negaraǤ Dengan begitu konϐlik yang 
terjadi di beberapa daerah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai konϐlik 
bersenjata, seperti Konϐlik Maluku, A�eh, Papua, dan MalukuǤ Dari berbagai 
laporan internasional dan nasional tentang konϐlik bersenjata, di�atat bah�a 
telah terjadi pelangaran atas hak asasi manusia perempuan baik dalam peristi-
�a penyerangan, evakuasi, di kamp pengungsiȀ IDPs, penanganan oleh negara, 
dan bahkan pada masa pas�a-konϐlikǤ”

Fasilitator menjelaskan mekanisme World Café Dialogue bah�a untuk menda-
lami KTP dalam konϐlik bersenjata, disediakan 3 Café sesuai dengan �akupan 
substansi masalah yang akan didalamiǤ Setiap kelompok pengunjung Café, ter-
diri dari 8-10 orang ȋtergantung jumlah keseluruhan peserta didikȌǤ Di setiap 
Café tersedia pertanyaan panduan yang akan menjadi pokok diskusi di masing-
masing Café dan seorang fasilitator yang akan mengatur proses diskusi di Café 
tersebutǤ
�okasi Café ditata sedemikian rupa, sehingga nyaman untuk kelompok pe-
ngunjung melakukan diskusiǤ Waktu diskusi di setiap Caf± berlansung selama 
30 menit, Peserta berpindah dari satu Caf± ke �afe berikutnya sampai semua 
kelompok menyelesaikan proses diskusi di ketiga Caf± tersebutǤ Proses diskusi 
dalam �afe dikelola oleh seorang host dengan rangkaian pertanyaan yang ter-
fokus dan berhubungan satu sama lainǤ
Peserta dibagi ke dalam 3 CaféǤ

Dialog dalam Café ȋparalel, ̷ 30 menitȌ

Presentasi dan diskusi pleno bersama narasumber

RangkumanȀsintesa

3    90ǯ

2    10ǯ

4 70ǯ

5 5ǯ
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Kekerasan & Diskriminasi
terhadap Perempuan
dalam Situasi Konfl ik Bersenjata

Konferensi Dunia PBB ke-I� tentang 
Perempuan di Beijing, menghasilkan 

apa yang kita kenal sebagai Deklarasi 
Beijing dan Landasan AksiǤ Se�ara 
khu sus dirumuskan bah�a: “Kekerasan 
ter hadap perempuan adalah manifesta-
si dari hubungan kekuasaan yang tidak 
setara antara laki-laki dan perempuan, 
yang telah memi�u dominasi atas dan 
diskriminasi terhadap perempuan oleh 
laki-laki dan pen�egahan pemajuan pe-
rempuan se�ara sepenuhnyaǤ Kekeras-
an terhadap perempuan selama siklus 
hidup pada dasarnya ditarik dari pola-
pola budaya, khususnya dampak-dampak yang merugikan dari 
praktik-praktik tradisional dan kebiasaan tertentu dan semua 
tindakan ekstremis yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, 
bahasa atau agama yang menetapkan status perempuan yang 
lebih rendah dalam keluarga, tempat kerja, komunitas dan 
masyarakatǤ Kekerasan terhadap perempuan diperburuk oleh 
tekanan sosial, yang paling jelas terlihat adalah rasa malu untuk 
mengutuk beberapa tindakan yang telah dilakukan terhadap 
perempuanǢ kurangnya akses perempuan terhadap informasi, 
bantuan dan perlindungan hukumǢ kurangnya undang-undang 
yang se�ara efektif melarang kekerasan terhadap perempuanǢ 
kegagalan dalam mereformasi undang-undang yang adaǢ 
kurangnya usaha pihak ber�e�enang publik untuk memajukan 
kesadaran dan menegakkan hukum yang adaǢ dan tidak adan-
ya pendidikan atau �ara lain untuk menangani penyebab dan 
dampak dari kekerasanǤ” ȋKomnas Perempuan, Hukum Pidana 
Internasional, 2007ȌǤ
Apa yang dirumuskan dalam Deklarasi Beijing di atas berang-
kat dari realitas perempuan dalam berbagai situasi dan ranahǤ 
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Berbagai laporan internasional men�atat hampir 90Ψ 
korban perang atau konϐlik bersenjata dalam ba-

tas-batas suatu negara, adalah penduduk sipil, 
se bagian besar dari mereka adalah perempuan 
dan anak-anakǤ Seperti disebutkan dalam Reso-
lusi De�an Keamanan PBB 1325: bah�a �ar-
ga sipil terutama perempuan dan anak-anak 
merupakan pihak terbesar yang mendapatkan 
dampak dari konϐlik bersenjata, termasuk di da-

lamnya sebagai pengungsi, IDPs, menjadi target 
dari para kombatan dan elemen-elemen militerǤ 

Dari sejumlah laporan negara-negara di dunia yang 
mengalami konϐlik bersenjata, memperlihatkan bah�a 

perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam 
berbagai bentukǤ Seperti pengalaman berikut ini ȋdiambil dari 
Buku Kampanye Amnesti Internasional Making Right a Reality: 
Violence against Women in Armed ConϔlictȌ:

Afrika
Di sebuah kamp pengungsi, duduk seorang ibu muda Ȃ 17 tahun 
Ȃ di tangan kirinya mengendong seorang anak yang sedang me-
nyusui, sedangkan seorang lagi tidur di kakinya yang menjulurǤ 
Seminggu setelah tiba di kamp pengungsi, ia melahirkan sepa-
sang anak kembarǤ Dan ia kelihatannya menahan sakitǤ Suamin-
ya menjelaskan bah�a payudaranya infeksi dan air susunya 
terkontaminasi oleh infeksi tersebut kami membutuhkan tablet 
antibiotik tapi kami tak punya �ukup uang, sekalipun ada uang 
kami tidak dii�inkan ke kota mele�ati pos pemeriksaanǤ

Amerika
Sekelompok personil militer berjumlah sekitar 6-10 orang, 
memakai masker ber�arna hitam Ǥ Meija menjelaskan kepada 
kelompok militer tersebut bah�a ia dan suaminya bukanlah 
anggota dari Gerakan Subversif apapunǤ Tanpa menghiraukan 
penjelasan isteri tuan Meiji, personil militer mengambil par-
fum ibu itu dan menyemprotkan pada tubuhnya dan kemudi-
an memperkosa ibu tersebutǤ 20 menit kemudian, orang yang 
sama kembali dan menyeret ibu itu ke ruang dalam dan kembali 
memperkosanyaǤRa�uel Mejia menghabiskan malam itu dalam 
ketakutan yang terus menerornya, bah�a akan datang kembali 
seseorang yang mengan�am kehidupannya dan suaminyaǤ

Asia
Kami kembali ke rumah dan terus menangisǤ Kami tidak da pat 
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men�eritakan kepada siapa pun, sebab risikonya kami akan 
di bunuhǤ Kami memendamnya dalam-dalamǤ Salah satu pe-
rempuan penghibur yang terbelengu dalam perbudakan sek-
sual oleh tentara epang pada Perang Dunia ke-II menjelaskan 
mengapa ia membutuhkan �aktu yang lama untuk mereka da-
pat men�eritakan kepada publik apa yang sesungguhnya mere-
ka alamiǤ

Eropa dan Asia Tengah
Tentara Rusia dilaporkan memperkosa dan membunuh Fira 
ȋbu kan nama sesunguhnyaȌ 23 tahun bersama ibu mertuanya, 
se gera setelah menaklukan kota ShaliǤ Saat itu Fira sedang ha-
mil 6 bulanǤ Para tetangga mendengar bunyi tembakan di ru-
mah Fira, kemudian Fira ditemukan telah meninggal duniaǤ 
Seputar payudaranya biru lebam, di lehernya ada bekas gigitan, 
di kepala bagian kiri ada lubang ke�il sementar di bagian kanan 
ada lukaǤ

Timur Tengah dan Afrika Utara
“ǥǤ militer kelompok fundamentalis mempraktekkan apa yang 
disebut sebagai �aouj al muta atau perka�inan temporerǤ Atas 
pembenaran perka�inan muta, banyak perempuan yang hidup 
bersama kelompok milter tersebut, terutama di daerah pede-
saanǤ Perempuan-perempuan ini diperbudakǤ Mereka memasak 
dan se�ara seksual mengalami kekerasanǤ Ada di antara mereka 
yang dibunuh setelah kedapatan bah�a mereka hamilǤ

Indonesia
suatu siang di bulan anuari 2003, dengan berpakaian loreng 
dan memba�a senjata, aparat militer masuk kamar BnǤ Ketika 
itu Bn sedang tidur siangǤ Aparat tersebut membekap mulut 
Bn, menindih tubuhnya dan memperkosanyaǤ ȋPelapor Khusus 
Poso, “Perempuan Dalam eritan Impunitas: Pelanggaran dan 
Penanganan”, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan se-
lama Konϐlik Bersenjata di Poso 1998-2005, akarta: Komnas 
Perempuan, 2010ȌǤ

PERTANYAAN PANDUAN 
untuk World Cafe Dialogue
Dalam situasi konϐlik bersenjata, kasus perkosaan dan 
bentuk kekerasan seksual lainya sering digunakan sebagai 
alat provokasi untuk meningkatkan ekskalasi konϐlikǤ

mnas 
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Sementara, pada kenyataannya perempuan korban kekerasan 
seksual tidak mendapat perhatian yang serius dalam proses 
penanganan konϐlik se�ara keseluruhanǤ Bahkan Media Massa 
turut memojokkan korban kekerasan seksualǤ

Apa sikap anda menanggapi fakta iniǫȈ 
Perempuan dan anak-anak adalah korban terbesar dari konf-Ȉ 
lik dan dampak konϐlik bersenjataǤ Namun, kebijakan negara 
dalam menangani konϐlik tersebut, pengalaman perempuan 
dan anak korban konϐlik tidak terintegrasi di dalamnyaǤ Per-
�a kapkanlah faktor-faktor penyebab yang meminggirkan 
pe  ngalaman perempuan dan anak korban dalam kebijakan 
negara tersebutǤ
Apa yang dapat dilakukan ȋse�ara individu dan lembagaȌ da-Ȉ 
lam rangka memperjuangkan pemenuhan hak perempuan 
kor ban kekerasan atas kebenaran, keadilan, dan pemulihanǫ
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Evaluasi Ƭ 
Penutup

150 menit

EVALUASI & PENUTUP

Di akhir a�ara ini penyelenggara dan peserta mengetahui apakah harapan mere-
ka terpenuhi, mengetahui kualitas pemenuhan harapan tersebutǤ

Tujuan

Metode

Tips

Curah pendapatȈ 
Permainan evaluasiȈ 

Permainan pesan persahabatanȈ 
Penutupan resmiȈ 

ika tersedia �aktu yang �ukup luang ȋdi atas 30 menitȌ disarankan untuk Ȉ 
membuat dua ma�am evaluasi yaitu evaluasi tertulis dan evaluasi terbuka 
dalam bentuk permainanǤ Kegunaan evaluasi tertulis lebih untuk penyelengga-
ra dan fasilitatorǢ sementara evaluasi terbuka berguna langsung untuk semuaǤ
ika �aktu yang tersedia sangat sempit ȋdi ba�ah 30 menitȌ maka disarankan Ȉ 
untuk melakukan proses evaluasi terbuka dalam bentuk permainanǤ
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Langkah-langkah

1 5ǯ
Fasilitator mengantarkan a�ara penutup dengan kembali mengu�apkan peng-
hargaan atas partisipasi aktif seluruh pesertaǤ Fasilitator menegaskan bah�a ia 
belajar banyak dari pandangan-pandangan peserta dan berharap peserta juga 
merasakan hal yang samaǤ Sesi akhir ini akan dipakai untuk saling berbagi hal-
hal berharga yang didapat dari training iniǤ

Fasilitator mengelola a�ara diskusi kelompok dengan tema berbagi 
pengetahuan dan merumuskan rangkuman akhirǤ

Setelah diskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya se�ara 
kreatif selama sekitar 5-7 menitǤ Peserta lain diberi kesempatan menambah-
kan atau memberi komentarǤ Setelah semua melakukan presentasi, fasilitator 
mempersilakan peserta yang akan menyampaikan rangkuman akhirǤ

Fasilitator menyampaikan rangkuman akhirǤ

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan proses evaluasi tertulis dan 
evaluasi terbuka ȋlihat TIPS dan lampiran di ba�ah iniȌǤ

Penutupan resmi oleh �akil penyelenggaraǤ

3    40ǯ

2    30ǯ

4 10ǯ

5 45ǯ

5 20ǯ


